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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study examined differences in the local governme Diterima: 31 Maret 2017
financial performance before and after the transition from cel Direview: 18 April 2017
tax BPHTB be local taxes? In general, this study aims to deter Disetujui: 8 Juni 2017
the contribution BPHTB to the PAD as a source of funding for Terbit: 13 Juni 2017
survival of each region in order to achieve local autonomy sys Keywords:
The samples used in this study is the district/city that has e» Bea Perolehan Hak at:
since autonomy BPHTB not be treated as 114 cities/districts Tanah dan  Bangunal
realization of the study observation period is the period befor Financial Performance
transition budget BPHTB (Year 2010) and after the transi Autonomous Region.
BPHTB (Year 2011). The research data were statistically te
with a different test of two paired samples.

The results show that the performance of local governi
in Java have differences before and after the transition BF
from the central government to local governments. This rese
can provide empirical evidence of the differences in the finar
performance of the post-transition region from the center tc
regions BPHTB especially Java. The results of this study can
be used as a reference in future studies with similar them
consider several things. First, the use of samples that ar
confined to the local government but the entire Indonesian is
of Java. Second, adding the growth rate ie perform:
measurement. Third, review the compatibility ratio becaus
addition to operational expenditure and capital expenditure
longer heading in the budget expenditure is financing and trat

PENDAHULUAN yang dilakukan pemerintah sejak reformasi yaitu
Pembangunan yang terus berjalaotonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun
mengharapkan perubahan yang bisE999. Otonomi daerah merupakan sistem
mengarahkan kepada perbaikan sistem yadgsentralisasi pemerintahan supaya setiap daerah
telah dilaksanakan. Salah satu perbaikan sisteinndonesia memiliki kewenangan sendiri untuk
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mengelola daerahnya. Pada kenyatannysehingga dapat diketetahui perkembangan
pelaksanaan otonomi daerah ternyata tid&ondisi setelah adanya kebijakan BPHTB
semudah yang dibayangkan, karena setelah lebginsebut.

dari satu dasawarsa 'ma3|h banyak prob!ematlka Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat
pelaksanaan otonomi daerah. Problematika yagdiai

S . . i berdasarkan rasio-rasio tertentu dari
menjadi bahan renungan adalah ketldakslapg\gﬁjﬂisis Laporan Keuangan Daerah. Kinerja

pemerintah daerah dalam membiayai Wil_ayahn uangan pemerintah daerah menunjukkan
yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerg mpai pada tingkatan manakah pemerintah

(PAD). daerah dapat memenuhi kebutuhan

Otonomi daerah yang terus berjalan tetggembelanjaannya. Peralihan BPHTB sebagai
menjadi tugas pemerintah dalam perbaikgmajak pusat menjadi pajak daerah, tentu akan
sistem. Perbaikan yang dilakukan olelmengubah kinerja keuangan pemerintah daerah.
pemerintah yaitu melalui peraturan tentang o .
Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebﬂjﬁ Dengan demikiarpertanyaan pendlitian

tah h K tiao d h adalah bagaimanakah kinerja keuangan
pemerintah mengharapkan setiap dacrah mamply, o intan daerah sebelum dan sesudah adanya
membuat laporan neraca yang menggambar

kek d h b d Eralihan BPHB menjadi pajak daerah? Apakah
| hedeal lz_iera_ _sumber - pen dana?n Sd perbedaan kinerja setelah peralihan BPHTB
aporan reaisas| -anggaran pendapatan  Agligeptor ujuan dari penelitian ini adalah untuk

belanja ~ daerah —yang menggamb"’lrkq’%engetahui kontribusi BPHTB ke PAD sebagai
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan D ah satu sumber pendaan bagi pembiayaan

yang diperoleh dari pemerintah pusat ser merintah  daerah  yang  berkontribusi

surplus atau defisit yang dialami oIeh.suat_ emperlancar kegiatan otonomi daerabh.
daerah, sehingga laporan tersebut akan dianalisis

kesesuaiannya dengan rencana anggaran Penelitian ini diharapkan bisa memberikan
pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkaanfaat bagi berbagai pihak berikut ini.
pada tahun sebelumnya. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan bisa

. dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian
Terbitnya  UU No. 28 Tahun 2009selanjutnya dengan tema sejenis yaitu kinerja

menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 tenta uan
. oo gan daerah hubungannya dengan BPHTB.
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDR’%dua, hasil penelitian bisa digunakan sebagai

adalah  prospek cerah bagi daerah unt han masukan bagi pemerintah daerah terutama

memaksimalkan pendapatan dari sektor paj :
daerah. Sebagai contoh, setelah dikelola seja?AQE%nSLTfngeblaan keuangan daerah dan
2 :

Januari 2011, Bea Perolehan Hak atas Tanah
Bangunan (BPHTB) menjadi faktor utama
dibalik meningkat tajamnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) kota Surakarta. Pada tahunANDASAN TEORI DAN
pertama masuknya BPHTB (tahun 2011PENGEMBANGAN HIPOTESIS

pemerintah kota Surakarta menerima PAD yarfgtonomi Daerah

awalnya sebesar Rp.114.329.357.815 meningkat ~ Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32
menjadi  Rp.176.176.060.000.  Sedangkahahun 2004 Pasal 1 (5) adalah hak, wewenang
pendapatan pajak daerah, pada tahun 2010 kden kewajiban daerah otonom untuk mengatur
Surakarta sebesar Rp.54.423.668.000, tah@@n mengurus sendiri urusan pemerintah dan
2011 meningkat menjadi Rp.102.241.123.00kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
sehingga kontribusi BPHTB sebesaperaturan perundang-undangan. Unsur-unsur
Rp.34.500.000.000. Dengan demikianyang membentuk otonomi daerah adalah sebagai
prosentase kenaikan pendapatan pajak daehsiikut.

dari pemungutan BP_HTB sebesar 88% dan _jil?@e\/\/enangan Otonomi L uas

tanpa kontribusi dari BPHTB, kenaikan pajak Kewenangan otonomi luas adalah

daerah kota Surakarta hanyalah mencapai 24fgje|yasaan daerah untuk menyelenggarakan
Hal inilah yang menjadimotivas penelitian, pemerintahan yang mencakup semua bidang
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pemerintahan kecuali bidang politik luar negerdan mengurus rumah tangganya adalah
pertahanan keamanan, peradilan, moneter deamampuan daerah dalam bidang keuangan.
fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnyzengan kata lain, faktor keuangan merupakan
yang ditetapkan dengan peraturan perundarfgktor yang penting dalam mengatur tingkat
undangan. Disamping itu keleluasaan otonorkemampuan daerah dalam melaksanakan
mencakup pula kewenangan yang utuh dan bu@bnomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah
dalam penyelenggaraan daerah mulai da¥o. 105 Tahun 2000 Pasal 1, menyebutkan
perencanaan, pelaksanaan, pengawashahwa keuangan daerah adalah semua hak dan
pengendalian dan evaluasi. kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
ng temasuk di dalamnya segala bentuk
ekayaan lain yang berhubungan dengan hak

pemerintah dibidang tertentu yang secara nya nB|I:<)ewajiban daerah tersebut dalam kerangka

ada dan diperlukan serta tumbuh hidup d :

berkembang di daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi

- keuangan tersebut, maka keuangan daerah

Oton%?g%/grr:% 32;3”83&2%;33?5 jawab adalaﬂigunakan sebagai salah satu indikator untuk

berupa perwujudan pertanggungjawaban seba ?ngetahw kemampuan daerah dalam_mengatur
An mengurus rumah tangganya sendiri. Denga

konsekuensi pemberian hak dan kewenang feluarkannya Undang-undang tentang

Otonomi Nyata
Otonomi nyata adalah keleluasaan daer
untuk menyelenggarakan kewenanga

kepada daerah dalam mencapai tujuan pember bnomi Daerah, membawa konsekuensi bagi

ﬁerah yang akan menimbulkan perbedaan antar
ﬁerah yang satu dengan yang lainnya, terutama
géam hal kemampuan mengelola keuangan

otonomi berupa peningkatan dan kesejahtera
masyarakat yang semakin baik, pengembang
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerata
serta pemeliharaan hubungan yang sehat ant ) . e >
pusat dan daerah serta antar daerah dalam ran r"’.‘h' sebagal berikut ini  (Nataluddin,
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Repub 1:167).

Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 200 Daerah yang mampu melaksanakan otonomi
Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, daerah.
ada 3 (tiga) dasar sistem hubungan antara pu§5it Daerah

dan daerah yaitu sebagai berikut. yang mendeka mampu

melaksanakan otonomi daerah.

1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewena
pemerintah pusat kepada daerah otono
untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah dalam sistem Negara Kesatu#n Daerah yang kurang mampu melaksanakan
Republik Indonesia. urusan otonomi daerah.

2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan  Selain itu ciri utama yang menunjukkan
wewenang pemerintah kepada Guberngtatu daerah mampu melaksanakan otonomi
sebagai wakil pemerintah dan atau kepadi@erah adalah sebagai berikut (Nataluddin,
instansi vertikal di wilayah tertentu. 2001:167).

3) Tugas perbantuan adalah penugasan dili Kemampuan keuangan daerah, artinya
pemerintah kepada daerah dan atau desa atau daerah harus memiliki kewenangan dan
sebutan lain dengan kewajiban melaporkan kemampuan untuk menggali sumber
dan mempertanggungjawabkan  keuangan, mengelola dan menggunakan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. keuangan sendiri  untuk  membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya.

Daerah yang sedikit mampu melaksanakan
otonomi daerabh.

Keuangan Daerah

K emampuan K euangan Daerah 2) Ketergantungan pada bantuan pusat harus
Kriteria penting lainnya untuk mengetahui ~ minimal agar PAD menjadi bagian sumber

secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur keuangan terbesar, yang didukung oleh
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kebijakan perimbangan keuangan pusat datonomi daerah sebagai berikut (Nataluddin,
daerah, sehingga peranan pemerintah dae2001:168-169).

menjadi lebih besar. 1) Pola Hubungan Instruktif, yaitu peranan

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah pemerintah pusat lebih dominan dari pada
yaitu pelimpahan wewenang pengambilan kemandirian pemerintah daerah (tidak
keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik mampu melaksanakan otonomi daerah).
dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggar

n . .
i Pola Hubungan Konsultif, yaitu campur
pemerintah dan pelayanan masyarakat, ma g y P

tangan pemerintah pusat sudah mulai

peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan

untuk mengidentifikasi sumber-sumber

pembiayaan daerah serta jenis dan besarnya
belanja yang harus dikeluarkan agar perencana3n
keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Data keuangan daerah yang memberikan
gambaran statistik perkembangan anggaran dan

berkurang, karena daerah dianggap sedikit
lebih mampu melaksanakan otonomi.

Pola Hubungan Partisipatif, yaitu peranan
pemerintah pusat semakin berkurang,
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat
kemandiriannya mendekati mampu

melaksanakan urusan otonomi.

realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran

serta analisis atas laporan tersebut merupak@n Pola Hubungan Delegatif, campur tangan
informasi yang penting agar bisa membuat pemerintah pusat sudah tidak ada karena
kebijakan  pengelolaan  keuangan daerah gaerah telah benar mampu dan mandiri

sehingga menunjukkan kemampuan/  galam melaksanakan urusan  otonomi
kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). daerah.

Secara konseptual, pola hubungan antara  pertolak dari teori tersebut, karena potensi
pemer_lntah pusat dan daerah harus dilakukgmper daya alam dan sumber daya manusia
sesuai dengan kemampuan keuangan dae(@fhg perbeda, akan terjadi pula perbedaan pola
dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daf,ungan dan tingkat kemandirian antar daerah.
pembangunan, walaupun pengukura8epagai pedoman dalam melihat pola hubungan
kemampuan  keuangan daerah ini akafengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan)

menimbulkan perbedaan. Paul Hersey d%patdikemukakan melalui tabel 1.
Kenneth Blanchard memperkenalkan

“Hubungan Situasional dalam pelaksanaan

Tabe 1
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Tingkat Pola Tingkat Kesiapan
Keuangan Perkembangan Hubungan Otonomi Daerah
Rendah Sekali 0%-25% Instruktif Sangat Rendah
Rendah 25%-50% Konsultatif Rendah
Sedang 50%-75% Partisipatif Sedang
Tinggi 75%-100% Delegatif Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2002:169)

Beberapa rasio yang digunakan dalarh) Rasio Kemandirian Daerah
penelitian ini berdasarkan data keuangan yang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
bersumber dari APBD diukur dengammenunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah
menggunakan rumus berikut ini. dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
yang telah membayar pajak dan pajak retribusi
sebagai sumber pendapatan yang diperlukan
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daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan olepartisipasi masyarakat dalam pembangunan
besarnya pendapatan asli daerah dibandingk@aerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,

dengan pendapatan daerah yang berasal damakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagnembayar pajak dan retribusi daerah yang
Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumbemerupakan komponen utama pendapatan asli
Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan [andaerah. Semakin tinggi masyarakat membayar
Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Danpajak dan retribusi daerah menggambarkan
Pinjaman (Abdul Halim, 2007: 232). Rumudahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin
yang digunakan adalah sebagai berikut. tinggi. Jadi, semakin tinggi rasio Kemandirian,

maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan

Rasio Kemandirian : :
menggambarkarqaerah dalam mendukung otonomi daerah.

Rasio  kemandirian
ketergantungan daerah terhadap sumber daét)a  Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian Derajat Desentralisasi Fiskal adalah
mengandung arti bahwa tingkat ketergantung&emampuan pemerintah daerah dalam rangka
daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakieningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna
rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasmembiayai pembangunan.
kemandirian juga menggambarkan tingkat

Tabel 2
Skala Interval Derajat Desentralisas Fiskal

Tingkat Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah

0,00 - 1m0 Sanaat Kirang
10,01 - 2MO Kurang
20,01 - 3mO Cukup
30,01 - 4M0 Sedag
40,01 - 5M0 Baik
>50,00 SangaBaik

Sumbe: (Abdul Halim, 2007234)

Rasio Derajat Desentralisasi FiskaPADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t
menggambarkan besarnya campur tang
pemerintah pusat dalam pembangunan daera
yang menunjukan tingkat kesiapan pemerintah
daerah dalam melaksanakan otonomi daerag. Rasio I ndeks K emampuan Rutin

Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi

Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuagntara PAD dengan pengeluaran rutin yang

keuangan daerah dalar_n mendukung Otono'ﬁﬁ'e_nggambarkan besarnya kemampuan
daerah. Rumus yang digunakan adalah Sebaﬁ@herintah daerah untuk membiayai

Dt = Total Penerimaan Daerah Tahun t

berikut. pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan
DDF = x 100% pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks
Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula

Keterangan:

kemampuan keuangan daerah dalam mendukung

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

otonomi daerah.
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Tabel 3

Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%

Kemampuan Keuanaan Daerah

0,00 - 2000 Sangat Kirang
20,01 - 4000 Kurang
40,01 - 6000 Cukup
60,01 - 8000 Baik

80,01- 100 SangaBaik

Sumber : (Abdul Hain, 2007:234)

Berikut rumus yang digunakan untukb) Rasio Pertumbuhan

menghitung Indeks Kemampuan Rutin.
IKR= x 100%
Keterangan:

Rasio  pertumbuhan  menggambarkan
kemampuan  pemerintah  daerah  dalam
mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilan yang dicapai dari periode ke
periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari
berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan
Daerah, Belanja Rutin dan Belanja
4) Rasio K eserasian Pembangunan (Abdul Halim, 2007:241).

_Rasio Keserasian adalah rasio untuk  kondisi yang menunjukkan semakin tinggi
melihat keserasian antara belanja rutin terhadgfyj pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan
APBD dan keserasian antara belanjaerah dan Belanja Pembangunan yang diikuti
pembangunan terhadap APBD. Semakin tinggjeh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka
prosentase dana yang dialokasikan peme”mﬁﬁrtumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa
daerah untuk belanja rutin berarti prosentaggeran yang bersangkutan telah mampu
belanja pembangunan yang digunakan untykempertahankan dan meningkatkan
menyediakan ~ sarana  prasarana  ekonomirtumbuhannya dari satu periode ke periode
masyarakat cenderung semakin kecil. Belum aggikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai
patokan yang pasti berapa besarnya rasio belapigndapatan Asli Daerah, Total Pendapatan
rutin_maupun belanja pembangunan terhad@eran, dan Belanja Rutin yang diikuti semakin
APBD vyang ideal, karena sangat dipengarupbndahnya Belanja Pembangunan, maka
oleh dinamisasi kegiatan pembangunan OIﬁ(‘;rtumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa
besarnya investasi yang diperlukan untufzeran yang bersangkutan belum mampu
mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumggsmpertahankan dan meningkatkan
rasi.o keserasian adalah sebagai berikut (Ab%rtumbuhannya dari periode satu ke periode
Halim, 2007:235). berikutnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan,
maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan
daerah dalam mendukung otonomi daerah.
Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual
masa sebelum dan setelah peralihan BPHTB.

IKR = Indeks Kemampuan Rutin
PAD = Pendapatan Asli Daerah

» Rasio Belanja Rutin:
— Total Belanja Rutin
Total Belanja APED

 Rasio Belanja Pembangunan: Pengembangan Hipotesis
— Total Belanja Pembangunan

Total Belanja APED

BPHTB yang beralih menjadi pajak daerah
tentu akan meningkatkan PAD bagi daerah. Hal
tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja
pemerintah daerah yang tercermin dari rasio
keuangan. Oleh karena itu hipotesis yang
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dikembangkan dalam penelitian ini adalakebelum dan setelah peralihan BPHTB ke daerah
sebagai berikut. berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Aﬁepala Daerah setiap tahun yang ditetapkan
lrinelalui Peraturan Daerah dan data tersebut
diperoleh dari Laporan Keuangan Daerah yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah (DJPKPD). Periode pengamatan

H1l: Terdapat perbedaan kinerja keuang
setelah adanya peralihan BPHTB da
pusat ke daerah.

METODOLOGI PENELITIAN penelitian atas realisasi APBD adalah periode
Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan sebelum peralihan BPHTB (Tahun 2010) dan
Data setelah peralihan BPHTB (Tahun 2011).

Populasi penelitian ini adalah pemerintah
kabupaten/ kota di Pulau Jawa dengan metode
pengumpulan data secara purposive sampliri@efinisi Variabel dan Pengukurannya
yaitu sampel diperoleh dengan menggunakan
kriteria tertentu, maka diperlukan suatu karakt
yakni kabupaten/ kota yang sudah ada sej%;g
otonomi BPHTB belum diperlakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan
rbandingan kinerja antara dua sampel (sampel
ak bebas) dengan menggunakan alat uji
statistik berupa uji beda. Dengan demikian,

Data tentang Realisasi Anggarawvariabel yang digunakan dalam penelitian ini
Pendapatan dan Belanja Daerah (APB¥dalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang
pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasaencakup beberapa parameter pengukuran yang
perhitungan kinerja keuangan untuk periodeerupa ratio pada tabel 4.

Tabe 4
Variabel Penelitian
No Variabel Pendlitian Definisi Operasional Pengukuran
1. Rasio Kemandirian RasioKemandirian Rasio Kemandirian:
Daerah KeuanganR@eah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merunjukkantingkat Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern

kemampuan suatuadah
dalam membiayai sendi
kegiatan pemerintah,
pembangunan dan
pelayanan kepada
masyarakat yag telah
membayar pajak dan
retribusi sebagasumber
pendapatan yay
diperlukan daerah.

2. Rasio Derajat Derajat Desentralisasi _ PADt
Desentralisasi Fiska Fiskal adalah kemampuan DDF = TPDt x 100%
pemerintah daerah dalam
rangka meningkatkan Keterangan:
Pendapatan Asli Daerah  DDF = Derajat Desentralisas
guna membiayai Fiskal
pembangunan. PADt = Total Pendapatan Asl

Daerah Tahun't
TPDt = Total Penerimaan
Daerah
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Tahun t
3. Rasio Indeks Indeks Kemampuan Rutin
Kemampuan Rutin  yaitu proporsi antara PAD B PAD 100%

dengan pengeluaran rutin "~ Total Pengeluaran Rutin X °
yang menggambarkan
besarnya kemampuan Keterangan:
pemerintah daerah untuk o = |ndeks Kemampuan
membiayai pengeluaran Rutin
rutin dalam melaksanakan pap = Pendapatan Asli
kegiatan pemerintahanya. Daerah

4. Rasio Keserasian  Rasio keserasian adalah e Rasjo Belanja Rutin:
rasio untuk melihat Total Belanja Rutin
keserasian antara belanja Total Belanja APBD
rutin terhadap APBD dan , ,
keserasian antara belanja ® Rasio Belanja
pembangunan terhadap Pembangunan:
APBD. Total Belanja Pembangunan

Total Belanja APBD
5. Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan Pn—Po
r= x 100%

menggambarkan seberapa Po
besar kemampuan Keterangan:

pemerintah daerah dalam pn
mempertahankan dan

= Data yang dihitung pad
tahun ke n

meningkatkan keberhasilar po = Data yang dihitung pad

yang dicapai dari periode k
periode lainnya.

R =

tahun ke 0
Pertumbuhan

Metode Analisis Data
-ISampeI

Data penelitian ini sebelum dilakukan uj
statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu

Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

ini mengambil

Pulau Jawa

dilakukan analisis normalitas data yang bertujueﬁ?baga' sampel penelitian kar_ena Pula_u Jawa
untuk menentukan metode alat uji haSﬁnerupakan salah satu pulau di Indonesia yang

penelitian. Analisis ini diperlukan untukpa”ngl maju dalam hal pembangunan dan sumber

mengetahui data penelitian berdistribusi norm pya maFr;uszg. Pe:elltlan mtl hmenggligaléa
atau tidak normal. Hal ini karena normalitag@PO'an Reaiisasl Anggaran tanun an

: : . hun 2011 dari pemerintah daerah ata
diperlukan sebagai prasyarat untuk uji beda d uerintah rovinsl,i gn adla di Pulau Jawa aitllJJ
dua sampel yang berpasangan. Untuk mendete}%‘%gn b yang y

normalitas data penelitian ini menggunakan u q pe:nfnntihbdae:ah. Dari tj)u?wlahd_tterseiut,
nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. erdapat tiga kabupaten yang belum ditemukan

laporan realisasi anggaran untuk tahun 2010
yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten = Wonogiri, sehingga jumlah
pemerintah daerah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 114 pemerintah daerah.
Adapun jumlah pemerintah daerah dari setiap
provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat di tabel 5.
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Tabe 5
Sampel Pendlitian

No Provins Jumlah Pemda
1 DKI Jakarta 1
2 Jawa Barat 25
3 Jawa Tengah 34
4 Yogyakarta 6
5 Jawa Timur 39
6 Banten 9

Total 114

Statistik Deskriptif daerahnya sendiri mengalami penurunan.

Hasil statistik deskriptif menunjukkanSedangkan Pemkab Cimahi  mengalami
bahwa mean dari rasio kemandirian untuk tahyeningkatan dalam rasio kemandirian dari tahun
2010 adalah 0,233 sedangkan untuk tahun 202210 ke tahun 2011.
meningkat menjadi 0,290. Sementara mean rasio

deraiat d iralisasi fiskal i lami Nilai maksimum untuk rasio derajat
erajat desentraiisasi fiskal Juga mengalafllyqenirglisasi fiskal yaitu 0,774 untuk tahun 2011

peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yai N 0,746 untuk tahun 2010. Nilai tersebut

0,130 menjad|_ 0.’152' Mean rasio Ind(akaiperoleh dari Pemprov Jabar baik untuk tahun
kemampuan rutin juga mengalami peningkat 10 maupun tahu 2011. Pemprov Jabar

yaitu 0,184 pada tahun 2010 dan 0,212 unt emiliki  kenaikan nilai rasio derajat

"Y8sentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa

operasional mengalami penurunan dari tahnglem s
. : . Pemprov Jabar memiliki kemampuan dalam
2010 ke tahun 2011 yaitu dari 0,843 menja(ijheningkatkan pendapatan asli daerah untuk

0'832. sedangkan untuk mean rasio kes.erasﬁrémbiayai pembangunan di daerahnya. Menurut
belanja modal mengalami peningkatan yaitu daﬂalim (2007), nilai tersebut menunjukkan

0,134 pada tahun 2010 menjadi 0,146 padatahlggmprov Jabar memiliki kemampuan yang

2011. sangat baik. Nilai minimum untuk tahun 2011
Nilai maksimum untuk rasio kemandiriansebesar 0,001 dan untuk tahun 2010 sebesar
yaitu 3,429 pada tahun 2011 dan 2,940 untik019. Pemda yang memiliki nilai rasio untuk
tahun 2010. Nilai maksimum rasio tersebulhun 2011 adalah Pemkab Serang sedangkan
merupakan nilai rasio dari Pemerintahan Provingntuk tahun 2010 adalah Pemkab Cimahi.
(Pemprov) Jatim untuk tahun 2011 dan Pempr&®®emkab Serang mengalami penurunan dalam
Jabar untuk tahun 2010. Hal terseblkemampuan meningkatkan pendapatan asli
menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasidaerah untuk membiayai pembangunan. Menurut
suatu pemda, maka semakin tinggi pulBlalim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa
kemampuan daerah dalam membiayai senditaerah tersebut memiliki kemampuan yang
daerahnya. Pemprov Jatim dan Jabar mengalaangat kurang dalam hal keuangan daerah.
peningkatan rasio kemandirian dari tahun 2010
ke tahun 2011 sehingga ada peningkat%
kemampuan dalam membiayai daerahnya. Nil
minimum untuk rasio kemandirian pada tahu
2011 sebesar 0,001 sedangkan pada tahun 2
sebesar 0,02. Pemda yang memiliki nilai rasi
kemandirian terendah pada tahun 2011 adal
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bant
sedangkan untuk tahun 2010 adalah Pemkg

C_im_ahi._Pemkab E_sgnten r_nengalami PENUrUnafl~i  tersebut menunjukkan bahwa daerah
nilai rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tah rsebut memiliki kemampuan yang sangat baik
2011, sehingga kemampuan dalam memb'ay@élam membiayai pengeluaran operasional di

Nilai maksimum untuk rasio indeks
mampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 1,511
ghn 1,832 untuk tahun 2010, terjadi penurunan

m nilai maksimum untuk rasio indeks

ampuan rutin dari tahun 2010 ke tahun 2011.
dapun daerah yang memiliki rasio indeks
mampuan rutin maksimum pada tahun 2011
alah Pemprov Jateng dan untuk tahun 2010
alah Pemprov Banten. Menurut Halim (2007),
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daerahnya. Nilai minimum untuk rasio indeksedangkan tahun 2011 sebesar 0,935 diperoleh
kemampuan rutin pada tahun 2011 sebeddemkot Yogyakarta. Nilai maksimum untuk
0,0384 dan tahun 2010 sebesar 0,0334. Unttdsio keserasian biaya modal tahun 2011 sebesar
tahun 2011, nilai minimum terdapat pad®,327 diperoleh Pemkot Tangeran Selatan
Pemkab Tasikmalaya dan tahun 2010 padadangan tahun 2010 sebesar 0,291 diperoleh
Pemkab Ngawi. Menurut Halim (2007), daeraRPemprov Banten. Nilai minimum untuk rasio
tersebut memiliki kemampuan yang sang&eserasian biaya operasional pada tahun 2011
kurang untuk membiayai pengeluaran debesar 0,473 diperoleh Pemprov Jateng
daerahnya. sedangkan tahun 2010 sebesar 0,447 diperoleh
emprov Banten. Nilai minimum untuk rasio

: : serasian biaya modal untuk tahun 2010 sebesar
biaya operasional untuk tahun 2010 sebessiosg iperolen Pemab Batang dan tahun 2011
’ sebesar 0,06 diperoleh Pemkot Yogyakarta.

Nilai maksimum untuk rasio keserasia

Tabel 6
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

RK2011 114 .00164328391 3.42945800588 .2768693377917 .61356090116591
RK2010 114 .01973190396 2.94004676131 .233444061944€ .5290242314743¢
RDDF2011114 .00164058796 .77423874463 .1470818477082 .1566923289917%
RDDF201C 114 .01935008985 .74619590563 .130529936598¢ .14481632258111
RIKR2011 114 .03848780798 1.51107937806 .2070286162754 .2757608238539¢
RIKR2010 114 .03343003004 1.83230533929 .184754364365€ .2877845998337¢
RK120011 114 AT3E .935C .832187 .075117:
RK12010 114 .44702320013 1.00000000000 .8436095326847 .0864638911890:
RK22011 114 .05970741576 .32767387824 .1461747500197 .05475621439031
RK22010 114 .03843918611 .29160067817 .1340582526202 .0564659662316¢
Valid N

(listwise) 114

Pengujian Hipotesis peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke

Penelitian ini menguji apakah terdapapemerintah daerah. Hasil pengujian
perbedaan kinerja pemerintah daerah yang dilinaenggunakan SPSS 16.0 dengan alat uji paired
dari rasio kemandirian, rasio derajasample t-test menunjukkan hasil sebagai berikut
desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuagada tabel 7.

rutin dan rasio keserasian setelah adanya
Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis
Jenis Rasio Nilai t Signifikansi
Rasio Kemandirian 4211 0,000
Rasio DDF 4,716 0,000
Rasio IKR 3,472 0,000
Rasio KeserasiaBO -2,164 0,033
Rasio KeserasiaBM 2,839 0,005
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Hasil pengujian menunjukkan bahwaingkat kemampuan suatu daerah dalam
kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawaembiayai sendiri kegiatan pemerintah,
memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanyambangunan dan pelayanan kepada masyarakat
peralihan BPHTB dari pemerintah pusat kgang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
pemerintah daerah. Hasil tersebut diperoledumber pendapatan yang diperlukan daerah.
dengan melihat signifikasi dari setiap rasio, yaitRasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya
rasio kemandirian yang memiliki nilai t 3,502pendapatan asli daerah dibandingkan dengan
dan nilai signifikansi 0,001, rasio derajapendapatan daerah yang berasal dari sumber lain
desentralisasi fiskal yang memiliki nilai t 3,684pihak ekstern) diantanya melalui Bagi Hasil
dan nilai signifikansi 0,000, rasio indeksPajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya
kemampuan rutin yang memiliki nilai t 3,302 da\lam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
nilai signifikansi 0,033, rasio keserasian untuKhusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman
biaya operasional memiliki nilai t -2,164 dan(Abdul Halim, 2007: 232). Rata-rata rasio
nilai signifikansi 0,033 serta rasio keserasiakemandirian pemerintah daerah di Pulau Jawa
untuk biaya modal memiliki nilai t sebesar 2,838nengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun
dan nilai signifikansi 0,005. Untuk setiap rasi@011, hal tersebut menujukkan bahwa
nilai signifikasi kurang dari 0,05, hal tersebupemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinepandapatan asli daerah daripada sumber
pemerintah daerah sebelum dan sesudpéndapatan dari pihak ekstern. Peralihan BPHTB
peralihan BPHTB dari pemerintah pusat kdari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa
pemerintah daerah. menjadi salah satu faktor yang menyebabakan
eningkatan pendapatan asli daerah, karena
PHTB telah menjadi pajak daerah. Peningkatan
emandirian tertinggi dicapai oleh Pemkot
Surabaya dengan peningkatan sebesar 58% dari
ghun 2010 ke tahun 2011, sedangkan penurunan

mandirian tertinggi terjadi pada Pemkab
erang dengan penurunan sebesar 16%.

Hasil pengujian tersebut menunjukka
bahwa setiap rasio menunjukkan nilai t yan
positif kecuali untuk nilai t untuk rasio keserasia
biaya operasional yang menunjukkan nil
negatif, oleh karena itu bisa dikatakan bah
kinerja pemerintah daerah yang tercermin d
rasio keserasian biaya operasional mengala
penurunan, artinya bahwa biaya operasional Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
yang digunakan sebelum adanya peralihanenggambarkan besarnya campur tangan
BPHTB dari pemeritah pusat ke pemerintapemerintah pusat dalam pembangunan daerah
daerah lebih besar daripada biaya operasionyaing menunjukan tingkat kesiapan pemerintah
setelah adanya peralihan. Sedangkan keempgaerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
rasio yang lain mengalami peningkatan setel&emakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi
terjadinya peralihan BPHTB. Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan
. . . keuangan daerah dalam mendukung otonomi
Interpretas Has Pengujian ) : o

Hipotesis penelitian ini dinyatakan dapafiaerah' Peralihan BPHTB bisa menjadi salah
diterima dengan menggunakan alat uji paire tu upaya untuk_ menqrunkan campur tangan
sample t-tes, karena nilai signifikansi dari setigpcmerintah. Dari hasil statistik deskriptif
rasio kurang dari 0,05 sehingga terdap enunjuk_kan_ a_danya per_ungkatan rasio d(_arath
perbedaan kinerja pemerintah daerah setel ﬁsent_rallsaSA fiskal, peningatan rasio tertinggi
adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pus {capal oleh Pemkoto Surabaya dengan
ke pemerintah daerah pada tahun 2011. pemngk_ata_m sepesar 20%, semntara penurunan

tertinggi dialami oleh Pemkab Serang dengan

Rasio yang digunakan untuk menilapenurunan sebesar 14%, rata-rata peningkatan
kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ifsio pemerintah daeerah di pulau Jawa sebesar
adalah rasio kemandirian, rasio derajgr%. Hasil pengujian  hipotesis  yang
desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuaﬁenunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah
rutin, rasio keserasian biaya operasional d@erubah setelah adanya peralihan BPHTB yang

rasio keserasian untuk biaya modal. Rasiiukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal
Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan
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memberikan arti bahwa peralihan BPHTBebesar 0,5, penurunan yang cukup besar. Rata-
merupakan salah satu cara untuk menguramgia kenaikan indeks kemampuan rutin hanya
campur tangan pemerintah pusat ke pemerintabbaesar 0,02. Akan tetapi, Pemprov Banten
daerah. Akan tetapi, menurut Halim (2007) rasioistru mengalami penurunan yang cukup besar.
derajat desentralisasi fiskal dikaatakan baik, jikdal tersebut karena terjadi kenaikan biaya
berada pada range 0,4-0,5. Mean dari rasiperasional yang cukup besar pada tahun 2011
derajat desentraliasasi fiskal untuk tahun 20Maitu kenaikan sebesar 100%. Pemerintah daerah
adalah 0,13 dan tahun 2011 adalah 0,15 sehinggeng mengalami kenaikan rasio indeks
walaupun terjadi peningkatan rasio derajdemampuan rutin tertinggi adalah Pemkab
desentralisasi fiskal tetapi belum bisa dikatakafangerang Selatan. Biaya operasional Pemkab
baik masih dalam skala kurang baik. Oleh karedangerang selatan memang menurun dari tahun
itu, pemerintah pusat sepertinya perl2010 ke tahun 2011.

memindahkan pajak-pajak pusat ke pajak daerah Rasio keserasian adalah rasio untuk

agar ketergantungan daerah terhadap PURRihat keserasian antara belanja rutin terhadap
semakin rendah. APBD dan keserasian antara belanja
Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporspembangunan terhadap APBD. Semakin tinggi
antara PAD dengan pengeluaran rutin yamgosentase dana yang dialokasikan pemerintah
menggambarkan besarnya kemampuataerah untuk belanja rutin berarti prosentase
pemerintah daerah untuk membiaydbelanja pembangunan yang digunakan untuk
pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatemenyediakan sarana prasarana ekonomi
pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indek®asyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada
Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pulpatokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja
kemampuan keuangan daerah dalam mendukumngn maupun belanja pembangunan terhadap
otonomi daerah. Hasil pengujian hipotesidaPBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi
menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerateh dinamisasi kegiatan pembangunan dan
berdasarkan rasio indeks kemampuan rutbesarnya investasi yang diperlukan untuk
setelah adanya peralihan BPHTB darnencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio
pemerintah pusat ke pemerintah daerah memilkeserasian untuk biaya operasional merupakan
perbedaan dengan kinerja sebelum adangarbandingan antara biaya operasional dengan
pemerintah. Dari hasil statistik deskriptif jugdotal biaya APBD, sedangkan rasio keserasian
menunjukkan adanya peningkatan mean damtuk biaya pembangunan merupakan total biaya
tahun 2010 ke tahun 2011. Hal tersebuhodal dibangingkan dengan total biaya ABPD.
menujukkan bahwa kemampuan pemerintaRasio keserasian untuk biaya operasional di
daerah untuk membiayai pengeluaran rutin d&Pfulau Jawa diantara 60-90% dari total biaya
pendapatan asli daerah semakin meningk&PBD sedangkan untuk rasio keserasian biaya
Berdasarkan skala indeks kemampuan rutmodal diantara 10-40% dari total biaya APBD.
dalam Halim (2007), pada tahun 2010 kinerjlal tersebut menunjukkan bahwa biaya
pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutoperasional yang bersifat rutin lebih besar
berada pada kategori sangat kurang sedangkdaripada biaya modal yang merupakan biaya
tahun 2011 berada pada kategori kurang. Olpembangunan. Dari hasil pengujian hipotesis
karena itu, peralihan BPHTB masih belum bisdinyatakan terdapat perbedaan kinerja antara
membuat kinerja indeks kemampuan rutinasio keserasian setelah adanya peralihan
menjadi lebih baik. Sebagian besar pemerint8PHTB ke pemerintah daerah. Dari rata-rata
daerah memiliki kinerja yang meningkat untukasio keserasian terdapat peningkatan pada rasio
indeks kemampuan rutin, tetapi ada pula yargglanja modal, sedangkan pada rasio belanja
menagalami  penurunan. Fenomena yargperasional menunjukkan adanya penurunan.
menarik terdapat pada Provinsi Banten, pempréial ini bisa dikatakan bahwa pada tahun 2011
tersebut memiliki indeks kemampuan rutin yangelanja modal mengalami kenaikan
tertinggi pada tahun 2010 tetapi rasio tersebdibandingkan tahun 2011 pada pemerintah
menurun drastis pada tahun 2011 yaitu menurdaerah di Pulau Jawa. Penurunan rasio keserasian
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untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkahenggunakan sampel kinerja pemerintah daerah
Surabaya sedangkan peningkatan rastb Pulau Jawa sehingga generalisasi hasil
keserasian untuk belanja modal tertinggi adaladenelitian hanya terbatas pada wilayah tersebut.
Pemkot Banjar. Sedangkan untuk rasiblamun demikian, penggunaan sampel pada
keserasian untuk belanja operasionalilayah tertentu ini dipilih karena dapat

peningkatan rasio tertinggi adalah Pemkatigunakan untuk mengendalikan pengaruh
Pekalongan dan penurunan rasio tertinggi adalkérakteristik ~ wilayah yang berbeda-beda
Pemkot Tegal. Pemerintah daerah di Pulau Jateahadap hasil penelitian.

masih _memiliki rasio k_eser_asia_n u_ntuk _belanja Keterbatasan kedua adalah penelitian ini
operasional yang lebih tinggi dlbandlngkar?1

i : : . nya menganalisis kinerja keuangan pemerintah
untuk rasio keserasian belanja modal. Belanja((f y 9 J ganp

ST S . '@herah dari sudut pandang pasca peralihan
APBD masih didominasi oleh belanja-belanigp irg pusat ke daerah sehingga generalisasi

yangb sifatnya .r#t'ni t_fiedfalmgkan untUlf1asi| penelitian hanya terbatas pada perubahan
pembangunan masin refatit kecil. sistem tersebut. Meskipun demikian,
penggunaan masa peralihan BPHTB sebagai
KESIMPULAN perioda pengamatan penelitian ini dipilih karena
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuilapat mengurangi kemungkinan pengaruh
kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa setel@temungkinan faktor-faktor/ kebijakan lainnya
adanya peralihan BPHTB dari pemerintah puspada hasil analisis.
ke pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daer likasi
dilihat dari rasio kemandirian, rasio deraja plixas - - .
q ralisasi fiskal o d,k K Penelitian ini dapat memberi bukti empiris
esentralisasi liskal, rasio indexs emampngntang perbedaan kinerja keuangan daerah pasca
rutin dan rasio keserasian. Hasil penguyagFw
r

. O : eralihan BPHTB dari pusat ke daerah
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dae ususnya Pulau Jawa. Hasil studi ini dapat

di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum d%ﬁ'gunakan sebagai salah satu referensi dalam

setelah adanya perallh.an BPHTB darﬂ)enelitian selanjutnya dengan tema sejenis,
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. misalnya dengan mempertimbangkan:

Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesi
penelitian yang diajukan terdapat perbedaan
kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah
peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah dapat diterima. Hasd. menambahkan pengukuran kinerja misalnya
pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan; dan

setiap rasio nilai t hasilnya positif kecuali untulg  yenelaah kembali rasio keserasian karena
nilai t rasio keserasian biaya operasional yang ggjain untuk belanja operasional dan belanja

menunjukkan nilai negatif, oleh karena itu bisa  ,0dal masih ada lagi pos dalam pengeluaran
dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang appgp yaitu pembiayaan dan transfer.

tercermin dari rasio keserasian biaya operasional

mengalami penurunan, artinya bahwa biaya

operasional yang digunakan sebelum adanﬁeleERE’\'S_I )

peralihan BPHTB dari pemeritah pusat ké&bdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan

penggunaan sampel yang tidak hanya
pemerintah daerah di Pulau Jawa tetapi
seluruh Indonesia;

pemerintah daerah lebih besar daripada biaya Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
operasional setelah adanya peralihan. Sedangi@h Shiddiqy, Mohammad Hasby. 2012.
keempat rasio yang lain mengalami peningkatan Analisis Perkembangan Kemampuan
setelah terjadinya peralihan BPHTB. Daerah Dalam Mendukung
K eterbatasan Pelaks_anaan Otonomi Daerah d
Penelitan  ini  memiliki  beberapa Pemerintah  Kabupaten  Bantul.
keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam Skripsi. Program Studi Akuntansi
menginterpretasikan  hasil  analisis  data. Fakultas ~ Ekonomi  Universitas

Keterbatasan pertama adalah penelitian ini
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study aimed to examine the effect of knowledge of Diterima: 31 Maret 2017
taxpayer, the taxpayer awareness, motor vehicle tax penaltie Direview: 18 April 2017
the system of samsat drive thru on tax compliance in the n Disetujui: 12 Juni 2017
vehicle in samsat Bantul. The data that is used in this stud Terbit: 13 Juni 2017
primary data from the results of questionnaires. Responder Keywords:
this study are the taxpayer automobiles that make tax payme Knowledge taxpayer
the system samsat drive-thru. The questionnaire was distribu taxpayer awareness, t:
110 respondents and data that can be processed ar« penalties motor vehicles, ar
questionnaires. The sampling method used accidental sam drive-thru samsat system
The data analysis techniques in this study used multiple li motor vehicle tax
regression techniques. Results of regression analysis showe compliance.
the awareness of taxpayers and system of samsat drive-thi
positive effect on tax compliance motor vehicle while knowledg
taxpayers and tax penalties vehicle had no significant effect ¢
compliance vehicle.

PENDAHULUAN dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk
Pajak merupakan sumber utama bagnelakukan pemungutan pajak kepada pemilik
penerimaan negara khususnya pada Anggatendaraan bermotor tersebut
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)lemi meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Hasilnya  digunakan untuk  membiayakendaraan bermotor dan meningkatkan sumber
pengeluaran- pengeluaran negara dalapendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah
penyelenggaraan pemerintahan yang bertujudaerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyaektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada
melalui pembangunan dan peningkatan sarameasih terdapat beberapa wajib pajak yang
publik (Siahaan, 2013). menunggak pembayaran pajak kendaraan
bermotornya maka pemerintah tidak bisa
Pada perkembangan kendaraan bermotmemaksimalkan pendapatan dari sektor ini
yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentungjpabila terdapat beberapa kendala yaitu
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diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajdermotornya. Berdasarkan data yang diperoleh
pajak dalam membayar pajak kendaraasari Kantor Samsat Bantul Periode 2011-2015.

Tabel 1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Bantul
Periode 2011-2015

Jumlah WP WP yang
Tahun PKB M enunggak
2011 296.669 5
2012 326.964 1
2013 354.257 7
2014 373.292 11
2015 391.471 29

Sumber : Kantor Samsat Bantul, data diolah 2016

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahp@jak hingga akhirnya manfaat membayar pajak
bahwa pada tahun 2011 terjadi penungggak&srsebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bantul Kesadaran perpajakan adalah keadaan

yang berumlah 5 wajib pajak kendaraa%angetahui atau mengerti perihal pajak tanpa

bermotor, sedangkan pada tahun 2012. ter] anya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif
penunggakan kendaraan yang hanya berjumla syarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan

wajib pajak kendaraan bermotor, pada tah"ﬂ]ngsi negara oleh pemerintah  akan

2013 teradi penunggakan kendaraan ya'}ﬂenggerakan masyarakat untuk mematuhi

berjumlah 7 wajib pajak kendaraan bermoto o -
pada tahun 2014 terjadi penunggakan kendar?&kewglbannya untuk membayar pajak (Ummah,

11 wajib pajak kendaraan bermotor, dan pada

tahun 2015 terjadi penunggakan kendaraan 29 Untuk lebih meningkatkan kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkamajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak
hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktdendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk
yang dapat lebih meningkatkan penerimaaitﬁnegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban
pajak suatu negara,terutama tentang kepatuh#@jib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi

wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul. ~ pajak memiliki peran penting guna memberikan
elajaran bagi pelanggar pajak agar tidak

. Kepatuhaqwajib pajakyaitu qimanawaji%eremehkan peraturan perpajakan (Sari dan
pajak memenuhi kewajiban perpajakannya da§hsanti 2013)

melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan

benar sesuai dengan peraturan dan undang- Dalam upaya mengoptimalkan tingkat
undang pajak yang berlaku (llhamsyah dkkkepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat
2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyainelakukan inovasi sistem baru pada pelayanan,
hubungan dengan penerimaan pajak karekarena salah satu tuntutan masyarakat kepada
apabila kepatuhan dari wajib pajak meningk&emerintahan adalah peningkatan pelayanan
maka secara tidak langsung juga akapublik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat

memperbesar penerimaan negara dari sekgive thru merupakan salah satu terobosan
pajak (Mutia, 2014). dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan.

P tah ok K Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di
engetanuan - perpajakan — merupa acﬂapa\n loket sehingga pajak kendaraan bermotor

pemahaman dasar bagi wajib pajak MENgeNA hat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi,
hukum, undang-undang, dan tata cara perpaja 1)

yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan N N
melaksanakan ~ kewajiban  maupun hak Pada  penelitan  ini  merupakan
perpajakannya jika mereka sudah mengetaHi¢ngembangan dari penelitian yang dilakukan

dan memahami kewajiban sebagai seorang waglpti dan Putri (2012). Hasil penelitian ini
didukung oleh penelitian terdahulu Ilhamsyah
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dkk., (2016), Jatmiko (2006), Utomo (2011)membayar pajak berdasarkan hati nuraninya
Utama (2012), Budiartha dan Susilawati (2013yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat
Suardana dan Dharma (2014), dan Isyatir (201k¢sadaran wajib pajak, maka pemahaman dan
dan terdapat penelitian terdahulu yang tidgkelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik
mendukung penelitiannya yaitu Ummah (2015%ehingga  dapat meningkatkan  kepatuhan
Irianingsih (2012), dan Sari (2015). Perbedag®usilawati dan Budiartha, 2013). Hasil
penelitian ini dengan penelitian terdahulu yait®enelitian Susilawati dan Budiartha (2013) dan
menambahkan variabel independen yaitu sistdthamsyah dkk., (2016) menunjukan bahwa
samsat drive thru. Berdasarkan latar belakanggsadaran wajib pajak mempunyai pengaruh
penelitian ini akan mengangkat pembahasaang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
mengenai “Pengaruh pengetahuan wajib Berdasarkan uraian tersebut maka dapat
pajak, kesadaran wajib pajak, sanks pajak dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive
thru terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor (Studi kasus WP PKB
roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)”

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh
Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Ber motor

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

LANDASAN TEORI DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang

Pengaruh  Pengetahuan Wajib  Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (isyatir, 2015). Pelaksanaan

IE)enegakan hukum pajak secara tegas dan
konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan
ng lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada
eningkatan penerimaan dari sektor pajak.
mberian sanksi administrasi bagi pelanggar

Menurut Carolina (2009) pengetahua
pajak adalah informasi yang menjadi dasar b
wajib pajak yang digunakan untuk bertida
mengatur strategi perpajakan dan mengam

kep;u:(usan K dilam b menerirga . hak“b d"?‘ tentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah
mt—;absana adn ewayl an)llakse agal Wﬁj'k paé?i gkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan
sehubung dengan — pelaksanaan a ?é}capai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak
kewajiban di bidang perpajakan. (Sari dan Susanti, 2015),

Dengan adanya pengetahuan perpajakan

tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajigD Penelitian Utama (2012), lihamsyah dkk.,
e

16) menunjukan bahwa sanksi perpajakan
empunyai pengaruh yang signifikan terhadap
patuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

kendaraan bermotor dalam membayar paj
sehingga tingkat kepatuhan akan meningk

Berdasarkan penelitian terdahulu ”hamsyagerdasarkan uraian tersebut maka dapat
dkk., (2016) dan Ihsan (2013) menunle<ka§irumuskan hipotesis sebagai berikut: P
bahwa variabel pengetahuan wajib paja ’

mempunyai pengaruh yang signifikan terhaddp3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraidperpengaruh positif terhadap Kepatuhan
tersebut maka dapat dirumuskan hipotesi¥ajib Pajak Kendaraan Bermotor

sebagai berikut :

Hi Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh  gigem Samsat  Drive  Thru Terhadap
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak K epatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor _ _

Sistem samsat drive thru adalah layanan

pengesahan STNK, dan pembayaran pajak
Kesadaran  Wajib Paj ak Terhadap kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya
K epatuhan Wajib Pajak di luar gedung kantor bersama Samsat dan

emungkinkan pemilik kendaraan melakukan

. Ke_sadaran wajib pajak merupak_an Sepu%Fénsaksi tanpa harus turun dari kendaraan
itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban
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bermotor yang dikendarainya (RahmawatBantul, tempat wajib pajak membayar pajaknya.
2013). Pengukuran yang digunakan untuk mengukur

Semakin banyaknya pengguna sister‘?]endapat responden yaitu skala likert 5 point.

samsat drive thru maka dapat meningkatkaéw b Inst Penditi
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pa ghgembangan fnsirumen Fenélitian
Peneliti  mengembangkan  instrumen

penelitian yang dilakukan Rahmawati (2013

menunjukan bahwa pemungutan pajak melaléFr.'e”tian dengan mendefinisi operasionalkan
sistem samsat drive thru sangat efekti?’alrlaloel dan menurunkan pernyataan dari

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuské'.ﬁdikator' Pilot test dilakukan dan menguji

hipotesis sebagai berikut: validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen
' penelitian ini:

H4: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh

positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Kendaraan Bermotor Bermotor (Y)

llhamsyah dkk., (2016) menyatakan
METODOL OG| PENELITIAN bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban
Sampe perpajakannya dan melaksanakan hak

Populasi dalam  penelitian ini adalah Perpajakan dengan baik dan benar sesuai
semua wajib pajak kendaraan bermotor roda déngan peraturan dan undang-undang pajak
empat yang terdaftar di Samsat drive thru Bantul. Yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Y&itu memenuhi kewajiban pajak sesuai
metode Accidental Sampling. Sampel yang dengan ketentuan yang berlaku, membayar
diambil dalam penelitian ini berjumlan 100 Paaknya tepat pada waktunya, wajib pajak
responden wajib pajak kendaraan bermotor roda Memenuhi persyaratan dalam membayar
empat. Dalam penelitian ini menggunakan Pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh
kuesioner yang diberikan kepada waijib pajak €MPO pembayaran.
yang ditemui di Kantor Samsat Drive Thru

Indikator Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban paja 1. Saya selalu memenuhi kewajib
sesuai dengan ketentuan ya = membayar pajak kendaraan bermotor

berlaku 2. Saya selalu membayarkan pajak te

2. Membayar pajaknya tepi pada waktunya
pada waktunya 3. Saya selalu melengkapi data persyare

3. Wajib Pajak memenut  pembayaran pajak kendaraaan berm
persyaratan dalar  sesuai dengan ketentuan
membayarkan pajaknya 4. Saya sering lupa waktu jatuh tem

4. Wajib pajak dapa  pembayaran pajak kendaraan bermoto
mengetahui  jatuh temp
pembayaran

b. Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ihsan

Carolina (2009) menyatakan bahwa (2013) menyatakan bahwa pengetahuan
pengetahuan pajak adalah informasi pajak perpajakan merupakan pemahaman wajib
yang dapat digunakan wajib pajak sebagai pajak mengenai hukum, undang-undang, tata
dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, cara perpajakan yang benar. Pengetahuan
dan untuk menempuh arah atau strategi wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang
tertentu sehubungan dengan pelaksanaan halfungsi  pajak, pengetahuan  prosedur
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pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan
lokasi pembayaran pajak.

Indikator Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban paja 1. Saya mengetahui fungsi pajak vya
sesuai dengan ketentui  digunakan untuk membiayai pembangur

daerah

Saya sulit memahami prosedur pembaye
pajak kendaraan bermotor

Wajib pajak yang terlambat pembayar

yang berlaku

2. Membayar pajaknya tepi 2.
pada waktunya

3. Wajib Pajak memenul 3.

persyaratan dalar  akan diberikan sanksi administras
membayarkan pajaknya 4. Saya dapat membayarkan pajak kendai
4. Wajib pajak dapa  bermotor dikantor samsat DIY
mengetahui jatuh temp
pembayaran.
c. Kesadaran Wajib Pajak (X2) pembangunan daerahnya, maka tidak akan
Susilawati dan Budiartha (2013) terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam

menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak membayar pajak. Kesadaran wajib pajak
merupakan sebuah itikad baik seseorang meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban
untuk memenuhi kewajiban membayar pajak pajak memenuhi kewajiban membayar pajak,
berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan kepercayaan masyarakat dalam membayar
ikhlas. Apabila wajib pajak sudah pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri
melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri untuk membayar pajak secara
secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa sukarela.

pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan

I ndikator

Pernyataan

1. Kesadaran adanya hak d 1. Pajak

kewajiban pajak
memenuhi kewajibar
membayar pajak.

. Kepercayaan masyarak
dalam membayar paja
untuk pembiayaan nega
dan daerah.

. Dorongan diri sendir

2.

merupakan  bentuk
masyarakat kepada negara
Membayar pajak kendaraan
merupakan bentuk  partisipasi
menunjang pembangunan daerah

pengabd

bermo
dal¢

. Saya sering lupa mengalokasikan dana ut

pembayaran pajak

. Saya selalu menyiapkan alokasi dana ur

pembayaran pajak

untuk membayar
secara sukarela

paja

d. Sanks Pajak Kendaraan Bermotor (X3) Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak
Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa yang tidak memenuhi kewajiban membayar

sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak
ketentuan peraturan perundang-undangan kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti mengetahui tujuan sanksi, penggenaan sanksi
dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak,
perpajakan merupakan alat pencegah dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang
(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar melanggar.
norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan
bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

|
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Indikator Pernyataan

1. Sanksi sangat diperlukan agar terci
kedisiplinan dalam kewajiba
membayar pajak

2. Saya selalu terlambat membayar pa
sehingga selalu terkena sanl
administrasi

3. Pengenaan sanksi harus dilaksana
dengan tegas kepada semua wi
pajak yang melanggar

4. Sanksi yang diberikan kepada wa
pajak harus sesuai deng
ketelambatan pembayaran

1. Wajib pajak mengetaht
mengenai tujuan sanksi paji
kendaraan bermotor.

2. Penggenaan sanksi yang cuk
berat merupakan salah satu un
mendidik wajib pajak

3. Sanksi Pajak harus dikenak:
pada wajib pajak yang melangg
tanpa toleransi

e. Sistem Samsat Drive Thru (X4) pengguna tinggal mengambil bukti telah
Drive Thru adalah sistem dan prosedur membayar pajak kendaraan dan tanda bukti
pengurusan STNK dengan menggunakan perpanjangan STNK (Prianggono dan Adrian,
perangkat bantu teknologi informasi. Dalam 2010). Sistem samsat drive thru memenuhi
hal ini pengemudi tidak perlu turun dari sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah,
kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan menghemat waktu, wajib pajak semakin
data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai meningkat, kualitas palayanan, dan letak
tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya wilayah.
setelah melakukan pembayaran, masyarakat

Indikator Sistem Samsat Drive Thru

1. Program sistem drive thru dapat let
terkontrol dalam pendataan kendare
bermotor

2. Tatacara pembayaran pajak mengguna
sistem drive thru sulit untuk dilakukan

3. Saya semakin berminat untuk ter
menggunakan sistem drive thru dal:
pembayaran pajak

4. Pembayaran pajak dengan sistem drive |
dapat menghemat waktu

1. Samsat Drive Thru dap:
lebih terkontrol dalam ha
pendataan kendarase
bermotor

2. Wajib Pajak dapat denge
mudah membayar paje
dengan menggunake
samsat Drive Thru

3. Minat wajib pajak makin

meningkat ; . .
4. Menghemat waktu 5. Petugas sistem dr!ve thru ber5|kap_rarr
. sopan dan terampil dalam melayani set
5. Kualitas Pelayanan . i
6. Letak wilayah Wajib Pajak
' 6. Letak wilayah drive thru sangat Strategis
Metoda Analisis Data HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini  menggunakan analisidJji Kualitas Data
regresi berganda. Untuk memberi gambaradji Validitas dan Reliabilitas Data
mengenai variabel yang diteliti digunakan Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan
statistik deskriptif. Untuk menguji kualitas datédbahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner
digunakan uji validitas dan reliabilitas. Agadinyatakan valid. Hal ini karena r hitung > r tabel.
persamaan regresi dapat bersifat BLUE maka
dilakukan uji asumsi yang meliputi normalita%ahW
data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas

Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui
a setiap butir pertanyaan dinyatakan
treliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan
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pada setiap variabel memiliki nilai Cronbacldata dalam penelitian ini sudah lolos dalam

Alpha di atas 0,60. pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu
Uji Asumsi Klasik uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji
Pada penelitian ini berdasarkarqeterOSked""St's"taS

pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan

Analis Regres Berganda
Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabe 3
Hasil Uji Statistik F
ANOVAP
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 54.708 4 13.677 4554  .0022
Residual 285.292 95 3.003
Total 340.000 99

a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi PKB, Peng:
WP, Kesadaran WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB
Sumber: Data primer diolah, 2016

Uji Parsial (Uji Statistik T)
Tabel 4
Uji Statistik
Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients  Coefficients

Std.
Model B Error Beta T Sig.
1 (Constant) 8.716 2.401 3.630 .000
Pengetahuan WP .009  .085 .010 100 921
Kesadaran WP 267  .074 352 3.592 .001
Sanksi PKB .001 .076 .002 .016 .987
Sistem Samsat Drive 149060 243 2469 015

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKI
Sumber: Data primer diolah, 2016
Berdasarkan tabel 4 menunjukan persamaan regresi-nya adalah:
Y= 8,716 +0,009X1+0,267X2+0,08B+ 0,149X4 +¢

1. Hipotesis 1: Pengetahuan Wajib Pajak (X1) tabel (0,100 < 1,6611). Hal ini menyatakan
terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak bahwa HO diterima dan H1 ditolak. Variabel
Kendaraan Bermotor (Y) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih kendaraan bermotor. Mendukung penelitian
besar dari 0,05 (0,920:05) dan t hitung < t Ummah (2015).
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2. Hipotesis 2: Kesadaran Wajib Pajak (X2) bahwa HO diterima dan H3 ditolak. Variabel
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sanksi  pajak kendaraan bermotor tidak
Kendaraan Bermotor (Y) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung
menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih penelitian Irianingsih (2015).
kecil dari 0,05 (0,001>0,05an t hitung >t 4. Hipotesis4: Sistem Samsat Drive Thru (X4)
tabel (3,592> 1,6611). Hal ini menyatakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
bahwa HO ditolak dan H2 diterima. Variabel Kendaraan Bermotor (Y)
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 4
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan menyatakan bahwa variabel tingkat signifikan
bermotor. Mendukung penelitian llhamsyah lebih kecil dari 0,05 (0,015>0,p5dan t

dkk., (2016). hitung>t tabel (2,469> 1,6611). Hal ini

3. Hipotesis 3: Sanks Pajak Kendaraan menyatakan bahwa HO ditolak dan H4
Bermotor (Xs) terhadap Kepatuhan Wajib diterima. Variabel sistem samsat drive thru
Pajak Kendaraan Bermotor (Y) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 3 pajak kendaraan bermotor. Mendukung
menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih penelitian Rahmawati (2013).
besar dari 0,05 (0,981305) dan t hitung<'t
tabel (0,016 < 1,6611). Hal ini menyatakan

Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabd 5

Uji Koefisien Determinasi (R?)
Model Summary

Std. Error of the
Model R R Square Adjusted R Square Estimate

1 401 161 126 1.733
a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi PKB, Penge
WP , Kesadaran WP

b. Dependent Variabl&epatuhan WP PKB
Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji koefisien determinast. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif
tabel 5 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
0,126 artinya besarnya pengaruh dari bermotor.
pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajek, Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak
sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib wajib pajak kendaraan bermotor.
pajak kendaraan bermotor. Sisanya sebeghr Sistem samsat drive thru berpengaruh positif
87,80  dipengaruhi oleh faktor-faktor  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
dipengaruhi lain yang tidak diamati dalam bermotor.
penelitian. 5. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib

pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan
sistem samsat drive thru berpengaruh secara
KESIMPULAN simultan terhadap kepatuhan wajib pajak
1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh kendaraan bermotor.
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor.
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study aims to find out the effect of corporate governe Diterima: 31 Maret 2017
and deferred tax expense toward earnings manageme Direview: 18 April 2017
Indonesia. Corporate governance represented by boar Disetujui: 6 Juni 2017
commissioner, independent commissioner, institutional owner Terbit: 13 Juni 2017
and female commissioner. Keywords:

Sample in this study consists of 100 manufactul corporate governangt
companies in 2013 and 2014. Sample is taken using the purf deferred tax  expens
sampling method. Regression results show that instituti earnings management
ownership, and deferred tax expense are influencing the ear
management, while the board of commissioner, indeper
commissioner and female comissioner are not.

PENDAHULUAN Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan keuangan oletiatur dalam Pedoman Standar Akuntansi
manajemen bertujuan untuk menyampaikakeuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian
informasi mengenai kondisi keuangan dalaporan keuangan dengan pendekatan akrual
ekonomi perusahaan pada periode tertenf@accrual basis). Dalam penyusunan laporan
Sulistyanto (2008) berpendapat bahwa lapor&euangan, dasar akrual dipilih karena lebih
keuangan dinilai sebagai informasi yangasional dan adil dalam mencerminkan kondisi
berkualitas apabila menyajikan informasi yangeuangan perusahaan secara riil, hamun di sisi
relevan, netral, lengkap (komprehensif) serfain penggunaan dasar akrual dapat memberikan
mempunyai daya banding dan daya uji. keleluasaan kepada pihak manajemen dalam
memilih  metode akuntansi selama tidak
enyimpang dari aturan Standar Akuntansi
euangan yang berlaku (Halim, Meiden, dan

Informasi tentang laba (earnings
mempunyai peran yang sangat penting b
pihak yang berkepentingan (investor, kreditot, ~ .
dan regulator) terhadap suatu perusahaan. La %bmg, 2005).
yang berkualitas adalah laba yang dapat Penggunaan basis akrual mengakibatkan
mencerminkan kelanjutan laba (sustainabkdanya keleluasaan manajemen suatu perusahaan
earnings) di masa mendatang. dalam memilih metode akuntansi yang

digunakan asalkan tidak menyimpang dari
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regulasi yang ada. Hal ini dimanfaatkalkarena itu, keberadaan perempuan dalam
manajemen  untuk  melakukan tindakaeorporate govrnance perusahaan sangat penting
oportunis.  Tindakan  manajemen  yanglemi tercapainya keefektifan pengendalian
mengambil  keuntungan pribadi tersebyperusahaan.

menyebabkan timbulnya agency cost. Selain itu, manajemen laba dapat terjadi

Beberapa kasus skandal pelaporashengan menaikkan laba atau menurunkan laba.
akuntansi antara lain Enron, Xerox, daManajemen dengan menaikkan laba biasanya
Worldcom. Kasus Enron pada tahun 200digunakan untuk mendapatkan citra perusahaan
merupakan kasus manipulasi laba. Enraerhadap investor. Sedangkan manajemen laba
menggunakan beberapa partner strategis undngan menurunkan laba digunakan untuk
memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansnengurangi beban pajak.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan Setelah diberlakukannya PSAK 46
kepercayaan Qa}ri para investor. A|_<an teta .’erusahaan harus mengakui beban paj’ak
kecgra}ngan 'g' dﬁlpat terdeteks:( hg:eng enghasilan pada waktu berjalan beserta pajak
sendirinya. Pa a axnirnya, Enron efnilang ngguhan (Surrangane, 2007). Pajak tangguhan
kep_ercayqan dari para investor dan d'nyatalfaeferred tax) adalah efek pajak yang diakui pada
pailit (Sulistiawan et al., 2011). saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak
Salah satu kasus yang terjadi di Indonesgenghasilan periode yang akan datang.
adalah kasus PT Kimia Farma. PT Kimia Farm@erbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal
Tbk tahun 2001 diduga melakukan mark up laldapat disebabkan karena penerapan metode
bersih dalam laporan keuangan tahun 200dkuntansi yang berbeda, sebagai contoh dalam
Dalam laporan tersebut Kimia Farmanetode pencadangan kerugian piutang.
menghasilkan laba sebesar Rp132 miliar. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

diperiksa kembali Kimia Farma hany%enemukan bahwa banyak BUMN yang

memperole_h laba sebesar Rp99 _mllla_r._ H.%elakukan rekayasa akuntansi. Hal tersebut
tersebut dilakukan karena dewan direksi iNgif akukan agar laba terlihat lebih besar

menaikkan laba perusahaan agar harga sahfg'g

. . erstated) demi mendapatkan reward
perusahaan meningkat (Sulistiawan et al., 201 isnis.liputan6.com). Kasus lainnya terjadi di

Manajemen laba timbul karena adanydepang, yaitu Toshiba Corp yang melakukan
konflik kepentingan antara principals (pemegankecurangan sistematis untuk
saham) dan agents (manajer) (Suryawathy darenggelembungkan keuntungannya
Putra, 2015). Praktik ini melibatkan perubahaautotekno.sindonews.com).
pada angka-angka keuangan yang kadangkala

dapat menyesatkan pemahaman para peman%k%tas’ penelitian ini bertujuan untuk meneliti

kepentingan terhadap kinerja perusahaan. UntH ngaruh corporate governance dan deferred tax

mengurangl prakt_lk manajemen Iaba(9xpense terhadap earnings management pada
implementasi mekanisme corporate governan

Brusahaan manufaktur di Indonesia.
dipercaya sebagai alat terkemuka unttﬁk

mengawasi operasi sebuah perusahaan (Man dan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan

Wong, 2013). LANDASAN TEORI DAN
Dalam konteks bisni obiPENGEMBANGAN HIPOTESIS
alam konteks bisnis, perempuan lebi Jensen dan Meckling (1976)

endefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah
ontrak antara satu atau lebih individu
‘principals) dengan individu lain (agents) untuk
: ) nelakukan suatu jasa sesuai kepentingan mereka
|nf_orma_5|_ sukare_la yang _dapa_t menguran rincipals) yang melibatkan pelimpahan
asimetri informasi antara direksi dan manaj eberapa pengambilan keputusan kepada agents

serta lebih  berhati-hati  dalam proses, s I
i ubungan agensi ini seharusnya dapat manjadi
pengambilan keputusan (Gul et al., 2009). Ol%bungan y%ng menguntungli/an b%gi keoJIua

tindakan tidak etis untuk mendapatkan insentj
keuangan (Khazanchi, 1995). Selain it
perempuan lebih baik dalam mengungkapk

beretika dan kemungkinan kecil melakuka&
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pihak. Tetapi, kedua belah pihak yandgerdasarkan program kompensasi perusahaan
berhubungan memiliki kepentingan masingkarena manajer memiliki informasi yang lebih
masing sehingga terdapat alasan bahwa admaik atas laba bersih perusahaan (Healy, 1985).
yang dalam hal ini manajer tidak bertindak sesuai

dengan kepentingan pemilik. Corporate governance merupakan konsep

yang diajukan demi peningkatan Kkinerja
Eisenhardt (1989) berkata bahwa teoperusahaan melalui supervisi atau monitoring
agensi memiliki dua masalah yang dapat terjadiinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas
Pertama, masalah agensi dapat timbul karemanajemen terhaga stakeholder dengan
adanya konflik antara keinginan atau tujuan damendasarkan pada kerangka peraturan Selain itu,
principals dan agents dan sulit bagi principalsenurut  Sulistyanto  (2008), corporate
untuk mengetahui apakah yang sebenarnya telgdvernance adalah sistem yang mengatur dan
dilakukan oleh agents. Masalah kedua adalatengendalikan perusahaan agar perusahaan itu
risk sharing yang timbul ketika principals dammenciptakan nilai tambah (value added) untuk
agents memiliki perbedaan tindakan dalasemua stakeholder-nya.
menghadapi risiko. M_asglah dalam_ ha_ll ini timbul Menurut FCGI  (2003), coporate
karena agents dan principals memiliki perbeda
tindakan karena perbedaan preferensi risi
Kedua masalah tersebut pada dasarnya terj
karena adanya konflik kepentingan antar,
manajer dan pemilik. Manajer seringkal
bertindak tidak sesuai dengan kepenting
pemilik. Masalah agensi juga merupakan sal
satu dari penyebab adanya manajemen la
Manajemen laba timbul karena adanya konfli
kepentingan antara pricipals (pemilik) da
agents (manajer) (Suryawathy dan Putra, 201
Untuk mengurangi manajemen laba, pengguna
corporate governance dipercaya sebagai su
alat yang efektif untuk memantau jalanny
sebuah perusahaan (Man dan Wong, 2013). Corporate governance adalah alat yang
Masalah agensi tersebut dapat diminimalkafigunakan  dalam  mengatur  hubungan

dengan adanya corporate governance. manajemen dengan para pemangku kepentingan
untuk mewujudkan perusahaan yang berjalan

Diversifikasi dewan didukung oleh agency. : 0

: : e esuai dengan arahnya dan mendapatkan nilai

teory (Jensen and Meckling, 1976). D|ver5|f|kast|‘,m]b(,ih se%ta agar r>r/1endapatkan kF()apercayaan
jenis kelamin mengurangi konflik antara manaje ’

. I ari  pihak-pihak yang berkaitan dengan
dan pemegang saham. Diversifikasi dap Brusahaan. Dalam penelitian kali ini, penulis

menghasilkan ide-ide ba“.J’ kreatifitas, da enggunakan empat variabel sebagai proksi dari
membantu dalam pengambilan keputusan yaggrporate governance

efektif (Huse dan Solberg, 2006). Selain itu,
diversifikasi  mencegah  individu  atauUkuran Dewan Komisaris

sekelompok orang untuk mendominasi proses Secara umum, dewan komisaris ditugaskan
pengambilan keputusan dan mengurangi masa@®n diberi tanggung jawab atas pengawasan
agensi (Aguir et al., 2015). kualitas informasi yang terkandung dalam
laporan keuangan (Nasution dan Setiawan,

Manajer d_apat mempengaruhi angk32-007)_ Hal tersebut harus dilakukan mengingat
angka akuntansi yang terdapat dalam Iapora

Banya kepentingan tertentu dari manajemen
keuangan. Manajer dapat merekayasa besarn y P g J

; uk melakukan manajemen laba yang dapat
beban pajak tangguhan (deferred tax expense ngakibatkan  menurunnya  kepercayaan
untuk menaikan dan menurunkan tingk

) %vestor. Dewan Komisaris memegang peranan
labanya. Manajemen cenderung mengelola laba

bersih untuk memaksimalkan bonus mereka

vernance merupakan seperangkat peraturan
ng mengatur hubungan antara pemegang
ham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
editur, pemerintah, karyawan serta para
emegang kepentingan intern dan ekstern
innya yang berkaitan dengan hak-hak dan
wajiban mereka, atau dengan kata lain suatu
ftem yang mengatur dan mengendalikan
erusahaan. Selain itu, menurut Sulistyanto
008), corporate governance adalah sistem
ng mengatur dan mengendalikan perusahaan
ar perusahaan itu menciptakan nilai tambah
lue added) untuk semua stakeholder-nya.
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yang sangat penting dalam perusahaan, terutayaag timbul akibat perbedaan temporer antara
dalam pelaksanaan good corporate governandaba akuntansi (laba dalam laporan keuangan
Proporsi Komisaris | ndependen untuk pi_hak eksternal) dquan laba fiskql (laba
Dewan komisaris independen memiliky3N9 digunakan .sebagal dasar. perhltur]gan
pengawasan yang lebih baik terhadap mana {?Jak)' Beban pajak tangguhan timbul a_k|bat
sehingga mampu mengurangi kemungkin erbedaan temporer antara laba akuntansi (laba

: - : -dalam laporan keuangan menurut SAK untuk
penyimpangan yang dilakukan manajer (Nabg%epentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal

dan Daljono, 2014). PBI No. 8/4/PBI/200

menyatakan bahwa komisaris independen adal%ﬁba n?(enurutstura_m dperpajakan rll_r;donesia ygnlg
dewan komisaris yang tidak memiliki hubunga Igunakan sebagal dasar penghitungan pajax.

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saha{?lr?l ini memberikan kglelyasaan bag manajemen_
dan/atau hubungan keluarga dengan angg tuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi
dewan komisaris lainnya, direksi dan/ ata Ibandingkan yang diperbolehkan  menurut
pemegang saham pengendali atau hubungan Bfyfaturan perpajakan.
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untikrnings Management
bertindak independen. Manajer dapat mempengaruhi angka-

Struktur Kepemilikan | nstitusional angka akuntansi yang terdapat dalam laporan
Griffin dan Ebert (2007) menyatakankeuangan: Manajer dapat merekayasa besarnya
bahwa kepemilikan institusional adalaﬂoeban pajak tangguhan (deferred tax expense)

kepemilikan saham perusahaan oleh invest thk m,\e/lna'k?” dan dmenurunkan Itllngrag
besar seperti perusahaan asuransi, bank, d nya. Viahngiemen cenderung mengeloia laba

pensiun, dan investment banking yang memb ?rs'h untuk memaksimalkan bonus mereka
saham perusahaan dalam jumlah besar. Mer dasarkan program kompensasi perusahaan

. . rena manajer memiliki informasi yang lebih
\lfvrgﬁtwngr?tugaﬁ?n ernt?npgehraggkll(jgn lgglnh ir?(?ung[ ’aik atas laba bersih perusahaan (Healy, 1985).
sedangkan pemegang saham individu cenderung Menurut Sulistyanto (2008) manajemen
memiliki waktu yang terbatas untuk memantalaba merupakan aktivitas manajerial untuk
kinerja perusahaan. Mereka menginvestasikamempengaruhi laporan keuangan baik dengan
uang dalam jumlah besar ke dalam suatara memanipulasi data atau informasi keuangan
perusahaan sehingga memiliki kepentingan yapgrusahaan maupun dengan cara pemilihan
lebih besar untuk memantau perusahaan. metode akuntansi yang diterima dalam prinsip
akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya

Dalam konteks bisnis, perempuan |ebi|t?ertujuan untuk — memperoleh keuntungan
beretika dan kemungkinan kecil melakukaRerusahaan' Ada dua pandangan tentang

tindakan tidak etis untuk mendapatkan insen -||ndakan manajemen Igpa.. Pandangan pertama
keuangan (Khazanchi, 1995). Selain it erasal dari para praktisi (investor, pemerintah,

perempuan lebih baik dalam mengungkapk osiasi profesi, dan pelaku ekonomi lainnya).

informasi sukarela yang dapat menguran jara praktisi menganggap manajemen laba

asimetri informasi antara direksi dan manaj egagal kecu_rangan.l E ara _praktisi bhe_ratl)asan
serta lebih  berhati-hati dalam  prose anwa mangemen 'aba memengaruhi besar

pengambilan keputusan (Gul et al., 2009). Ol cilnya laba yang diinformasikan perusahaan

karena itu, dengan adanya perempuan dal lam laporan keuangan. Oleh karena itu,

komisaris membuat perusahaan lebih berhati-hgfianaj?men. laba _dianggap menyesatkan dan
dalam pengambilan keputusan sehing erugikan pihak lain yang menggunakan laporan

keputusan yang diambil lebih tepat dan kinerj euangan perusahaan sebagai sumber informasi

perusahaan akan meningkat dengan sendiriny, _ntuk mengetahui segala sesuatu tentang
perusahaan. Pandangan kedua berasal dari para

Deferred Tax Expense ~akademisi. Para akademisi menilai manajemen
Menurut Yulianti (2005) beban pajaklaba bukan sebagai kecurangan. Hal ini
tangguhan (deferred tax expense) adalah belfisebabkan karena aktivitas manajerial ini pada

Propors Komisaris Perempuan
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dasarnya merupakan dampak dari aturan prinsippentingan tersebut didominasi oleh perusahaan
akuntansi berterima umum yang luas. yang belum go public. Perusahaan yang belum
Dari dua pandangan tersebut dapagco _pub“l((? certldErung _r_r;(elaplorkan Id%n
disimpulkan bahwa manajemen laba sebenarn nginginkan untuk menyajikan faporan iaba
skal yang lebih rendah dari nilai yang

g

boleh dilakukan asalkan masih dalam lingku benarn Kecenderunaan tersebut meotivasi
akuntansi berterima umum. Jika manajemen la enarnya. recenderungan tersebut meotivasl

sudah dilakukan secara belebihan oleh manaigf”m"’ljer untuk bertindak  kreatif dengan

: - o lakukan praktik manajemen laba agar laba

dan digunakan untuk kepentingan pribadi, makac ) ; .
manajgmen laba sudahpmenjgdi h%l yang tid |Ekal yang dilaporkan terlihat lebih rendah tanpa
6melanggar aturan dan kebijakan akuntansi

patut untuk dilakukan karena dapat merus .
perpajakan.

tatanan ekonomi perusahaan.

Menurut Sulistyawan et al. (2011) terdap engemt;]alrjgkan Hi%otesisK isaristerhad
beberapa hal yang memotivasi individu atay™ 934 M uran Dewan Komisaristernadap
badan usaha dalam melakukan praktik® NNgs Management

manajemen laba di antaranya adalah seba%ai Perusahaan_yang memiliki baf‘yak anggota
berikut: ewan komisaris akan kesulitan dalam

o melakukan tugas pengawasan terhadap
1. Motivasi Bonus S manajemen perusahaan sehingga berdampak

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegarnghda kinerja perusahaan yang menurun. Oleh
saham akan memberikan sejumlah insentif d&arena itu semakin banyak anggota dewan
bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinéfgnisaris maka semakin besar kemungkinan
manajer dalam menjalankan  operasion@hanajemen laba yang terjadi. Hal ini sesuai
perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jum|abengan pene|itian Yermack (1996) yang
yang relatif tetap dan rutin. Akan tetapi, untuknenyimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris

bonus yang nilainya besar hanya akan diberikgang kecil akan lebih efektif dalam melakukan
ketika kinerja manajer berada pada arg@angsi pengawasan.

pencapaian bonus yang telah ditetapkan olz_’,;

pemegang saham. Salah satu ukuran dari kiner, : Corporate governance yang diproksikan
manajemen adalah melalui pencapaian la ngan ukuran dewan komisaris berpengaruh

usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba (ﬂa%itif terhadap earnings management.

skema bonus tersebut memotivasi para manajengaruh Proporss Komisaris Independen
untuk memberikan performa terbaiknya denterhadap Earnings Management
mendapatkan bonus yang maksimal. Dewan komisaris adalah pihak yang
bertugas dalam melakukan pengawasan atas
hebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
Umpumnya, baik mengenai perseroan maupun
aha perseroan, dan memberi nasihat kepada
ireksi (UU No. 40 tahun 2007). Komisaris
\dependen adalah anggota komisaris yang tidak
ﬁafiliasi dengan manajer, anggota dewan
omisaris lainnya, dan pemegang saham
engendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan

maka praktik manajemen laba seringkali munc Pbungan lainnya yang Qapat_ mempengaruhi
untuk menampilkan kinerja perusahaan ya mampuannya unt_uk bertlno!ak independen atau
baik ata-mata demi kepentingan perusahaan

(KNKG, 2006).

Praktik manajemen laba tidak hanya terjadi Komis_aris in_c_iependen dap_at bertindak
pada perusahaan go public dan unt engawasi  kebijakan  manajemen  dan

kepentingan harga saham semata, akan tet m_ber!ka_n pengarahan kepada mfanajemgn.
untuk kepentingan perpajakan juga. Biasany omisaris independen diharapkan lebih efektif

2. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis denga
pemegang saham, manajer seringkali melakuk
beberapa kontrak bisnis dengan pihak keti
seperti kreditor untuk melakukan ekspansi bisni
Agar kreditor mau menginvestasikan dananya
perusahaan, maka manajer harus menunjuk
kinerja yang baik. Oleh karena itu, untu
memperoleh pinjaman dalam jumlah yang bes

3. Motivasi Pajak
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dalam melakukan pengawasan terhadapuncul adalah pengakuan pendapatan dan beban
menajemen, sehingga dapat mengurangi prakkcara accrual yang berbeda antara laba
manajemen laba yang dilakukan manajemekuntansi dan laba fiskal dalam periode yang
perusahaan (Sari dan Asyik, 2014) berbeda (Philips et al., 2003). Philips et al
003) menemukan bahwa beban pajak
ngguhan dapat digunakan untuk mendeteksi
anajemen laba yang dilakukan perusahaan
alam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk
menghindari penurunan laba dan menghindari
Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional  kerugian. Perhitungan laba fiskal yang
terhadap Earnings Management didasarkan pada undang-undang perpajakan
Pemegang saham institusional cenderungemberikan batasan yang lebih ketat dalam
memiliki lebih banyak informasi dari pemegangengukuran akrual dibandingkan standar
saham individu (Man dan Wong, 2013). Merekakuntansi sehingga semakin besar perbedaan
berinvestasi uang dalam jumlah besar ke dalagitara laba akuntansi dan laba fiskal
suatu perusahaan sehingga memiliki kepentinggfenunjukkan ~ semakin  besarnya  diskresi
yang lebih besar untuk memantau perusahaafanajemen. Besarnya diskresi manajemen tadi
Ketika perusahaan berkinerja buruk, merek@apat ditunjukkan dalam variabel deferred tax
dapat menekan manajer perusahaan dan bahkgpense. Dengan demikian semakin besar nilai
menarik investasi mereka. Cornel et al. (200@)eferred tax expense menunjukkan semakin
menemukan bahwa tindakan pengawasan yafigggi kemungkinan manajemen perusahaan

dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihgllam melakukan manajemen laba (Yulianti,
investor institusional akan mengurangi celah0os).

perilaku para manajer
manajemen laba.

H2: Corporate governance yang diproksika
dengan  proporsi  komisaris  independe
berpengaruh  negatif terhadap earnin
management.

dalam melakukaﬁs: Deferred tax expense berpengaruh positif

terhadap earnings management.
H3: Corporate governance yang diproksikan

dengan struktur kepemilikan mshtusmna% ETODOLOGI PENELITIAN

ata dan Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan data sekunder.
Pengaruh Proporsi Komisaris Perempuan Data sekunder penelitian ini diperoleh dari
terhadap Earnings Management annual report (laporan tahunan) yang diakses di
Perempuan secara aktif menghadiri rap@jebsite BEI. Perusahaan yang menjadi obyek
direksi, hal tersebut menguatkan pengawasp@nelitian ini adalah perusahaan manufaktur
direksi (Adam dan Ferreira, 2009). Selain ituang listing di BEI selama periode 2013-2014.
keberadaan perempuan komisaris memberikgomlah populasi awal perusahaan manufaktur
pengaruh positif pada kualitas laba sehinggmda tahun 2013 dan 2014 adalah 276 .item
bermanfaat dalam  menghindari  praktilNamun, jumlah perusahaan yang menjadi sampel
manajemen laba (Aguir et al., 2015). oleh peneliti berkurang karena tidak sesuai

H4: Corporate governance yang diproksikaﬂenga” kriteria pemilihan sampel yang dilakukan

dengan  proporsi  komisaris  perempuafl€h peneliti. _
berpengaruh  negatif  terhadap  earninljlétode penetapan sampel yang digunakan
management. adalah purposive sampling, yaitu metode

pengambilan sampel yang terbatas pada jenis
Pengaruh Deferred Tax Expense terhadap tertentu yang dapat memberikan informasi yang
Earnings Management diinginkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh

Defiered tax expense adalah kompon€geneliti (Sekaran dan Bougie, 2013).
beban pajak penghasilan yang menunjukkan efek

pajak yang timbul dari perbedaan temporer
antara laba akuntansi dan laba fiskal, hal utama
yang menyebabkan perbedaan temporer tersebut

berpengaruh  negatif terhadap earnin
management.
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Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel mendeteksi manajemen laba lebih baik
1) Variabel Dependen dibandingkan dengan model-model lainnya.

Manajemen laba diproksikan oleh akruaPenelitian ini menggunakan discreatonary

kelolaan (discretionary accrual). Modebccruals yang dikembangkan oleh Dechow

pengukuran manajemen laba yang digunak@&h995).

adalah modified jones model. Menurut Dechow

et al. (1995), Modified Jones Model dapat

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi sebagai berikut:
TAit = NIit — CFOIt
2. Menentukan nilai parameter 1, B2, dan B3 dengan formulasi sebagai berikut:

TAIt/Ait-1 = B1(1/ Ait-1) + B2 (ARevit / Ait-1) + B3 (PPEit / Ait-1) + e

3. Setelah diketahui nilai parameter 1, f2, dan B3 atau beta, selanjutnya masukkan nilai yang ada
dalam formula dibawah ini sehingga nilai NDA bisa didapatkan.
NDAit = B1(1/Ait-1) + B2(ARevit/Ait-1 - ARect/Ait-1) + B3(PPEit/Ait-1)

3. Menentukan nilai discretionary accruals (DA) yang merupakan indikator manajemen laba akrual

dengan cara sebagai berikut:

DAit = TAit / Ait-1— NDA.t

Keterangan:
DAi; = Discretionary Accruals pada periode ke t;

NDAj: = Non Discretionary Accruals pada periode ke t;
TAit = Total akrual pada periode ke t;

Nlii = Laba bersih (Net Income) pada periodetke -

CFQ¢ = Aliran kas dari aktivitas operasi pada periode ke t;

Air-1 = Total aset pada periode ke t -1;

ARevjt = Perubahan pendapatan dari periode t-1 ke periode t;
PPE: = Aset tetap (property, plant, equipment) pada periode ke t;
ARecit = Perubahan piutang dari periode t-1 ke periode ke t;

B = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi; dan
e =error terms.
2) Variabel Independen total anggota dewan komisaris, baik yang berasal
a) Ukuran Dewan Komisaris dari internal perusahaan maupun dari eksternal

Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dperusahaan. Total seluruh anggota dewan
diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitasmisaris adalah indikator ukuran dewan
informasi yang terkandung dalam laporadomisaris (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).
keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007)

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan

bahwa ukuran dewan komisaris adalah jumlah

Ukuran Dewan Komisaris = Total Dewan Komisalfis

b) Proporsi Komisaris Independen PBI No. 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa
komisaris independen adalah dewan komisaris
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yang tidak memiliki hubungan keuangan, Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007)
kepengurusan, kepemilikan saham dan/at&roporsi dewan komisaris independen diukur
hubungan keluarga dengan anggota dewdengan menggunakan indikator persentase
komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegaranggota dewan komisaris yang berasal dari luar
saham pengendali atau hubungan lain yang dapatusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan
mempengaruhi kemampuannya untuk bertinddomisaris perusahaan.

independen.

) o Total Komisaris Independen
Proporsi Komisaris Independen = — x100%
Total Dewan Komisaris

c) Struktur Kepemilikan Institusional memiliki waktu yang terbatas untuk memantau
Griffin dan Ebert (2007) menyatakankinerja perusahaan.

bahwa  kepemilikan institusional adalah

kepemilikan _saham perusahaan o_Ieh INVeStL vemilikan  institusional sebagai jumlah

besa_r sepertl'perusahaan asuransi, bank, d entase hak suara yang dimiliki oleh institusi.

pensiun, dan investment ba_lnklng yang memb Iepemilikan Institusional diukur dengan skala

saham perusahaan dalam jumlah besar. Mer%Jé/

dapat habiskan lebih b Rio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh
umumnya - dapat menghabiskan 1€binh banygy asior institusional dibandingkan dengan total
waktu untuk meneliti perusahaan dan industr,

sedangkan pemegang saham individu cenderuér’l%lham perusahaan (Sari dan Asyik, 2013).

Bainer et al. (2003) mendefinisikan

) o Total Komisaris Perempuan
Proporsi Komisaris Perempuan = — x100%
Total Dewan Komisaris

d) Deferred Tax Expense Berdasarkan penelitian mereka variabel deferred
Deferred tax expense dihasilkan dari selisitax expense diukur dengan cara membobot
antara aktiva pajak tangguhan dan utang pajdkferred tax expense dengan total aktiva pada
tangguhan (Djamaluddin et al.,, 2008)akhir tahun t-1.

DTEit — Deferred Tax Expense 100%
- Total Aktivat—1 X °

Metode Analisis Data deskriptif memberikan gambaran mengenai
Data yang telah dikumpulkan dianalisiglistribusi dan perilaku data sampel. Alat yang
dengan tiga pengujian yaitu, analisis statistifigunakan  adalah  rata-rata, = minimum,
deskriptif, pengujian hipotesis, dan uji regresnaksimum, dan standar deviasi yang digunakan
linear berganda. Menurut Ghozali (2013) analisisntuk mengetahui distribusi data.
deskriptif adalah salah satu uji yang dilakuk
untuk memberikan gambaran atau deskripsi da
yang dilihat dari nilai rataata. (mean), standar Regresi berganda merupakan suatu model
deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum darpnalisis yang dapat digunakan  untuk
masing-masing  variabel.  Penelitan  inmenganalisis pengaruh dan hubungan antara satu
menggunakan analisis regresi linier bergand@riabel dependen dengan beberapa variabel
untuk menguiji hipotesis yang diajukan. independen. model persamaan regresi yang
1) Statistik Deskriptif dipakai untuk penelitian ini adalah sebagai

berikut:
Statistik ~ deskriptif ~ dipakai  untuk
mendeskripsikan  variabel-variabel dalam
penelitian. Menurut Ghozali (2013), uji statistik

Uji Regres Linier Berganda
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EM = a + ;COM + B,INCOM + B3I0 + +B,INFEM

Dimana: HASIL DAN PEMBAHASAN
EM : Earnings Management; Seleks Sampel
. Konstanta, Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data
COM : Ukuran Dewan Komisaris; tersebut berasal dari annual report yang terdapat
INCOM . Proporsi Komisaris Independenpada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI)
10 . Struktur Kepemilikan Institusi; yaitu www.idx.co.id. Perusahaan yang menjadi
INFEM : Proporsi Komisaris Perempuanpbyek penelitian ini adalah perusahaan
DTE . Deferred Tax Expense; dan  manufaktur yang listing di BEI selama periode
. koefisien error. 2013-2014.
Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian
Kritria Pengambilan Sampel Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 276
Indonesia pada tahun 2013-2014
Perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode - 121
2014 yang datanya tidak memenuhi kriteria
Perusahaan yang menjadi outlier 55
Perusahaan yang menjadi sampel 100

Sumber: Data Diolah

Populasi penelitian ini berjumlah 276sampling, terdapat 100 perusahaan yang
perusahaan yang terdiri dari 138 perusahaarenyediakan data yang lengkap terkait dengan
manufaktur tahun 2013 dan 138 perusahaaenelitian ini.
manufaktur tahun 2014 yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan metode pengambilan purposive

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum M ean Std

Deviation
EM 100 -0,016080 0,231860 0,105367 0,055528
COM 100 2 11 4,16 1,813
INCOM 100 0,17000 0,80000 0,391000 0,100750
1O 100 0,08000 0,99000 0,682700 0,200358
INFEM 100 0,00000 0,67000 0,138100 0,178658

Sumber: Data Diolah

Earnings Management (EM) memilikipada PT Eratex Djaja, PT Lotte Chemial Titan,
nilai minimum sebesar -0,016080 pada PPT Intikeramik Alamasri Industri, PT Langgeng
Bentoel International Investama pada tahun 20Makmur Industri pada tahun 2013, serta PT
dan nilai maksimum sebesar 0,231860 pada Ekadharma Internationl, PT Eratex Djaja, Lotte
Nipress Indonesia pada tahun 2014. Nilai rat&hemical Titan, PT Intikeramik Alamsari
rata EM sebesar 0,105367 dan standar devi&silustri, PT Jaya Pari Steel pada tahun 2014.
sebesar 0,055528. Nilai maksimum sebesar 13 pada PT Astra
International pada tahun 2014. Nilai rata-rata
ai:OM sebesar 4,16 dan standar deviasi sebesar

,813.

Ukuran Dewan Komisaris (COM)
memiliki nilai minimum sebesar 2 di antarany
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Proporsi Komisaris Independen (INCOM)Nilaimaksimum sebesar 0,67000 pada PT
memiliki nilai minimum sebesar 0,17000 pad&lartino Berto pada tahun 2013. Nilai rata-rata
PT Unggul Indah Cahaya pada tahun 2014 daebesar 0,138100 dan standar deviasi sebesar
nilai maksimum sebesar 0,80000 pada Pd,178658.

Unilever Indonesia pada tahun 2014. Nilai rata-

rata ”.\ICOM sebesar 0,391000 dan St‘findf"mai minimum sebesar 0,000024 pada PT
deviasi sebesar 0,100750. Champion Pasific Indonesia pada tahun 2013 dan
Kepemilikan Institusional (10) memiliki nilai maksimum sebesar 0,188261 pada PT Alam
nilai minimum sebesar 0,08000 pada PT Martingarya Unggul pada tahun 2013. Nilai rata-rata
Berto pada tahun 2013 dan nilai maksimursebesar 0,022492 dan standar deviasi sebesar
sebesar 0,99000 pada PT Tifico Fiber Indonesie029021.
pada tahun 2013 dan 2014. Nilai rata-rata sebe
0,682700 dan standar deviasi sebesar 0,200358.

Deferred Tax Expense (DTE) memiliki

{Regresi Linier Berganda

Pengujian Hipotesis bertujuan untuk
engaruh antara variabel-variabel independen

m?m'“k' nllaldmlnF!r_IrJurFr: lserk])esarl %’0000.0 d;gﬁn variabel dependen. Hasil analisis regresi
antaranya pada olychem Indonesia, ng menunjukkan signifikansi model regresi

'Igl'?n,;rlf/vzgr{g Léﬂ?gur:“i; ?lgggizyua;aztgrff’ gs%alam memberikan dasar untuk menerima atau
PT Polychemm Indonesia, PT Tiga Pila enolak hipotesis penelitian untuk setiap

Sejahtera, PT Asahimas Flat Glass, dan ﬁggggn allrrll(tj:rpve;r(ij:t?el dan - juga signifikansi
Asiaplast Industries pada tahun 20145 '

Tabe 3
Hasil Uji Regres Linier Berganda
Model Summary
Mode R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0,479 0,230 0,189 0,050019362
a. Predictors: (Constant), COM, INCOM, 10, INFEM, DTE

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai fhdependen, struktur kepemilikan institusional,
Square (R?) sebesar 0,230 dan Adjusted R Squareporsi komisaris perempuan, dan deferred tax
(Adjusted R?) sebesar 0,189. Hal tersebut expense mampu menjelaskan varians variabel
bahwa kemampuan variabel independen yaudgpendennya sebesar 18,9%, sedangkan 81,1%
digunakan dalam penelitian ini yaitu ukurarsisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang
dewan komisaris, proporsi komisarididak termasuk dalam model analisis.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda (L anjutan)
Coefficients?®
B Std. Error  Beta t Sig.

(Constant) ,184 ,031 5,985 ,000

COM -,011 ,003 -,367 -3,869 ,000

INCOM ,038 ,053 ,069 , 725 470

10 -,078 ,027 -,281 -2,915 ,004

INFEM -,027 ,031 -,088 -,887 377

DTE 476 ,178 ,249 2,675 ,009

a. Dependent Variable: EM
Hipotesis 1. Ukuran Dewan Komisaris Hipotesis ini bertujuan untuk menguiji
berpengaruh positif terhadap earnings pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap
management earnings management. Berdasarkan hasil olah
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data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesardan nilai signifikansi sebesar 0,009. Jadi, dapat
0,011 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jadlisimpulkan bahwa deferred tax expense
dapat disimpulkan bahwa ukuran dewaberpengaruh  positif terhadap  earnings
komisaris berpengaruh negatif terhadap earninggnagement  sehinggahipotesis kelima
management sehinggahipotesis pertama diterima.

ditolak.

Hipotesis 2: Proporsi Komisaris Independen KESIMPULAN

berpengaruh negatif terhadap earnings Berdasar hasil uji regresi linier berganda
management yang telah dilakukan, maka dapat diambil

Hipotesis ini bertujuan untuk mengujikesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut.
pengaruh  proporsi komisaris independeStruktur kepemilikan institusional dan deferred
terhadap earnings management. Berdasarkamx expense berpengaruh terhadap earnings
hasil olah data, diperoleh nilai koefisien regreshanagement, sedangkan ukuran dewan
sebesar 0,038 dan nilai signifikansi sebeskomisaris, proporsi komisaris independen dan
0,470. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporproporsi komisaris perempuan tidak berpengaruh
komisaris independen tidak berpengaruterhadap earnings management.
terhadap earnings management sehingga Beberapa keterbatasan atas penelitian ini,
hipotesis kedua ditolak. antara lain: (1) penelitian ini tidak memasukkan
seluruh variabel corporate governance seperti
. . kepemilikan manajerial, komite audit, dan
Instgtusonal berpengaruh negatif terhadap ukuran dewan direksi, untuk itu penelitian
earnings management : ;

Hipotesis ini bertujuan untuk mer1gujimendatang perlu memasukkaq variabel-variabel
pengaruh struktur kepemilikan institusiona‘ersebl_]t’ dqn (2) model earnings management
I;?Ialw kebijakan akuntansi yaitu modified jones

terhadap earnings management. Berdasar del. S It dat baik
hasil olah data, diperoleh nilai koefisien regreépo €l. saran penelitian mendatang sebaiknya
rnings management melalui kebijakan

sebesar -0,078 dan nilai signifikansi sebesSﬁ1 ansi d Kiivit i K di
0,004. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strukt untansi -~ dan - aktivitas il emudian
ﬁnembandlngkan kedua model tersebut.

kepemilikan institusional berpengaruh negat
terhadap earnings management Sehingge%FERENSI

hipotesis ketiga diterima. Aguir, A., N. Lakhal, dan A. Malek. 2015. Do

Hipotesis  3: Struktur Kepemilikan

Hipotesis 4: Proporsi Komisaris Perempuan Woman On Board And In Top
berpengaruh negatif terhadap earnings Management  Reduce  Earning
management Mangement? Evidance in France.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguiji The Journal of Applied Business
pengaruh  proporsi  komisaris  perempuan Research, Vol. 31, No. 3: 1107-1118.

terhadap earnings management berdasar
hasil oleh data, diperoleh nilai koefisien regre
sebesar -0,027 dan nilai signifikansi sebesar
0,377. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proporsi
komisaris perempuan tidak berpengaruh

gnk Indonesia. 2006. Peraturan Bank
Indonesia Nomor  8/4/PBI/2006
Tentang Pelaksanaan Good
Corporate Governance Bagi Bank

terhadap earnings management sehingga Umum.

hipotesis keempat ditolak. Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan and Amy

Hipotesis 5. Deferred Tax Expense E _SweeneyI.VI 1995. tDetec_tllqulg

berpengarunh  positif terhadap earnings arnings anagement. €

management Accounting Review, Vol. 70, No. 2,
Pp. 193-225.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji
pengaruh deferred tax expense terhadap earnimchow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney.
management. Berdasarkan hasil olah data, 1996. Causes and Consequences of
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,476 Earnings Manipulation: an Analysis
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study aimed to examine the effect of awarenes Diterima: 18 April 2017
taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service tax authc Direview: 18 April 2017
on tax compliance and building earth. The sampling techniqi Disetujui: 12 Juni 2017
this study using a convenience sampling (convenience samplii Terbit: 13 Juni 2017
110 taxpayer earth and office buildings in the Departmer Keywords:
Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPI Awareness of taxpayers, t
Yogyakarta that meet the criteria. penalties, tax knowledge
Service tax authorities
taxpayers Compliance

The data used are primary data through questionne
which contain a respondent’'s answers. Analysis of the data i
study using descriptive analysis and multiple linear regres
analysis. The first hypothesis: awareness taxpayer positive
on tax compliance on land and buildings, both: tax penalty pos
effect on tax compliance on land and buildings, three: knowil
of taxation positive effect on tax compliance on land and buildi
a fourth: the service tax authorities positive effect on
compliance and building earth. The fourth hypothesis catr
proved by the results of the study showed that awarene
taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service fiskus pc
effect on tax compliance and building earth.

PENDAHULUAN pengeluaran pemerintah dan pembangunan
Pembangunan nasional dapatasional.Hal ini tertuang dalam Anggaran
dilaksanakan apabila ada dana yang tersedienerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana
Dana tersebut dapat diperolenh dari berbagaenerimaan negara dari sektor pajak merupakan
sumber baik dari dalam maupun luar negeri, bayjlang paling besar.Pajak merupakan iuran wajib
sektor swasta maupun pemerintah.Salah satang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas
sumber penerimaan dalam negeri adalah dabjek pajak yang dimilikinya dan hasilnya
sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakathserahkan kepada pemerintah.
sumber penerimaan utama pemerintah dan

negara yang digunakan untuk membiay%'umi Pajak

dan Bangunan (PBB) merupakan iuran
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yang dikenakan terhadap orang atau badan yamgmpunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi

secara nyata mempunyai hak, memilikidan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan
menguasai dan memperoleh manfaat dari buchherah, tetapi tidak selalu target tersebut

dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam deerealisasi dengan sempurna.

Dewi,2015). Pemerintah Kota setiap tahunnya

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Ketetapan Realisasi Persentase
Tahun Wajib . Wajib , Wajib ,
Pajak Rupiah Pajak Rupiah Pajak Rupiah

2014 95.359 42.700.000.00C 63.674 43.753.961.720 64.11 75,69
2015 91.635 50.000.000.00C 60.441 46.171.820.767 64,38 76,06

2016 90.685 53.000.000.00C 61.531 49.757.915.885 60,24 60,05

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta,
Januari 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentageerpajakan(Mardiasmo,2003:39 dalam  Sri
wajib pajak yang melaksanakan pembayaradutia,2014).
pajak menurun tiap tahun, dimana tahun 2014

Lzﬂzﬁg;nmﬁllsléﬁy‘;vajighSﬁjago{gng 42322b%y%ndah akan cendrung untuk tidak melaksanakan
tahun 2016 60.24% selain itu, presenta%Eéwajlban perpajakannya atau melanggar
1

Waijib pajak yang memiliki kesadaran yang

o . raturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan
realisasi pendapatan daerah dari PBB terha S L
ketetapannya menurun drastis di tahun 20 sadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu

dimana realisasi PBB tahun 2014 75.69%. tah sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan

Pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa
2015 7.6’06%’ dan tahun 2.016 60’0.5%' Data | éwajiban membayar pajak bumi dan bangunan
menunjukkan bahwa meskipun perhitungan P

dilakuk Hicial t ¢ kanlah untuk pihak lain, tetapi untuk
flakukan secara official asessment  SySterg, g carkan jalannya roda pemerintahan yang

hamun diperlukan kepatuhan dalanﬁwengurusi segala kepentingan rakyat.
pembayarannya.

Terhambat : PBB  ak Salah satu cara untuk mengoptimalkan
erhambatnya penerimaan aKaJanerimaan PBB adalah dengan meningkatkan
menghambat kelancaran pelaksana

patuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib

pembangunan, ~oleh  karena itu  ag ajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat
pembangunan tidak terhambat maka upaaﬂ%tha tidak JmeFr)niJIikiy tl?nggarllan atau’

peningkatan kepatuhan wajib pajak OlalarQeterlambatan penyetoran pajak.Salah satu

membayar PBB harus dipacu d_an ditingkatkal?paya untuk meningkatkan kepatuhan wajib
oleh semua aparat pemungut pajak.

pajak adalah memberikan pelayanan yang baik

Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonedapada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan
berarti tanggungan(tindakan,hukuman,dakepada wajib pajak merupakan pelayanan publik
sebagainya) untuk memaksa orang menepgting lebih diarahkan sebagai suatu cara
perjanjian atau menaati ketentuan undangemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka
undang.Sanksi perpajakan merupakan jamingelaksanaan peraturan perundamglangan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangamg berlaku. Pelayanan pada wajib pajak
perpajakan(norma perpajakan) akabertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak
dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lairyang nantinya diharapkan dapat meningkatkan
sanksi perpajakan merupakan alat (preventepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
agar wajib pajak tidak melanggar norm&ewajiban perpajakannya.
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Rumusan Masalah kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran
Berdasarkan latar belakang diatas, ma embayar pajak sangat mung!(in dikaitkan
dapat dirumuskan permasalahan yaitu seba hgan kepat%’ha” memb_aya_tr pajak. Kes_adaran
berikut: embayqr pajak dapat diartikan s'ebagal suatu
bentuk sikap moral yangmemberikan sebuah

a. Apakah kesadaran wajib pajak berpengarwontribusi kepada Negara/daerah  untuk
positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumthenunjang pembangunan dan berusaha untuk

dan bangunan? mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan

b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh posifif"t@ dapat dipaksakan kepada wajib pajak.
terhadap kepatuhan wajib pajak bumi daganksi Perpajakan
bangunan? Sanksi perpajakan merupakan salah satu

c. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengarti@tor yang mempengaruhi tinggi rendahnya
positif terhadap kepatuhan wajib pajak bunffePatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko,
dan bangunan? 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

) _perpajakan bila memandang bahwa sanksi

terhadap kepatuhan wajib pajak bumi daphgus Nugroho Jatmiko, 2006).
bangunan? _
Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah
L ANDASAN TEORI DAN  kemampuan atau seorang wajib pajak dalam
PE!\_'GEM BANGAN HIPOTESIS mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal
Kajian Teorl tarif pajak berdasarkan undang-undang yang
Paj ak akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang

Pajak adalah kontribusi wajib kepadayan perguna bagi kehidupan mereka. Dengan
negara yang terhutang oleh orang atau badgfanya pengetahuan perpajakan tersebut akan
yang bersifat memaksa berdasarkan undangembantu kepatuhan wajib pajak dalam

Undang, dimana dengan tidak mendapatkgiembayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan
imbalan secara langsung dan digunakan untdkan meningkat.

keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam

kemakmuran rakyat. Pelayanan Fiskus .
. _ Pelayanan  adalah cara  melayani
Pajak Bumi dan Bangunan (membantu mengurus atau menyiapkan segala
Menurut (Soemitro,  2006:1) dalampepytyhan  yangdiperlukan ~ seseorang).

(Nafilah, 2013) Pajak Bumi dan Bangunamksementara itu, fiskus merupakan petugas pajak.
adalah pajak yang dikenakan atas harta tidgkdi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai

bergerak cara petugas pajak dalam membantu, mengurus,

K epatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau menyiapkan segala keperluan yang
Pengertian kepatuhan pajak menurut (ZaiﬁiijtUhkan seseorang yang dalam hal ini adalah

2003:31) adalah suatu iklim kepatuhan dafajib pajak (Jatmiko, 2006).

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakpgngditian Terdahulu

yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak  pepelitan  oleh Kadek  Suciningsih

paham dan berusaha untuk memahami semyg2015) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan
ketentuan  peraturan  perundangdangan gan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas
perpajakan, mengisi formulir pajak dengapelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan
lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yangajin Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan
terutang dengan benar dan membayar pajak tepahgunan menunjukkan ada pengaruh positif
pada waktunya(Leni Samira,2015). dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap
K esadaran wajib pajak kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan
Menurut (Jotopurnomo dan Mangotingkesadaran wajib  pajak terhadap kualitas
2013) kesadaran berpengaruh positif terhad@glayanan,sanksi perpajakan terhadap kualitas
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pelayanan, kesadaran wajib pajak terhad&@umi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan
kualitas pelayanan,kualitas pelayanan terhad®aerah Kabupaten Buleleng.

kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan d
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wayji Kerangka pikir dalam penilitian ini dapat

pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuh el it
wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadaap ambarkan sebagai berikut
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

erangka Pikir Penélitian

Eezadaran Wajih

Pajak (1)
sankst Perpajakan \ Kepatuhan Wajib

(x2) Pajak Burmi dan
Bangunan (1)

Pengetahuan
Perpajakan (3{3)

Pelayanan Fiskus

(24

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Pendlitian

Dengan adanya kerangka pikir tersebwtajib pajak dan keadilan pajak terhadap
dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajatepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
sanksi perpajakan,pengetahuan perpajakan, dami dan bangunan, pada kecamatan padang
pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadagara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunarfiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak
artinya apabila tingkat kesadaran wajib pajakerpengaruh  signifikan  positif  terhadap
sanksi perpajakan,pengetahuan perpajakan, da@apatuhan wajib pajak.

pelayanan fiskus naik maka kepatuhan wajib Penelitian Eken Patmasari,dkk 2016

pajgkjuga_t akan naik._ Apabila_ tingkat kes"J‘darat@ntang Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem
Wa“b. pajak, sanksi perpajgkan,pengetahquerpajakan’ Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap
perpajakan, d_gn pelayanan fiskus turun mal@epatuhan Membayar Pajak Bumi dan
kepatuhan wajib pajak akan turun. Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo,
Pengembangan Hipotesis Wonogiri menunjukkan bahwa pelayanan pajak
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi
Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif,
Bangunan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan,

Menurut Yusdinar dkk(2015) dalamdan kesadaran wajib pajak berpengaruh
(Purwanti,2016) wajib pajak yang memilikisignifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
kesadaran tinggi tidak menganggap membaydalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
pajak merupakan suatu beban namun mereka
menganggap hal ini adalah suatu kewajiban d%siti
tanggung jawab mereka sebagai warga neg
sehingga mereka tidak keberatan dan membayar
pajaknya dengan suka rela. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Wajib
ajak Bumi dan Bangunan

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh
f Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
Bangunan

Penelitian oleh Nila Puspita,2016 mengujlla
pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran
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Wajib pajak akan patuh jika merekadalam membayar pajak sehingga tingkat
berfikir adanya sanksi berat akibat tindakakepatuhan akan meningkat(Banyu Utomo,2011).
ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Penerapan sanksi perpajakan baik administr Penelitian oleh Banyu Utomo, 2011 tentang

%—:ingaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan

(denda, t_)unga, kenaikan) dan pidana (I_<_urun_g Bngetahuan perpajakan terhadap kepatuhan
atau penjara) mendorong kepatuhan wajib paj ajib pajak dalam membayar pajak bumi dan

namun penerapan sanksi harus konsisten %ngnan di kecamatan Pamulang Kota
berlaku ter hadap. semua W"?‘J'b pajak yang tid ngerang Selatan menunjukkan secara parsial
memenuhi kewajiban perpajakannya(Hutagacgikap wajib pajak tidak berpengaruh secara

2007:8) dalam (S Mutia,2014) signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

Penelitian oleh Aprilia dan P D’yan,2012 kesadaran wajib pajak berpengaruh secara
tentang pengaruh kesadaran wajib pajak daignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,
sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajpkngetahuan perpajakan berpengaruh secara
dalam membayar PBB diketahui bahwaignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan
kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakaecara simultan sikap wajib pajak, kesadaran
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajakajib pajak, dan pengetahuan perpajakan
dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpadagrpengaruh  secara  signifikan  terhadap
Timur. kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian Laura Yohana,2016H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh
tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajak®asitif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi
Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan ddan Bangunan
Kualitas Pelayanan Pajak terhadap KepatUh%ngaruh
Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kot
Bukittinggi menunjukkan bahwa secara parsia
pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak Rahayu (2010) dalam Rizky
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak/Vidowati(2015) menyatakan salah satu langkah
kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikapenting yang harus dilakukan pemerintah sebagai
terhadap kepatuhan wajib pajak, sankgujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas
perpajakan berpengaruh signifikan terhaddelayanan adalah memberikan pelayanan prima
kepatuhan waijib pajak, kualitas pelayanan pajepada wajib pajak dalam mengoptimalkan
berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadapénerimaan negara.
kepatuhan wajib pajak, dan secara ;_imultqn Penelitian oleh Imam dan Dewi, 2015
penge_tahuan_ perpajakan, kgsadaran wajib palfé‘mtang pengaruh pemahaman wajib
sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan palﬁgjak,kesadaran wajib pajak, dan pelayanan

berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhgfyyys terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan
wajib pajak. bangunan menunjukkan pemahaman wajib

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Posiffajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi da@ecara simultan berpengaruh positif terhadap
Bangunan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di

Kota Yogyakarta.

Pelayanan  Fiskus terhadap
epatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengar uh Pengetahuan Perpajakan terhadap

K epatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan H4 @ Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif
Pengetahuan perpajakan adalaherhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

kemampuan seorang wajib pajak dalarBangunan

mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal

tarif pajak yang akan mereka bayar, MaupPYW ETODOL OGI PENELITIAN

manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidup{fx@mpat dan waktu pendlitian

mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ' panelitian ini  dilaksanakan di Kota
tersebut akan membantu kepatuhan wajib paj%gyakarta.Yang menjadi  objek  dalam

penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak di
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Kota Yogyakarta. Pengumpulan data diperolemendeskripsikan atau menggambarkan data yang
dengan cara menyebarkan kuisioner kepatilah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
pamong yang diambil sebagai sampel sebanyakrmaksud membuat kesimpulan yang berlaku
110 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan padatuk umum atau generalisasi.

tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan,5 . -
Januari 2016.Dengan melibatkan 110 respondghwIetOO|e analisis regresi linear berganda,

yang merupakan masyarakat wajib pajak di Kota ~ Metode ini berguna untuk mengetahui
Yogyakarta. seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak,
sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan
lBelayanan fiskus yaitu dalam bentuk langsung
dan tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib
a. Metode deskriptif statistik Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.
€Pengan regresi berganda.

Metode analisis data yang digunaka
peneliti dalam penelitian ini adalah :

Analisis deskriptif adalah analisis yan
digunakan untuk menganalisa data dengan cara

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Deskriptif
a. Deskriptif Variabel Penelitian

Tabd 1
Deskriptif Variabel Penedlitian
Variabel N Minimum Maximum Mean S.td'.
Deviation

Kesadaran Waijib Paja 110 1,83 4.83 3.806 0.572
Sanksi Perpajakan 110 1.00 5.00 3.536 0.941
Pengetahuan 110 171 4.86 3.478 0.683
Perpajakan
Pelayanan Fiskus 110 2.57 4.56 3.690 0.355
Kepatuhan Wajit 110 2,57 471 3.832 0.418

Pajak

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan
tanggapan dari 110 wajib pajak memilikidari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta
penilaian yang tinggi terhadap kesadaran wajimemiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi
pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-ratperpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-
sebesar 3,70 yang berada pada interval 3,4Tata sebesar 3,56 yang berada pada interval 3,41
4,20, yang berarti kesadaran wajib pajak berada4,20, yang berarti sanksi perpajakan berada
dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkardalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan
karena masyarakat menyadari bahwa membayarena sanksi yang diberikan atas pelanggaran
pajak adalah kewajiban sebagai warga negarmembayar pajak sesuai dengan besar kecilnya
dengan membayar pajak bumi dan bangun@elanggaran yang sudah dilakukan, sanksi tidak
berarti ikut membangun daerah, penerimaan d&enal kompromi, dan idak membedadedakan
sektor pajak bumi dan bangunan merupakawvajib pajak, serta dapat memberikan efek jera.

pendapatan daerah yang sangat potensial, Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui

penerimaan  pajak bum|_ dan bangunaff?;mggapan dari 110 wajib pajak di Kota
mer_upakan salah satu penerimaan yang pe.nt”w?ggyakarta memiliki penilaian yang tinggi
bag pembar?gunan daerah, dan pajak puml dt%'?hadap pengetahuan  perpajakan, yang
bangunan sifatnya memakasa dan  ditetapkgy i kkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,57
oleh undang-undang. yang berada pada interval 3,414,20, yang
berarti pengetahuan perpajakan berada dalam
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kriteria yang tinggi. Hal ini berarti wajib pajakmelayani wajib pajak sehingga memberikan
merasakan wajib pajak mengetahui tentariggnyamanan kepada wajib pajak.
pajak, karena mudah diperoleh dari media massa Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan

(sepertl 'gelevisi, dqn radio), spanduk, reklamcaari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta
dan media _cetak Ialnn_ya, mengetahui fungs! Cl%emiliki penilaian yang tinggi terhadap
manfaat pajak yang digunakan untuk memb'ayf%‘éﬁatuhan waijib pajak bumi dan bangunan, yang

pembangunan negara _dan sarana umum baﬂ njukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83
masyarakat, mengetahui bagaimana cara mengé

SPT dengan benar, membuat laporan keuang ghg berada pada interval 3,414,20, yang

q b 2K d b Brarti kepatuhan wajib pajak bumi dan
an cara membayar pajak dengan benar, Seé?ngunan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal

mengetahui bahwa dalam Undang- Undaqgi disebabkan karena wajib pajak paham atau

perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat :
atau tidak membayar pajak dapat diberik%erusaha untuk memahami semua peraturan

. . i . ajak yang berlaku, Saya selalu mengisi surat
sanksi administrasi (denda) dan sanksi pida %mee);italguan objek pa%/ak dengan Ien%kap dan
(penjara).

benar, selalu membayar pajak bumi dan
Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapabangunan tepat waktu, pernah tidak membayar
dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakartapajak bumi dan bangunan tepat waktu pernah
memiliki  penilaian yang tinggi terhadaptidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat
pelayanan fiskus, yang ditunjukkan dengan nilavaktu, tidak pernah memiliki tunggakan pajak,
rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada intedah menyerahkan surat pemberitahuan objek
3,41- 4,20, yang berarti pelayanan fiskus beradamjak yang sudah terisi ke Dinas Pendapatan
dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkarDaerah.
karena petugas pajak memberikan penyuluhgn
perpajakan kepada wajib pajak, memberikan
kemudahan kepada wajib pajak bumi dan Untuk melihat hasil analisis pengaruh dari
bangunan dalam membayar pajaknya, petugggempat variabel independen (X) terhadap
pajak memberikan pelayanan dengan baik, cepa@riabel dependen (Y) terdapat pada tabel
dan tepat, serta selalu berpenampilan rapi dalghpawah

Model Persamaan

Tabel 2
Hasil AnalisisRegres Linier Berganda
Variabel Independen ROUISEN  thitung  Probabilitas
egres
Konstanta 0.498 210
Kesadaran wajib pajak 0.206 1.261 0.000
Sanksi perpajakan 0.165 3.984 0.000
Pengetahuan perpajakan 0.219 5.281 0.000
Pelayanan Fiskus 0.315 4.968 0.000
F hitung 26.471
R? 0.502

Sumber : Data hasil regresi, 2017.

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :
Y =a+ X1+ X2 + eXa+ baXs
Y = 0,498+ 0,206 X+ 0,165 % + 0,219 % + 0,315 X%

c. Koefisien Determinan (R dan Uji F terikat.Besarnya koefisien determinasi dari nol
Koefisien determinasi bergandasampai satu.Semakin mendekati nol besar

menunjukkan besarnya persentase pengarkdefisien determinasi, maka semakin kecil

semua variabel bebas terhadap nilai variabeéngaruh semua variabel bebas terhadap variabel
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terikat.Sebaliknya semakin mendekati 1, Hasil penelitian ini sesuai dengan
semakin besar pula pengaruh semua varialpanelitan Laura Yohana, (2016) tentang
bebas terhadap variabel terikat.Dari Tabel 4.X8enunjukkan bahwa secara parsial sanksi
juga dapat diketahui koefisien determinasf)(Rperpajakan berpengaruh signifikan terhadap
sebesar 0,502. Dengan nilai koefisiekRepatuhan wajib pajak.

determinasi sebesar 0,502, maka dapat diartik%n
bahwa 50,2% Kepatuhan wajib pajak bumi dan’
bangunan dapat dijelaskan oleh keempat variabel
bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, Hasil pengujian signifikansi menunjukkan
sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, d@hwa variabel pengetahuan perpajakan) (X
pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebetgdapat nilaidiungsebesar 4,968 dagwtisebesar
49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak,6595 yang berarti 4,968> 1,6595. Nilai tersebut

dimasukkan dalam model penelitian. dapat membuktikan Ho ditolak yang berarti
d. Ujit bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan

perpajakandengan demikian hipotesis ketiga
Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahuerbukti.

nilai thitung dan nilai probabilitasnya untuk - " . -

masing-masing variabel bebasnya telah diketak%'b Hasil penelitian ini ~sesuai dengan

Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan
Perpajakan (¥

dan dapat diiadik baoai d bil nelitian yang dilakukan oleh Banyu Utomo,
an dapat dijadikan sebagal dasar pengamol 11) menunjukkan secara parsial pengetahuan
keputusan dengan cara membandingkann

) o i Mgrpajakan berpengaruh secara signifikan
dengan tingkat signifikansi 0,05. terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Pengujian t hitung pada Variabel Kesadar
Wajin Pajak (X)
Hasil pengujian signifikansi menunjukkan
bahwa variabel kesadaran wajib pajaki)(X
terdapat nilaidiung Sebesar 3,984 damtisebesar

@ Penguijian t hitung pada Variabel Pelayanan
Fiskus (%)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan
bahwa variabel pelayanan fisk(@X4) terdapat
: - njlai thiung SEbESAr 3,875 dagstisebesar 1,6595
1,6595 yang berarti 3,984> 1,6595. Nilai terseb ng berarti 3,875> 1,6595. Nilai tersebut dapat

gaﬁat msmbuktikan hHo _dilt)ol;akk yagg berar embuktikan Ho ditolak yang berarti bahwa ada
al vxa ada pengarl_Jf_k van? E desa I?rantmr/] Qngaruh variabel pelayanan fiskus secara
pajak secara signiiikan —terhadap xepatu gnifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi

wajib pajak bumi dan bangunangengan S ! .
demikian hipotesis pertama ter bukti. Ezélm;);rltgelrng?Qticiengan demikian hipotesis

Hasil penelitian ini ~sesuai dengan Hasil penelitian ini sesuai dengan

peneliti_an oleh Banyu Ut.omo(zml)rpenelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dewi,
me.r_wunjuk.kan bahwa secara parsial k.esa‘.ja 5%15) menunjukkan pelayanan fiskus secara
}[Na#]'b q paiak tbirpenga_llrk;m .sEcara signifika imultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
erhadap kepatuhan wajib pajax. wajib pajak bumi dan bangunan di Kota
b. Pengujian t hitung pada Variabel SanksYogyakarta.

Perpajakan (¥

Hasil pengujian signifikansi menunjukkanK ESIMPUL AN
bahwa variabel sanksi perpajakarp)(¥erdapat Berdasarkan hasil penelitian seperti yang
nilai thiung SEDESAr 5,281 da@ptisebesar 1,6595 telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat
yang berarti 5,281> 1,6595. Nilai tersebut dapaitarik beberapa kesimpulan yaitu :

membuktikan Ho ditolak yang berarti bahwa ada Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan

pengaruh variabel sanksi perpajakan Secara, o rpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi peng: 9 p Kep :
wajib pajak bumi dan bangunan.Hal ini berarti

dan bangunandengan demikian hipotesis sikap sukarela masyarakat untuk

kedua ter bukti. mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap
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tertib peraturan,pemahaman tentanBEFERENSI
pajak,tidak menunggak pembayaran, danna Pertiwi. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan

kepercayaan penuh terhadap aparat pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.Tidak kepatuhan wajib perpajakan((Survei
harus menjadi ahli perpajakan masyarakat Pada Wajib Pajak Orang Pribadi
hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar Pada KPP Pratama Bandung
tentang pajak,mengetahui cara membayar Karees).Fakultas Ekonomi
pajak, cara menghitung pajak, sanksi Universitas Komputer Indonesia.

paj_z?\k,dll.l_ni berarti Se”.‘ak‘” tinggi kesadar%rhdi Abdillah. 2015. Efektivitas Pemungutan
wajib pajak maka tingkat kepatuhannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

masyarakat kota Yogyakarta juga semakin Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda

tinggi.Sanksi perpajakan berpengaruh Kota Makasar Universitas
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hasanuddin '

bumi dan bangunan.Penerapan sanksi _ . .
perpajakan merupakan jaminan bahwariani Purnamasari, Sukirman, dan Umi

ketentuan perundang-undangan perpajakan Pratiwi.2016. Pengaruh
akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak Pemahaman, Sanksi Perpajakan,
atau dengan kata lain sanksi perpajakan tingkat kepercayaan pada pemerintah
merupakan alat agar wajib pajak tidak dan hukum, serta nasionalisme
melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti terhadap kepatuhan wajib pajak
semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat dalam membayar PBB:P2 (Studi
kepatuhannya semakin meningkat. Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota

Banjar, Jawa Barat). Simposium

Reng_etahuan perpajakan be_r_penga_lruh Nasional Akuntansi
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
: j XIX,Lampung,2016.
bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan ' '
adalah kemampuan atau seorang wajib pd}@klha Permatasari dan P. D’yan Yaniartha. 2012.

dalam mengetahui peraturan perpajakan baik Pengaruh kesadaran wajib pajak dan
itu soal tarif pajak berdasarkan undang- sanksi perpajakan pada kepatuhan
undang yang akan mereka bayar maupun wajib pajak dalam membayar PBB.
manfaat pajak yang akan berguna bagi Universitas Udayanan Bali.
kehidupan mereka .Hal ini berarti semakijjlia Rahmanita.2017. Pengaruh Pelayanan
tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan
kepatuhannya juga semakin meningkat. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Membayar ~ Pajak Bumi  dan
bangunan. Pelayanan yang diberikan fiskus Bangunan.Fakultas ~ Ekonomi
terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam Universitas Sarjanawlyata
menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil Tamansiswa.

sesuai dengan yang seharusnya, fisjyef Rachman.2009.Pengaruh  pemahaman,
memperhatikan terhadap keberatan terhadap kesadaran, serta kepatuhan wajib
pengenaan pajaknya, memberikan pajak PBB terhadap keberhasilan
penyuluhan kepada wajib pajak di bidang penerimaan PBB di kecamatan kota
perpajakan khususnya PBB dan kemudahan Sumenep kabupaten Sumenep.

dalam pembayaran PBB.Hal ini beratrti
semakin baik pelayanan fiskus maka tingiegnyd Ageng Wahyu Utomo. 2011. Pengaruh

kepatuhannya juga semakin meningkat. Sikap, kesadaran W".ijib Pajak, dan
pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan
di Kecamatan pamulang kota
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This research aimto know the influence of Perception taxpaye Diterima: 18 April 2017

tax amnesty and motivation to pay taxes toward Taxp Direview: 18 April 2017
Compliance at Regional Office Directorate General of Taxa Disetujui: 12 Juni 2017
Wonosari, Gunungkidul. The sample collection technique us¢ Terbit: 13 Juni 2017

this research was convenience sampling, data analysis techi Keyword:

used in this research were multiple linear regression. This res Perception taxpayers on t:
result indicated: Perception taxpayers on tax amnesty no' amnesty, Motivation to Pa
influence positive and significant toward Taxpayer Complianc Taxes, and Taxpaye
is proven by the value of tamount < ttable (1,386 < 1,9901) Compliance

significantly 0,170 > 0,05,, Motivation to Pay Taxes influence

positive and significant toward Taxpayer Compliance it is prc

by the value of tamount > ttable (2,125 > 1,9901) and significe

0,037 < 0,05, Perception taxpayers on tax amnesty and Motiv

to Pay Taxes has positive and significant toward Taxp

Compliance it is proven by the value of Famount > Ftable (4

> 3,11) and significantly 0,010 < 0,05..

PENDAHULUAN terutang dan membayar pajak pada waktunya
Pemerintah menetapkan targetanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang
penerimaan pendapatan negara sebesaijib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan
Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakankarela apabila wajib pajak memiliki sifat
mencapai 75 persen atau sebesar Rp 1.36@8gsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya
triliun dalam kebijakan APBN 2016, akan tetapiindakan pemaksaan dalam hal melakukan
tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak di Negakewajibannya (Sari dan Mangoting ,2014).
Indonesia semakin  menurun. Voluntary
compliance (kepatuhan sukarela) adalati(:j&hu

kep_atuhan yang mg_ncul karena kesadaran OI%’ng terdaftar. Akan tetapi hanya sebanyak
W.aj'b. -p_ajak sendiri. _Voluntary compllance26_933 wajib pajak yang menyampaikan SPT.
didefinisikan  sebagal  memasukkan da‘plal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib

melaporkan padz_;l : wakiunya infqr masi yan ajak di kabupaten Gunungkidul hanya sebesar
diperlukan, mengisi secara benar jumlah paj %. Pada tabel 1.1 berikut ini dapat terlihat

Di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan
n 2015 terdapat wajib pajak sebanyak 44.106
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jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabd 1
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Pada KPP
Pratama Wonosar i
Jumlah Wajib  Jumlah Wajib Pajak Persentase

Tahun Pajak Yang Menyampaikan Kepatuhan Wajib

Terdaftar SPT Pajak
2012 32.451 23.765 73%
2013 34.096 23.681 69%
2014 39.815 24.806 62%
2015 44.106 26.933 61%
Sumber: KPP Pratama Wonosari, tanggal proses data 06 Dese

2016

Seperti terlihat pada tabel 1.1 jumlah wajivajib  pajak akan mengalami kenaikan.
pajak yang terdaftar dari tahun ke tahuKebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat
mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebmemperoleh manfaat perolehan dana, terutama
berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhaembalinya dana yang disimpan di luar negeri
wajib pajak dalam menyampaikan SPT yangkan tetapi kebijakan ini mempunyai kelemahan
semakin menurun per tahunnya. Pada tahun 20d&am jangka panjang dapat berakibat buruk
jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyakerupa menurunnya kepatuhan sukarela
32.451 dan jumlah wajib pajak yangvoluntary compliance) dari wajib pajak patuh,
menyampaikan SPT sebanyak 23.765. Denghilamana tax amnesty dilaksanakan dengan
demikian persentase tingkat kepatuhan wajjirogram yang tidak tepat (Ragimun, 2014).

pajak pada tahun Selain dengan menetapkan kebijakan tax

2012 adalah 73%. Pada tahun 2018mnesty, pemerintah khususnya Dirjen pajak
persentase tingkat kepatuhan wajib pajakerus meningkatkan motivasi wajib pajak untuk
menurun menjadi 69%, dengan jumlah wajimemenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian
pajak terdaftar sebanyak 34.815, dan jumlalang dilakukan oleh Ghoni (2012), menyatakan
wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanydlahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap
23.681. Demikian pula di tahun-tahun berikutnyangkat kepatuhan wajib pajak. Memberikan
persentase tingkat kepatuhan wajib pajak Oukti bahwa Motivasi membayar pajak
lingkup kerja KPP Pratama wonosari teruberpengaruh positif dan signifikan terhadap
menurun hingga mencapai%l tingkat kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi
wotivasi seorang wajib pajak dalam membayar
ajak maka semakin tinggi pula tingkat

patuhannya. Hal ini dikarenakan mereka

Dalam meningkatan kepatuhan wajib paja
untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakuka
upaya-upaya yang bersifat komprehensif d o o -
secara berkesinambungan oleh pemerintah a (?m'tl)'k' pe”.‘”f(”ag | >;1arl1(g p.%s't'fb b".ihwf?
target penerimaan pajak mendekati tercap embayar pajak adaiah kewajiban bagi setiap

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan waji arga negara agar pembangunan dapat berjalan

pajak telah dilakukan oleh Dirjend pajak, sala engan lancar (Putri, 2015) . Untuk itu perlu

satunya adalah dengan menerapkan kebijakpgfggg;n wgﬁge”tgiar}ak m?;?tzgzi ppeinegrggghn
Taxamnesty (pengampunan pajak). kebijakan tax amnesty dan motivasi membayar

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakapajak dalam  meningkatkan  kepatuhan
bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yangerpajakan.
sangat positif dan sifnifikan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty
mengalami kenaikan maka angka kepatuhan
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LANDASAN TEORI DAN untuk menjadi patuh. Tax amnesty dalam jangka
PENGEMBANGAN HIPOTESIS pendek  bertujuan untuk  meningkatkan
Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Amnesty penerimaan negara, sedangkan dalam jangka
(Pengampunan Paj ak) panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, yangwajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang
dimaksud dengan pengampunan pajak adallkébijakan tax amnestimerupakan interpretasi
penghapusan pajak yang seharusanya terutadgn pandangan wajib pajak dengan adanya
yang tidak dikenai sanksi administraskebijakan amnesti pajak. Jika persepsi
perpajakan dan sanksi pidana di bidangiasyarakat dengan adanya kebijakan amnesti
perpajakan dengan cara mengungkap harta daak itu tinggi, maka mereka akan memiliki
membayar tebusan. Tax amnesty adalah istilabsadaran untuk berperilaku patuh.
yang digunakan untuk menggambarkan sebuah
tawaran untuk melunasi utang pajak yang Iu?ﬁem
biasa untuk jumlah yang kurang bayar dari uta
saat ini. Dengan kata lain, kebijakan ini berar
memungkinkan wajib pajak untuk membay
utang pajak yang belum dibayar, sesuai deng
keadaan wajib pajak tanpa menimbulkan biay,

keterlambatan dan denda lainnya (Wisegeg empengaruhi perilaku mereka dalam melapor

2014). dan membayar pajak, sehingga akan
Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakameningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib
bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yanBajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman
sangat positif dan sifnifikan terhadap tingkatlan Huslin (2015) menyatakan bahwa tax
kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnestgmnesty memiliki pengaruh yang positif dan
mengalami kenaikan maka angka kepatuhagnifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka
wajib pajak akan mengalami kenaikanhipotesis yang dirumuskan adalah sebagai
Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapdterikut:
memperoleh manfaat perolehan dana, terutama H1: Persepsi wajib pajak tentang

kembalinya dana yang disimpan di luar negerli‘ebijakan tax amnesty (pengampunan pajak)

Persepsi wajib pajak tentang kebijakan taX. . onoarih  positif  terhadap  kepatuhan
amnesty (pengampunan pajak) merupak rpajakan

anggapan, pandangan, dan interpretasi masing-
masing wajib pajak mengenai kebijakan tabdotivas Membayar Pajak

amnesty (pengampunan pajak). Persepsi Menurut Caroko (2015) motivasi wajib
seseorang untuk membuat penilaian sangdjak merupakan daya dorong yang ada pada
dipengaruhi oleh kondisi internal maupunwvajib pajak secara eksternal maupun internal
eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006yntuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
Kepatuhan Wajib Pajak sangat terkait dengdnulai  dari  mendaftarkan  diri  hingga
persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaidnembayarkan pajak terutangnya. Teori Atribusi
terhadap kebijakan itu sendiri. menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan

. Tax amnesty merupakan kebijakan YaNGitentukan oleh faktor eksternal yang bersumber
ditawarkan untuk mengungkapkan semu

. . &ari luar diri individu dan faktor internal yang
penghastian atau harta yang belum dlaporkeers mpber dari dalam diri individu tersebut.
membayar uang tebusan sebagai penalty, tida
ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan Motivasi adalah konsep yang abstrak,
pengampunan, tambahan penerimaan bagituk dapat mengukur pengaruhnya terhadap
negara dan mendorong kepatuhan sukareRgrilaku dilakukan dengan menduga (infrred)
Dengan kesempatan yang ditawarkan, maki&n memanipulasi gejalanya (manipulated) yang
wajib pajak memohon ampun kepada pemerint&grhubungan dengan perilaku. Motivasi yang
atas ketidak jujuran pengisian SPT dan berjarfjiendorong kepatuhan wajib pajak dalam

Persepsi masyarakat yang positif dapat
pengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam
embayar pajak. Demikian pula dengan
elaksanaan kebijakan tax amnesty
engampunan pajak). Jika persepsi Wajib Pajak
hadap pelaksanaan tax amnesty
engampunan pajak) positif, maka dapat
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memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengigirinya untuk mengarahkan dan menggerakkan
dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajakgkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk
(SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)nemenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan
Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPIang mendasari diri seorang untuk bertindak dan
berpengruh terhadap besarnya nilai rupiah damemberikan sumbangannya pada Negara pada
yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yangasaran pencapaian tujuan.

terjaring. Dengan demikian kepatuhan wajib

pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayay, Adanya motivasi dalam hal membayar
pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupi%?lak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya

q terhi dan iumlah b pai ajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan
ana yang terhimpun dan jumian wajib paja ewajiban perpajakannya. Semakin tinggi
yang terjaring dari sektor perpajakan. motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal
Menurut Syah (1997:136), motivasi dapamembayar pajak maka akan semakin tinggi pula
dibagi menjadi dua vyaitu, motivasi intrinsiktingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan
adalah motif yang menjadi aktif ataupajak oleh DJP juga semakin meningkat Putri
berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luaf2016). Hasil penelitian ini yang menjadi dasar
dan motivasi ekstrinsik adalah motif yangdanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak
menjadi aktif karena adanya rangsangan ddrérpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
luar.Motivasi merupakan kekuatan-kekuata@rang Pribadi.
yang ada dan bekerja, baik pada diri individu Ho Motivasi membayar  pajak

maupun kekuatan yang berada diluar individ | "
sehingga individu tersebut memahami keada%tg:gzjna?(aar#h positf  terhadap  kepatuhan

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Persepsi wajib pajak
tentang kebijakan Tax
Amnesty (Pengampunal Kepatuhan
Pajak) (X1) Perpajakan
Motivasi membayar (Y1)
pajak (X2)
METODOLOGI PENELITIAN Jenis data yang digunakan dalam penelitian

Populasi yang digunakan dalanini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orangeorang peneliti secara langsung dari beberapa
pribadi dan badan yang berada di lingkup kerj@sponden. Sumber data dalam penelitian ini
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratamdiperoleh dari Wajib Pajak yang berada di
Wonosari. Kabupaten Gunungkidul hingga tahumgkup kerja KPP Pratama Wonosari.
2015 terdapat 50.252 wajib pajak yang terdaftéfengumpulan data akan dilakukan oleh peneliti
baik orang pribadi maupun wajib pajak badamlengan membagikan kuesioner pada responden.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampl€liesioner yaitu merupakan daftar pertanyaan-
sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengambilgertanyaan yang akan di bagikan kepada
sampel dalam penelitian ini menggunakaresponden yang berhubungan dengan
metode Convenience sampling. Menurytemasalahan yang akan diteliti.

Indriantoro dan Supomo (2002) Convenience
sampling adalah metode pemilihan sampg
berdasarkan kemudahan, dimana metode
memilih sampel dari elemen populasi yan
datanya mudah diperoleh peneliti.

| Bobot penilaian angka hasil kuesioner
alam penelitian ini sesuai dengan yang
Eﬂbambarkan dalam skala ordinal, yaitu metode
gang digunakan untuk mengukur sikap,
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pendapat, dan persepsi seseorang ataetode-metode yang digunakan dalam mengolah
sekelompok orang tentang suatu fenomena sogiata adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas
(Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapumata, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N  Minimum Maximum  Mean Std'. .
Deviation
Persepsi Wajib Pajak Tental
Kebijakan Tax Amnesty 83 1l 30 24.17 4.276
Motivasi Membayar Pajak 83 16 25 21.73 2.301
Kepatuhan Perpajakan 83 9 25 20.84 2.407

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah Y = 13,014 +
0,089 X + 0,255 % + €.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual
N 83
Normal Parametefs’ Mean .0000000
Std. Deviation 2.31158756
Most Extreme Differences  Absolute 129
Positive .096
Negative -.129
Kolmogorov-Smirnov Z 1.175
Asymp. Sig. (2-tailed) 127

a. Test distribution is Normal.
Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistic
Mode Tolerance  VIF

1 (Constant)
Persepsi WP Tentang
Kebijakan Tax Amnesty 0.879 1,138
Motivasi Membayar Pajak 0,879 1,138

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan
Sumber: Data primer diolah Desember 2016
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Tabel 5
Hasil Uji Heter oskedastisitas

Variabel Sig. Keterangan
Persepsi WP
Tentang Tax Tidak Terjadi
Amnesty 0,643 Heteroskedatisitas
Motivasi Membayar Tidak Terjadi
Pajak 0,543 Heteroskedatisitas

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Tabel 6
Has Uji Statistik t
Coefficients?
Unstandardized (?tandardlze
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 13.014 2.540 .000 5.123 .000
Persepsi WP tentang Te¢ .089 .064 170 1.386 170
Amnesty
Motivasi membayar pajak .255 .120 .037 2.125 .037

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai signifikansi dari variabel Persepsiwajib pajak belum tentu lebih tertib membayar
Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnestypajak.
sebesar 0,170 atau lebih dari 0,05, dengan kata
lain Persepsi Wajib Pajak Tentang KebijakaQ 12
Tax Amnesty tidak signifikan, hal ini berarti |
bahwa data mendukung HO dan tida

Nilai t-hitung pada variabel ini sebesar
5 dan nilai t-tabel sebesar 1,9901. Dengan
emikian data dapat mendukung Ha dan tidak
mendukung Ha. Hasil penelitian ini sesu nendukung HO, sehingga dapat dikatakan bahwa

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm otivasi membayar pajak berpengaruh secara
Mckee dan Beck (1990) dalam War Oliyant$|gn|f|kan terhadap kepatuhan perpajakan karena

Ingkat signifikansi yang dimiliki variabel
(2098)’ da”.A'”F James dan Beck (1993 epatuhan lebih kecil dari 0,05. Dengan
Variabel motivasi membayar pajak mempuny

. e . . 2(Jemikian, semakin tinggi motivasi membayar
tm_gkat signifikansi s_t_abesar 0,037. Persepsi waj jak terhadap kebijakan dalam perpajakan maka
pajak tentang kebijakan tax amnesty sec

) i . : figkat kepatuhan perpajakan akan semakin
psikologis tidak ~mempengaruhi kepatuhaﬂnggi. Hal i karen F\)N(J;ljib pajak memiliki
perpajakan  seorang Wa]'.k.) pe_ljak karen@esadaran untuk  memenuhi  kewajiban
kurangnya pengetahuan wajib pajak menge rpajakannya dan juga pemikiran dengan

f[ujuan dari ditetapkannyz% kebijakan ini. Selai \embayar pajak maka kemajuan pembangunan
|tu,__t()3|engal? adanya kebusks_n ktax _a_rr;_r:jesktyoll frastruktur akan berjalan dengan baik Hasil
wajib pajak menganggap kebijakan ini idak adp, ., qjiiian ini konsisten dengan hasil penelitian

bagi wajib pajak yang selama ini patuh dala utri (2016), Maryati (2014), dan Sulistyono
memenuhi kewajiban perpajakannya sehinggg; 5y | |
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Tabel 4.13
Has Uji Statistik F

Sum of Mean .
Moael Squares Square F Sig.
Regression 52.898 2 26.449 4.829 010
1 Residual 438.162 80 5.477
Total 491.060 82
Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Uji statistik F menghasilkan F hitung sebesaegresi dapat digunakan untuk memprediksi
4,829 dengan tingkat signifikansi nilaibahwa Persepsi wajib pajak tentang kebijakan
probabilitas 0,010, nilai F hitung lebih besar datax amnesty, dan motivasi wajib pajak,secara
F tabel (3,11), maka dengan hasil ini modaimultan.

Tabe 4.14
Has Uji Koefisien Determinasi R?
Model Summary

Std. Error
R Adjusted R of the

Model R Square  Square Estimate
1 .328 .108 .085 2.340

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai adjusted R square sebesar 0,085. HREFERENS]
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

Generally, people judge that KAP is included in the big four a Diterima: 30 Maret 2017
quality is better than non big four accounting firm. Auditors rec' Direview: 31 Maret 2017
audit fee in exchange for professional services they provide t Disetujui: 13 Juni 2017
company. Audit fee is the cost to the client for having had the « Terbit: 14 Juni 2017
services of an accounting firm. Is the high audit fees can Keywords:

mediating influence on earnings management audit kualias earnings management, patl
using linear regression analysis and the Path Analysis re analysis

showed that simultaneous audit quality and audit fee doe:

significantly affect earnings management with Value sig 0.13(

level of sig 0,05.dan t test showed that the quality of the audif

the audit fee no significant effect on earnings management by

p value 0.089 and 0.690 sig is greater than 0.05. Based c

analysis path shows that audit fee can not be mediating the

of audit quality on earnings management. It can be seen fro

value of the t statistic - 3,288 <t table with a significant leve

0.05 is equal to 1,666 and the coefficient of mediation amount

-343 958 not signifkan which means there is no mediation effe

audit fees in relation to audit quality on earnings managemer

PENDAHULUAN memungkinkan manajemen discretion dalam
Manajemen laba dilakukan dengan tujuaakuntansi akrual.

untuk memberikan manfaat terhadap manajemen

tersebut serta menyesatkan pemegang sah

atau pemilik serta pengguna laporan keuang

Hal ini membuat perusahaan memerlukan
AL seorang akuntan publik (selanjutnya disebut

lainnya. Pada dasamnya manajemen laba tid bagai auditor). Auditor adalah seseorang yang

. . A ; miliki kualifikasi tertentu dalam melakukan
begitu saja menyalahi prinsip akuntansi Yang dit atas laporan keuangan dan kegiatan
berlaku umum. Manajemen laba terjadi kare

q feksibilit tand kuntansi k rusahaan. Dalam menjalankan tugasnya,
adanya Tieksibilitas standar akuntansi keUangafy, ;o berpedomaan pada Standar Profesional
untuk menggunakan asumsi, penilaian, ser

i od hit dal untan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi
pemifiinan metode perhitungan aamKeuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan
penyusunan laporan keuangan Yang, intan Indonesia (AI).
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Selama ini kualitas audit kebanyakan“kemungkinan bahwa auditor akan menemukan
dikaitkan dengan KAP yang ditugaskardan melaporkan pelanggaran dalam sistem
melakukan audit. KAP dibagi menjadi KAP yangkuntansi klien. Temuan pelanggaran tergantung
termasuk dalam big four dan non big fourkepada dorongan auditor untuk mengungkapkan
Umumnya, masyarakat menilai bahwa KARelanggaran tersebut. Dorongan ini akan
yang termasuk dalam big four memiliki kualitadbergantung pada independensi yang dimiliki oleh
audit yang lebih baik dibandingkan KAP non biguditor tersebut
four. Pemilihan KAP oleh manajemen atau
pemilik perusahaan adalah untuk melakuk

proses  audit atas  kinerja keu"ngaf%enyajikan kualitas audit yang lebih besar

perusahaannya. Dalam hubungannya KAP akarbandingkan dengan KAP yang kecil. KAP
bekerja secara professional untuk menghasilk%

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
yang besar akan berusaha untuk

Kineri baik dal : tasi lcjmg besar jika tidak memberikan kualitas audit

Inérja yang baik dalam menjaga reputasiny ang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika
ﬁﬁ;;aqgi;izmgﬁﬂgsergzﬂg It?r?glgng| ;ntggdiirr)laetrl; terjadi maka dia akan mengalami kerugian

keuangannya dari hasil audit KAP yar%ang lebih besar dengan kehilangan kepercayaan
berkualitas. Kualitas audit yang dilakukan ole

KAP yang reputasinya baik akan lebih menjamin ~ Di Indonesia, beberapa penelitian lainnya

tentang  akuntabilitas  kinerja  keuangaft/ga menggunakan ukuran kantor akuntan publik
perusahaan yang diauditnya. sebagai proksi kualitas audit seperti penelitian

ang dilakukan oleh Nuraini dan Sumarno Zain
2007). Mereka mengasumsikan bahwa auditor

Imbalan atas jasa profesional yang mereka\p g G4 memiliki kualitas audit relatif lebih
berikan kepada perusahaan. Fee audit ada k dibandingkan dengan auditor KAP non

biaya yang harus ditanggung klien karena tel G4
mendapatkan jasa audit dari sebuah KAP. Fee
audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya  Fee Audit

di dalam penerimaan penugasan. Besarnya fee Audit fee adalah honorarium yang
dapat bervariasi tergantung antara lain risikdbebankan oleh akuntan publik kepada
penugasan, kompleksitas jasa yang diberikapgrusahaan auditee atas jasa audit yang
tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biayéilakukan akuntan publik terhadap laporan
KAP vyang bersangkutan dan pertimbangafeuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan
profesional lainnya. oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya
okok pemeriksaan yang terdiri dari biaya

Auditor yang mampu memberikan kualita anasuna dan tidak lanasung. Biava lanasun
yang lebih baik seharusnya menerima bayar?&é]iri gari biaya ten%ga g-yaituy mangger,g

yang lebih tinggi sebagai imbalan. Tetapi dalalgbpervisor, auditor junior dan auditor senior.

kenyataannya justru fee audit yang lebih tinggéedan : . A

; ; gkan biaya tidak langsung seperti biaya
membuat bias antara hubungan auditor deng Ercetakan, biaya penyusunan komputer, gedung
klien. Hal ini membuat auditor cenderung tida an asuransi. Setelah dilakukan perhitungan

indepe_nden ketika mendeteksi manajemen la aya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan

Hal |n|_Iah yang m(_-:-mbuat pertanyaan apakq war menawar antar klien yang bersangkutan

mungkin fee audit mampu mempengarunﬁengan kantor akuntan publik. (Halim,2008),

h“b“r?ga” antara  kualitas  audit Oler'garl%enyebutkam terdapat beberapa faktor yang

manajemen laba. mempengaruhi besar kecilnya audit fee yaitu: a.
Besar kecilnya auditee. b. Lokasi Kantor
Akuntan Publik (KAP). c. Ukuran Kantor

LANDASAN TEORI DAN Akuntan Publik (KAP)

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Audit

Menurut (De Angelo, 2004)
mendefinisikan kualitas audit sebagai berik

lien.

Auditor menerima fee audit sebaga

Manajemen Laba
Standar akuntansi memiliki keterbatasan-
ulieterbatasan yang dapat menjadikan laporan
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keuangan menjadi kurang andal (reliable).

Keterbatasan tersebut diantaranya adal%ndekatan Untuk Mendeteks Manajemen
fleksibilitas penerapan metode akuntansi ya

menyebabkan peluang bagi manajemen untuk

melibatkan subjektifitas dalam menyusun  Sulistyanto (2008) pendekatan yang telah
metode akuntansi yang dipilih dan penentuatihasilkan oleh para peneliti untuk mendeteksi
waktu untuk pengeluaran-pengeluaran gyarmanajemen laba diantarannya :

bersifat discretionary dapat dipergunakan oleQ} oqa Jones

manajemen untuk mempengaruhi laba, yaitu  \jodel jones dikembangkan oleh Jones
dengan  mempercepat  atau  menungdggl) model ini menggunakan dua asumsi
pengeluaran-pengeluaran ~  tersebut  d&pagaj dasar pengembangan. Pertama; Akrual
menggesernya pada periode yang laiReripde berjalan (current accruals), vyaitu
Keterbatasan laporan keuangan 'n”ah_yar&-rubahan dalam rekening modal kerja,
menyebabkan terjadinya aktivitas manajemeferypakan hasil dari perubahan yang terjadi di
laba (earnings management) oleh pihakgkungan  ekonomi  perusahaan  yang
manajemen  perusahaan terhadap  1aporgfhypungkan dengan perubahan penjualan,
keuangan perusahaan. Secara umum, manajerBghingga semua variabel yang digunakan akan
laba didefinisikan sebagai upaya manajgfipagi dengan aktiva atau penjualan periode
perusahaan untuk  mengintervensi  at&yphelymnya. Kedua; Gross property, plant, and
mempengaruhi  informasi-informasi - dalamyqyipment merupakan salah satu komponen
laporan keuangan dengan tujuan UniUfama yang digunakan untuk menghitung total

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahyj 5| khususnya untuk biaya depresiasi
kinerja dan kondisi perusahaan (SU|iStyant‘Prondiscretionary.

2008).
) . Atas dasar asumsi di atas, untuk
Motivasi adalah suatu bentuk doronga?nenghitung total  akrual model ini

yang menjadi penggerak utama seseorang ajenghubungkan total akrual dengan perubahan
organisasi untuk ~mencapai  apa  yangenjyalan dan gross property, plant, and
diinginkannya. = Motivasi untuk melakUk?‘”equipment. Sementara untuk menghitung
manajemen laba biasanya timbul akibg{sndiscretionary accruals di tahun peristiwa

pressure baik dari dalam maupun dari luar  model inj merumuskan sebagai berikut :
perusahaan biasanya berhubungan dengan

kinerja keuangan yang tidak mencapai target NDAt =al(1/(At-1)+a2(AREVt/(At-
yang telah ditentukan. Ada 4 motivasi menurut D))+a3(PPEt/(At-1))
(Sulistyanto, 2008) Motivasi Pasar ModalDimana:

Penawaran Saham Perdana, Motivasi
Kontraktual, Motivasi Regulasi, Upaya
Manajerial dalam Melakukan Manajemen Laba

t-1 = total assets perusahaan i pada
periode t-1

Ada beberapa cara yang dipakaﬁSRth = perubahan pendapatan perusahaan i

perusahaan untuk mempengaruhi besar kecilnya dari tahun t 1 ke tahun t
laba menurut (Sulisyanto, 2008) yaitu : PPE t = aktiva tetap perusahaan pada periode

1. Mengakui pendapatan masa depan menjadi t

pendapatan periode berjalan al,a2,a3 = koefisien regresi
2. Mengakui pendapatan periode berjalan

menjadi pendapatan periode sebelumnya

3. Mencatat pendapatan palsu Estimasi al, a2, a3 dihitung selama
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepateriode estimasi dengan menggunakan model
atau lambat sebagai berikut:

5. Tidak mengungkapkan semua kewajibannyz%TACt/(At_l)) —al(1/(At-1))+02(AREVY/(At-
1))+a3(PPEt/(At-1)+ v_t)
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Dimana: TAC t = Total accruals

Model Jones Dimodifikas Dimana:
Model Jones dimodifikasi (modified jones DA
model) merupakan modifikasi dari model Jones
yang didesain untuk mengeliminasi
kecenderungan untuk menggunakan perkiragh,02,03 = fitted coefficient yang diperoleh dari

t = nondiscretionary accruals perusahaan
I pada periode t

yang bisa salah dari model Jones untuk hasil regresi pada perhitungan total
menentukan discretionary accruals ketika accruals.

d!cretlon melebihi pendz_apatan. Mo_d_el ini banyaK_Rect = perubahan piutang perusahaan i pada
digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi periode

karena dinilai merupakan model yang paling baik

dalam mendeteksi manajemen laba dan

mgdmtl)erikan hasil pa'in% fObbUStt-) S'amab heglnm_ Menghitung discretionary accruals :

model manajemen laba berbasis berbasis 3

aggregate accruals yang lain model ini DAt =(TACU(At-1))-NDAt

menggunakan discretionary accruals sebadaimana:

proksi manajemen laba. Model Jone — i . .

dimodifikasi dapat dilakukan dengan urutar? At dlscretlopary accruals perusahaan |
S pada periode t

sebagai berikut :

1. Menghitung nilai accrual dengan persamaan;, -+ 5poL 0G| PENELITIAN

Total Accrual (TAC) = laba bersih setelatRuang Lingkup Penelitian
pajak (net income) Arus kas dari aktivitas Penelitian ini bertujuan untuk menguiji
operasi (cash flow from operating) pengaruh variabel independen vyaitu kualitas

2. Menghitung nilai accruals yang diestimagfudit. terhadap —variabel = dependen yaitu

dengan persamaan regresi Ordinary Lea .”ajem‘?” Iaba., dengan fee audit sebagal
Square (OLS) variabel intervening. Perusahaan yang akan

diteliti adalah perusahaan consumer goods yang
terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun

(TACH/(At-1)) =al(1/(At-1)}+a2(AREVt/(At- 2011-2014

1))+a3(PPEt/(At-1))+e Populasi dan Sampel
Dimana: Populasi dalam penelitian ini adalah
, perusahaan consumer goods sesuai dengan
TACt = total accruals perusahaan i padge|ompok industrinya yang terdaftar pada Bursa
periode t Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan yang
At-1 = total assets perusahaan i pada periodigunakan adalah tahun 2012-2015. Penentuan
t-1 sampel perusahaan menggunakan metode

_ urposive sampling, yaitu pengambilan sampel
ARev' d_ _pter#bar;af kpetn(:]apa:an perusahaaﬁelngan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu.

art tahun € tahun Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi
PPEt = aktivatetap perusahaan pada periodeituk menjadi sampel penelitian:

al,a2,03= koefisien regresi 1. Perusahaan listed (terdaftar) di Bursa Efek
Indonesia (BEI) sejak 1 Januari 2011 sampai
31 Desember 2014 dan tidak delisting

3. Dengan nilai koefisien regresi di atas, selama periode penelitian.
kemudian menghitung nilai

nondiscretionary accruals. 2. Menerbitkan laporan keuangan auditan

(audited financial statement) untuk periode
NDAt =al(1/(At-1))+a2((AREVt- yang berakhir pada tanggal 31 Desember
ARECt)/Atl)+a3(PPEt/(At-1))
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setiap tahunnya secara berturut-turut dalaXi . Kualitas audit
periode 2012-2015. X2 . Fee audit

3. Mencantumkan professional fee daIar‘B 1, B 2: Koefisien masing-masing variabel
laporan keuangannya.

4. Mencantumkan nama KAP yang mengaudﬁ - Error

laporan keuangannya.

_ o L _ Analisis regresi linier berganda dan
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  gngjisis jalur digunakan dalam penelitian ini.
Variabel Independen _ Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis

_ Variabel  independen  (independenteqresi berganda, atau dengan kata lain analisis
variable) adalah tipe variabel yang menjelaskagiyr adalah penggunaan analisis regresi untuk
atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabglenaksir hubungan kausalitas antar variabel
independen (X1) yang digunakan dalamang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan

penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitageori. persamaannya antara lain adalah sebagai
Audit sebagai variabel independen dalaggyikt:

penelitian diproksikan dengan ukuran kantor

akuntan  publik yang diukur dengan X2=p1 X1+el
menggunakan variabel dummy yaitu nilai Keterangan:

untuk KAP non BIG4 dan nilai 1 untuk KAP
yang berafiliasi dengan KAP BIG4 internasionaﬁ(1
Dengan mengasumsikan bahwa auditor KAR2 : Fee audit

BIG4 memiliki kualitas audit relatif lebih baik _ - . . .
dibandingkan dengan auditor KAP non BIG4. B 1., P 2: Koefisien masing-masing variabel
el, e?2: Error

: Kualitas audit

Variabel Intervening
Variabel intervening (X2) yang digunakan Sebelum dilakukan pengujian dengan

dalam penelitian ini adalah fee audit. Dataenggunakan analisis regresi, maka terlebih
tentang fee audit akan diambil dari akumlahulu dilakukan pengujian untuk menentukan
professional fees yang terdapat dalam laporapakah seluruh variabel penelitian layak untuk
keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Buiaji dengan regresi berganda. Pengujian tersebut
Efek Indonesia (BEl). Hal ini sesuai dengadlinamakan Uji Asumsi Klasik. Empat uji asumsi
penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2009). klasik dalam penelitian ini meliputi  uji

. normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas
Variabel Dependen

Variabel dependen (Y)yang digunakar(ljIan autokorelasi.

dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang

diukur  dengan  discretionary  accrualsHASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran variabel manajemen laba menurnalisis Hasil Penelitian
modified jones models. Statistik Deskriptif

Adapun persamaan untuk menguj Analisis statistik Desriptif digunakan

pengaruh kedua variabel X terhadap variabel %;Hkutim?;]%?r?mrzarﬁisi:r?S:r?n%easr?atsL:anggtra
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: put - ' ' '

deviasi. Adapun data variabel dalam penelitian
Y=B1X1+B2X2+e ini adalah Kualitas Audit, Manajemen Laba, dan
Fee Audit. Berdasarkan hasil penelitian

diperoleh output analisis deskriptif sebagai
Y : Manajemen laba berikut :

Keterangan:
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Tabe 1
Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N
Manajemen Laba -.00092 09172 72
Kualitas Audit 61 491 72
Fee Audit
7.70792639E  1.462049205E 72

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketah8i Fee Audit menunjukkan jumlah sampel (N)
bahwa jumlah data yang digunakan dalam ada 72, dari 72 sampel ini nilai rata-rata
penelitian ini adalah 4 tahun, yang diambil dari (mean) sebesar 7.70792639 dan standar
laporan keuangan perusahaan Consumer Gooddleviasi sebesar 1.462049205.
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
gerlodguzloli satr)np;]al dgngan 2015. Dari tabﬁlasil Uji Asumsi Klasik
apat dijelaskan bahwa ; Uji Nor malitas
1. Manajemen Laba menunjukkan jumlah Ghozali (2012) menyebutkan bahwa, uji
sampel (N) ada 72, dari 72 sampel ini nilanormalitas menggunakan grafik bisa saja
rata-rata (mean) sebesar -0.00093 dan standsnyesatkan karena secara visual bisa saja
deviasi sebesar 0.091720. terlihat normal padahal secara statistic bisa saja

2. Kualitas Audit menunjukkan jumlah sampekebaliknya. Untuk itu, dalam penelitian ini juga
(N) ada 72, dari 72 sampel ini nilai rata-ratdilakukan uji Kolmogorov-smirnov yang hasil
(mean) sebesar 0.61 dan standar deviggngujiannya akan ditampilkandalam tabel 2
sebesar 0.491. berikut :

Tabe 2
Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogor ov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 72
Normal Parametets Mean .000000(
Std. Deviation .0890507¢
Most Extreme Differences  Absolute 138
Positive .138
Negative -.077
Kolmogorov-Smirnov Z 1.174
Asymp. Sig. (2-tailed) 127

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Berdasarkan tabel 2 diatas dapat kita lih#&tualitas Audit (X1) Fee Audit (X2) masing-
bahwa variabel pengganggu atau residualasing adalah 0,866 dan 0,866 atau lebih besar
memiliki nilai asymptotic significant sebesardari 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk variabel
0.127 (lebih besar dari 0.05) yandKualitas Audit (X1) Fee Audit (X2)) masing-
mengindikasikan  bahwa  data  tersebubasing adalah 1,155 dan 1,155 lebih kecil dari
terdistribusi secara normal. 10. Jadi dapat disimpulkan dalam persamaan
Uji Multikolinearitas regresi ini tidak terjadi multikoleniaritas.

Berdasarkan tabel 3 dibawah ini dapat
dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel

Tabe 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients?
Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
1 Kualitas Audit .866 1.155
Fee Audit .866 1.155
a. Dependent Variable: Manajemen Laba
Uji Heter oskedastisitas
Tabe 4
Hasil Uji Glejser
Coefficients®
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) .060 .015 4.115 .000
Kualitas
Audit .010 .017 .074 577 .566
Fee Audit -5.669E-5 .000 -.129 -1.014 314

a. Dependent Variable: ABS

Berdasarkan ouput diatas menunjukkadji Autokorelasi
bahwa semua nilai variabel melebihi angka  Menurut  Triasdini (2010) untuk
signifikan 0.05 hal ini berarti tidak terjadimendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan
heteroskedastisitas dalam model regresi. uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan
sebagai berikut :
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Tabel 5
Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Ho Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak O<d<dl
Terdapat autokorelasi negative Tolak d> 4-dl
Terdapat autokorelasi positif Tolak d<dl

Tidak ada autokorelasi positif dan negative Tidak Tolak du < d < (4-du)

Berdasarkan tabel 6 dibawah ini didapadlengan k = 2 (k adalah jumlah variabel
nilai DW yang dihasilkan dari model regresindependen),maka diperoleh nilai dl sebesar
adalah 2.125, lalu akan dibandingkan dengdn5323 dan du sebesar 1.7054 dan nilai 4-dl dan
nilai dl dan du yang diperoleh dari tabel Durbimlu (2.4677 dan 2.2946).

Watson. Untuk jumlah sampel sebanyak (n) = 72

Tabel 6
Hasil Ujia Autokorelasi

Model Summary®

Adjusted FStd. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson

1 239 .057 .030 .090332 2.125

a. Predictors: (Constant), Fee Audit , Kualitas Audit
b. Dependent Variable: Manajemen Laba

AnalisisRegres Linier berganda

Tabe 7
Hasil Uji Regresi Berganda
. .. Standardized
Model Unstandardized Coefficier Coefficients - Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) .021 .020 1.042 301

Kualitas —_ 5, 023 _216 1724 089

Audit

Fee Audit 3.157E-5 .000 .050 401 .690
a. Dependent Variabl
Manajemen Laba
Berdasarkan Tabel 7 diatas dengan Manajemen Laba

memperhatikan angka yang berbeda pada kolom _ i
Unstandardized coefficient Beta, maka dapat 0.021+(-0.040) KA + 3157 FE +e

disusun persamaan regresi berganda sebagai Dari persamaan regresi berganda diatas
berikut : maka dapat di interprestasikan beberapa hal

antara lain sebagai berikut :
Y=a+BlXi+B2Xote g
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Nilai (constant) menunjukkan nilai sebesar asumsi variabel independen yang lain
0.021 artinya bahwa Manajemen Laba dianggap konstan.

memiliki nilai 0.021 jika variabel seperti /o janel Fee Audit memiliki  nilai
K(l;alltas Audit dan Ee Audit adalah tidak koefisien regresi sebesar 3.157 yang
ada. menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan
Variabel Kualitas Audit memiliki koefisien nilai Fee Audit sebanyak 1, maka akan
regresi sebesar -0.040. yang artinya jikamenyebabkan nilai Manajemen Laba juga akan
kenaikan nilai Kualitas Audit sebanyak 1paik sebesar 3.157, dengan asumsi variabel
maka akan menyebabkan penurunandependen yang lain dianggap konstan.
Manajemen Laba sebesar -0.040, dengan

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
ANOVAP
Model SSum of Df Mean Squart F Sig.
quares
1 Regression .034 2 .017 2.099 .13¢
Residual .563 69 .008
Total .597 71

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit , Fee Audit
b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Dari hasil uji F pada tabel 8 diperoleh p value sigerpengaruh  tidak  signifikan  terhadap
(0,130 > level of sig (0,05). Hal ini berarti bahwaManajemen Laba.
Kualitas Audit, Fee Audit secara simultan

Uji Parsial (Uji t)

Tabed 9
Coefficients

Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) .021 .020 1.042 .301
Kualitas -.040 023 -.216 1.724 089
Audit
Fee Audit 3.157E-5 .000 .050 401 .690
a. Dependent Variabli

Manajemen Laba

Berdasarkan tabel 9 diatas menyatakan bahwa2. Menunjukkan bahwa p value siff,690) >

1.

level of sig (0,05). Hal tersebut menyatakan
Fee Audit tidak berpengaruh secara
siginifikan terhadap Manajemen Laba.

Menunjukkan bahwa p value sif),089) >
level of sig (0,05). Hal tersebut menyatakan
bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Manajemen Laba
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K oefisien Determinasi (R?) independen yaitu 3,0 %, sedangkan sisanya 97 %

Dari tabel Model Summary tabel 10 dapaQipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

diketahui nilai R2 (adjusted R square) adalah
0,030. Jadi sumbangan pengaruh dari variabel

Tabel 10
K oefisien Deter minasi

Model R R Square Adjusted R Squar >0 E'for of the

Estimate
1 23% .057 .030 .090332
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Fee Audit
b. Dependent Variable: Manajemen Laba
Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis) hasil dari regresi persamaan ldan regresi
Analisis  Jalur digunakan untukpersaman 2. Hasil regresi persaman 1 dapat

mengetahui pengaruh mediasi Fee Audit daladilihat dari tabel 8,9 dan 10 dan hasil dari regresi
hubungannya kualitas audit terhadap manajemparsamaan 2 dapat di lihat dari tabel berikut ini.
laba. Untuk analisis tersebut akan menggunakan

Tabd 11
Model Summaryb

Adjusted R  Std. Error of the

Model R R Square

Square Estimate
1 .366 134 121 1.370386892E2
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audi
Dependent Variable: Fee Au
Tabel 12
NOVAP
Model Sum of Df Mean Squart F Sig.
Squares
1 Regression 203115.231 1 203115.231 10.816 .00
Residual 1314572.163 70 18779.602
Total 1517687.394 71

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit
b. Dependent Variable: Fee udit
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Tabd 13
Coefficients
Unstandardized Standardized
M odéel Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant)  143.661 25.898 5.547 .000
Kualitas 158951 33129 -.366 3289 002
Audit

a. Dependent Variable: Fee udit

Hasil output SPSS pada persamaan (1) memberikan standardized beta Kualitas Audit
memberikan standardized beta Kualitas Aud#ebesar -108.951 dan signifikan yang berarti
sebesar -0.040 dan Fee Audit sebesar 3.1Budalitas Audit mempengaruhi Fee Audit. Nilai
semuanya tidak signifikan. Nilai koefisienkoefisien unstandardized beta -108.951
unstandardized beta Kualitas Audit -0.04@nerupakan nilai jalur p2. Besarnya nilai el =

merupakan nilai  jalur pl dan nilai /(1 =0.057 = 0.971 dan besarnya nilai e2 =

unstandardized beta Fee Audit 3.157 merupak — _
nilai jalur p3. Pada output SPSS pada persamaz?n-1 0.134 = 0.930.

el =0.971

Fee Audi

-108.5?/ 3.157

Kualitas Audit » Manajemen Laka—— €2 =0.930

Hasil analisis jalur menunjukan bahwagp2p3 =/(9.967) .(1097.530)
Kualitas Audit tidak dapat berpengaruh langsung
ke Manajemen Laba dan dapat berpengarsi®2p3 =v10939.081
langsung yaitu dari Kualitas Audit ke Fee Audigpon3 = 104.590
(sebagai intervening) lalu ke Manajemen Laba. , L
Besarnya pengaruh langsung adalah -108.951  Berdasarkan hasil Sp2p3 ini kita dapat
sedangkan pengaruh tidak langsung harfjienghitung nilai t stgtlstlk pengaruh mediasi
dihitung dengan mengalikan koefisisen tidak€ngan rumus sebagai berikut :
langsungnya vyaitu (-108.951) x (3.157) = - = P2p3 _ 343958 _ 4 50g

343.958 atau total pengaruh Kualitas Audit ke Sp2p3 104590
Manajemen Laba = -0.040 + ((-108.951 x Oleh karena nilai t hitung = -3.288 lebih
3.157) = -343.998 < dari t tabel dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu

Hitung standar error dari koefisien indirecfebesar 1.666, maka dapat disimpulkan bahwa
effect (Spzp3) koefisien mediasi -343.958 tidak signifikan yang
berarti tidak ada pengaruh mediasi Fee Audit
Sp2p3 =/p325p22 + p22Sp32 + Sp225p32 dalam hubungannya Kualitas Audit terhadap
Sp2p3 Manajemen Laba.

J(3.157)2.(33.129)2 + (—108.951)2.(0.000)2
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Pengaruh Kualitas Audit dan Fee Audit Pengaruh  Kualitas Audit  Terhadap
terhadap Manajemen L aba Manajemen Laba Dengan Fee Audit Sebagai
Hasil penelitian pada pengujian secardariabel |ntervening

simultan menunjukkan bahwa Kualitas Audit dan Fee audit dalam model penelitian ini tidak
Fee Audit tidak berpengaruh signifikan terhadamenjadi methsi hubungan antara kualitas audit
Manajemen Laba. Pada kualitas audit has#rhadap manajemen laba pada perusahaan
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitianonsumer goods yang terdaftar di BEI. Variabel
yang dilakukan oleh Siregar (2005) yandee audit tidak mengakibatkan variabel kualitas
menyatakan bahwa kualitas audit tidak memilikaudit mempengaruhi variabel manajemen laba
pengaruh signifikan terhadap manajemen labsecara langsung. Hal ini diketahui dari hasil uji
Hal ini mengindikasikan bahwa KAP baik yanganalisis jalur bahwa nilai t statistik pengaruh
big four maupun non big four tidak bisamediasi = -3.288 < dari t tabel dengan tingkat
memperkecil kesempatan pihak manajemesignifikan 0.05 yaitu sebesar 1.666, maka dapat
untuk melakukan tindakan manajemen labdisimpulkan bahwa koefisien mediasi -343.958
Hasil sejalan dengan penelitian Siregar (2005igdak ada pengaruh mediasi Fee Audit dalam
yang mengindikasikan bahwa ukuran KARubungannya  Kualitas  Audit  terhadap
mungkin bukan merupakan proxy kualitas audi¥lanajemen Laba. Dengan demikian semakin
yang tepat di Indonesia. tinggi fee audit yang diterima oleh auditor tidak
lr]nempengaruhi seorang manajer dalam

Dan pada fee audit hasil ini menunjukka elakukan tindakan manajemen laba,

bahwa praktik manajemen laba yang dilakukal
oleh perusahaan masih tetap berada pada jalur

yang sesuai atau dengan kata lain tidakESIMPULAN

melanggar PSAK. Sehingga ada atau tidaknyla Berdasarkan Uji F diperoleh p value sig
praktik manajemen laba di dalam suatu (0,130) > level of sig (0,05). Hal ini berarti
perusahaan tidak memiliki hubungan besar bahwa Kualitas Audit, Fee Audit secara
kecilnya fee audit yang diberikan kepada auditor. simultan  tidak  berpengaruh terhadap
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang Manajemen Laba.

dilakukan Cyntia (2014) dimana manajemen la

tidak memiliki hubungan terhadap fee audit. bfl Berdasarkan Uji t menunjukkan bahwa p

value sig (0,02) < level of sig (0,05) Hal ini

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Fee Audit menyatakan bahwa Kualitas Audit
Hasil penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap Fee Aud

berpengaruh positif dan signifikan terhadap f

: . : ) o ) % Berdasarkan dari hasil uji analisis jalur bahwa
audit, Diketahui dari hasil uji t menunjukkan nilai t statistik pengaruh mediasi adalah -

bahwa p value sig(0,02) < level of sig (0,05) 3 588 « (ari t tabel dengan tingkat signifikan
yang berarti o_I|ter|ma. Hal ini m_eny{itakan bahwa 0.05 yaitu sebesar 1.666, disimpulkan bahwa
Kualitas AUd't berpengaruh_ s_|gn|f|kan terhada_p koefisien mediasi -343.958 tidak signifikan.
Fee Audit, maka dapat disimpulkan semakin Hal ini berarti tidak ada pengaruh mediasi Fee

tinggi Kualitas Audit yang dimiliki auditor maka Audit dalam hubungannya Kualitas Audit
semakin tinggi pula Fee Audit yang diterima oleh terhadap Manajemen Laba

auditor. Karena KAP yang lebih besar dengan
biaya audit yang lebih tinggi cenderung
memberikan jasa audit yang berkualitas. Hal iREFERENSI
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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study aimed to examine the effect Loan to Deposit F Diterima: 25 April 2017
(LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return on Assets (ROA) Direview: 25 April 2017
Non -Performing Loans (NPL) on stock returns banking compg Disetujui: 6 Juni 2017
listed in Indonesia Stock Exchange . The Independent variable u Terbit: 15 Juni 2017
the Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAl Keywords:

Return on Assets (ROA) and non- performing loan (NPL) deper Stock Return, Loan t
variable stock returns . The purpose of this study was to o Deposit Ratio, Capita
empirical evidence about the influence of Loan to Deposit Ratio (L Adequacy Ratio, Retur
, Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Loan (NPL) i on Assets, Non:
Return on Assets (ROA) on stock returns banking companies list performing loan
Indonesia Stock Exchange.

The population in this study is a banking company that is li
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) the observation period
to 2012 . Data used in this study was obtained from the B:
Financial Statements obtained from the website of the Indonesia
Exchange and Bank Indonesia . Data analysis method used is m
linear regression , hypothesis testing while using the simultaneot
( F test) to test the effect of these variables together and t test:
significance level of 5 % to test the effect of partial variables .

Based on the test results, the results obtained simultane
Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Re!
on Assets (ROA) and Non -Performing Loans (NPL) effect on s
returns in banking companies listed in Indonesian Stock Biursa ,-
partially Loan to Deposit Ratio (LDR) has a positive effect is
significant , its capital adequacy ratio (CAR) and Return on Acs
(ROA) and a significant positive effect of Non performing loan (NI
significant negative effect on stock returns in corporate banki
Predictive ability of the four variables on stock returns is 57.1 %
indicated by the adjusted R2 , while the rest is influenced by ¢
factors not included in our model .
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PENDAHULUAN analisis investasi dalam sahamnya. Oleh karen
Pasar modal mempunyai peranan pentinty, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang
sebagai sarana penyaluran dana dari pihak yangmpengaruhi return saham sehingga harapan
mempunyai kelebihan dana kepada perusahaamuk memperoleh return yang maksimal dapat
sebagai pihak yang memerlukan dandercapai.lnvestor dalam  menginvestasikan
Kebutuhan dana bagi perusahaan untwlananya dalam bentuk saham bertujuan untuk
mengembangkan usahanya, maupun peningkataemperoleh stock return sebagi@de off dari
produksi dapat diperoleh diantaranya melaluisiko yang akan dihadapi. Investasi saham
emisi saham yang dikenal dengan istilah gmemiliki tingkat risiko yang lebih besar karena
public. Emisi saham merupakan suatu cara untekpected return dari investasi ini sifatnya tidak
menghimpun dana yang melibatkan masyaral@aasti. Oleh karena itu informasi mengenai return
luas yang berminat sebagai investor. Bagian risiko dari investasi saham menjadi hal yang
perusahaan yang menghendaki dana yang lesdgngat penting bagi  investor dalam
permanen akan lebih tepat apabila kebutuhamempertimbangkan suatu investasi (Budialim,
dana tersebut diperoleh dari pasar modal deng2®l3). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
menjual saham kepada masyarakat akan lelsigjak  pertengahan tahun 1997 telah
menguntungkan karena dana yang diperolehendatangkan perubahan yang  kurang
bersifat modal sendiri (equity) sehingga tidaknenguntungkan  hampir disemua  aspek
terikat dengan pembayaran modal tetdpehidupan bangsa. Pada tahun itu juga pasar
(Tandelilin, 2001). modal mengalami goncangan yang cukup berat
ng ditandai dengan turunnya Indeks Harga
ham Gabungan (IHSG). Dampak lain yang
ngat serius juga dialami oleh sektor perbankan
ng ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank

Pasar modal memungkinkan perusaha
memperoleh sumber pembiayaan jangka panja
yang relatif murah dari instrumen-instrumery

keuangan dalam berbagai surat berhar g .

(sekuritas). Melakukan investasi di pasar mod ga tathl?]n tersbeb_ukt ?an dlblikuléannya th bgntk

setidaknya harus memperhatikan 2 hal, yaitr[.?fa a tahun berikutnya. Keadaan lersebu

return yang akan diperoleh dari dana yan embuat k_epercayaan masya_lrakatterhadap bank

diinvestasikan dan berapa besar risiko (risk) ya gngalaml penurunan, sehingga menurunkan
inat calon investor terhadap saham perusahaan

harus ditanggungnya. Return dan risik >
mempunyai gr?ubugngan yang positif, yaitLperbankan. Hal ini mgnyebabkan _banyak bank
semakin besar return yang ingin didapa ang_lumpuh karena_dlhz_intam kredltma_cet. Pada
semakin besar risiko yang harus ditanggun eminar Restruktgr!sa3| Perbankan di Jakarta
Return saham merupakan hasil yang diperol da tahun 1998 dls_|mpulkan beberapa p(_an.yebab
dari kegiatan investasi. Return dibedaka enurunnya k!nerja bank, antara lain: 1)
menjadi dua, yaitu return realisasi (return yan emakin menlngkatnya. k.redl'.[ bermasalah
terjadi atau dapat juga disebut sebagai retu l;—?rbankan, 2) Dampak I|kU|da_S| bank-bank 1
sesungguhnya) dan returnekspektasi(return y. vember 1997 yang mengakibtkan turunnya
diharapkan oleh investor) (Jogiyanto, 2003). ercayaan ma_syarakat terhadap per_bankan dan
pemerintah, sehingga memicu penarikan dana
Harapan untuk memperoleh returisecara besar-besaran, 3) Semakin turunnya
terdapat dalam aset keuangan. Kesediagermodalan bank-bank, 4) Banyak bank-bank
investor menyediakan sejumlah dana pada s#igak mampu memenuhi kewajibannya karena
ini untuk memperoleh sebuah aliran dana padé@enurunnya nilai tukar rupiah, 5) Manajemen
masa yang akan datang sebagai kompensasi ai@sk profesional. Laporan keuangan perusahaan
faktor waktu selama dana ditanamkan dan risikferupakan sumber informasi yang bersifat
yang ditanggung merupakan sebuah bentuk yafighdamental. Salah satu alat yang dapat
ditunjukkan oleh aset keuangan. Dengagigunakan untuk menganalisis laporan keuangan
demikian investor dalam aset keuangan jugglalah rasio keuangan. Sebelum memutuskan
mengharapkan return yang maksimal. Harap&emana akan berinvestasi calon investor
untuk memperoleh return yang maksimabiasanya melakukan analisis terhadap faktor-
tersebut dapat direalisasikan dengan melakukgiktor yang mempengaruhi return saham.
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Analisis yang digunakan untuk mengukur nilaatau laba, semakin besar nilai ROA suatu bank,
saham dapat digunakan dengan analisemakin besar pula tingkat keuntungan yang
fundamental dan analisis teknikal. Penelitian imdicapai bank tersebut. Return On Asset (ROA)
mengutamakan pada analisis fundamental yaiipilih sebagai indikator pengukur Kkinerja
berkaitan dengan penilaian kinerja perusahadtgeuangan perbankan karena Return On Asset
tentang efektifitas dan efisiensi perusahagROA) digunakan untuk mengukur efektifitas
mencapai sasaran. Oleh karena itu, dalaperusahaan di dalam menghasilkan keuntungan
penelitian ini peneliti berusaha menghubungkastengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
return saham dengan faktor-faktor fundamentdlon Perfoming Loan (NPL) merupakan rasio
perusahaan yang tercermin dalam rasio keuangamg dipergunakan untuk mengukur kemampuan
(Marviana, 2009). Rasio keuangan merupakdank dalam menutup risiko kegagalan
rasio yang digunakan untuk menjelaskapengembalian kredit oleh debitur (Darmawan,
kekuatan dan kelemahan kondisi keuang&®©04 dalam Pahlevie). Bank dalam memberikan
perusahaan serta untuk memprediksi retureturn harus melakukan analisis terhadap
saham di pasa modal. Rasio keuang&emampuan debitur untuk membayar kembali
merupakan faktor internal perusahaan vyarigwajibannya. Tingginya rasio NPL yang
mempengaruhi return saham, faktor internaimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada nilai
yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Loaasset bank dan kemampuan bank dalam
To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratianenghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada
(CAR), Return On Asset (ROA) dan Nomilai profitabilitas bank itu sendiri. Kredit macet
Perfoming Loan (NPL). Loanto Deposit Ratioyang tinggi dapat menimbulkan keengganan
(LDR) yaitu perbandingan antara kredit yanpank untuk memberikan return, sehingga
diberikan dengan dana pihak ketiga (Taswamengurangi jumlah return yang diberikan oleh
2005). Semakin tinggi nilai LDR, semakinsuatu bank (Kuspita, 2011). Penelitian ini
menunjukkan banyak dana yang disalurkamelanjutkan penelitian dari Zulbetti (2011) dan
dalam perkreditan sehingga perbankan ak#wuspita (2011). Hasil penelitian yang dilakukan
memperoleh laba dari bunga kredit. Hal tersebateh Zulbetti (2011) dan Kuspita (2011) bahwa
akan mempengaruhi penilaian investor dalamariabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To
mengambil keputusan investasinya, sehingdzeposit Ratio (LDR) dan Non Perfoming Loan
secara bersamaan akan mempengaryhPL) menunjukkan hasil yang tidak konsisten.
permintaan saham di pasar modal yang pagarbedaan penelitian ini tidak menggunakan
akhirnya mempengaruhi harga saham dasmriabel Gross Domestic Product (GDP)
berdampak pada pertumbuhan tingkat retuideviden Per Share (DPS), inflasi, biaya
saham(Wongso, 2012). Capital Adequacy Ratmperasional pendapatan operasional (BOPO) dan
(CAR) adalah rasio yang memperlihatkamet interest margin (NIM)dengan menambahkan
seberapa jauh seluruh aktiva bank yangariabel Non Perfoming Loan dan Return On
mengandung risiko (kredit, penyertaan, sur#isset (ROA).

berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai

dari sumber-su_m_ber di luar bank sepert_i daﬁ_aANDASAN TEOR] DAN
masyaral_<_at, pinjaman (utang_), da.n.la'n'la'BENGEMBANGANHIPOTESIS

(Denda_lwu_aya,_ 2005_). _Ap_ablla nilai CARﬁengertian Bank

semakin tinggi mengindikasi bahwa b_ank tela Menurut Taswan (2005:10) bank adalah
mempunya modal yang cukup bak OlalarEebuah lembaga atau perusahaan yang
menunjang kebutuhannya serta menanggu

1T . ﬂtivitasnya menghimpun dana berupa giro,
risiko-nisiko yang ditimbulkan. Dengan mOd‘."lEe osito tabungan dan simpanan yang lain dari

yang besar maka suatu bar_1k dapat memberi ak yang berkelebihan dana (surplus spending
return yang optimal. Tingkat laba ata nity = menempatkannya kembali  kepada

profitability yang diperoleh oleh bank ini disebu}nasyarakat yang membutuhkan dana (deficit

dengan Return On Asset (ROA). Rasio i - . : . :
digunakan  untuk  mengukur kernamlouanpendlng unit) melalui penjualan jasa keuangan

manajemen bank dalam memperoleh keuntungan
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yang pada gilirannya dapat meningkatkan 5) Bank campuran merupakan bank yang
kesejahteraan rakyat banyak. sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan

pihak swasta nasional dan secara mayoritas
sahamnya dipegang oleh warga Negara
Indonesia.

Jenisjenis Bank
Kasmir (2013) mengklasifikasikan jenis bank
berdasarkan :

a. Bank menurut fungsi, yaitu : c. Kegiatan di bidang devisa yaitu :

1) Bank devisa (foreign exchange bank)
merupakan bank yang dapat melaksanakan
transaksi ke luar negeri atau yang
berhubungan dengan mata uang asing
secara keseluruhan.

1. Bank sentral merupakan bank yang
mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan dunia perbankan dan dunia
keuangan di suatu negara. Di Indonesia
fungsi bank sentral dipegang oleh Ran
Indonesia (Bl). Tujuan Bank Indonesia 2) Bank non devisa (non foreign exchange
sebagai bank sentral adalah mencapai dan bank) merupakan bank yang belum
memelihara kesetabilan nilai rupiah. mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga

tidak dapat melaksanakan transaksi yang
berhubungan dengan luar negeri.

2. Bank umum merupakan bank yang
melaksanakan Kkegiatan usaha secara
konvensial atau berdasarkan prinsip
syariah dalam kegiatannya memberikad. Bank menurut jenis kantor yaitu :

Jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1) Kantor pusat merupakan kantor bank

3. Bank perkreditan rakyat merupakan bank  dimana terdapat semua  kegiatan
yang khusus melayani masyarakat kecil di perencanaan sampai pengawasan dan
kecamatan dan pedesaan. Jenis produk biasanya tidak melaksanakan kegiatan
yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan operasional sebagaimana kantor lainnya.
Rakyat relatif sempit jika dibandingkan
dengan bank umum, bahkan ada beberapa
jenis bank  yang tidak  boleh
diselenggarakan oleh Bank Perkreditan
Rakyat.

2) Kantor cabang penuh merupakan kantor
bank yang memberikan jasa bank paling
lengkap dan biasanya membawahi kantor
cabang penuh.

3) Kantor cabang pembantumerupakan kantor
bank yang hanya melayani sebagian dari

1) Bank  persero (bank  pemerintah) kegiatan cabang penuh.
merupakan bank yang akte pendiriannya
maupun modal bank ini sepenuhnya
dimiliki oleh pemerintah, sehingga
keuntungannya dimiliki oleh pemerintah
pula. Analisis Fundamental

. Analisis fundamental merupakan analisis
2) Bank umum swasta nasional merupaka\%tuk

bank luruh at bagian b menghitung nilai intrinsik saham dengan
anx yang seiruh atau sebagian beSgfenggunakan data keuangan perusahaan atau
sahamnya dimiliki oleh swasta nasional,

hi keunt iadi mil ata fundamental (misalnya laba, penjualan,
sehingga keuntungannya menjadi. milik,, .- “rodal, hutang, dil) (Jogiyanto 2003:89).

b. Bank menurut kepemilikan, yaitu :

4) Kantor kas merupakan kantor bank paling
kecil dimana kegiatannya hanya meliputi
teller.

swasta pula. Analisis fundamental menyatakan bahwa setiap
3) Bank milik koperasi merupakan bank yangnvestasi saham mempunyai landasan kuat yang
kepemilikan sahamnya dimiliki disebut nilai intrinsik yang dapat ditentukan
olehperusahaan yang berbadan hukumelalui suatu analisis yang sangat hati-hati
koperasi terhadap kondisi perusahaan pada kondisi
Fkarang dan prospeknya pada masa yang akan

4) Bank asing merupakan bank yang adalg
luar negeri, atau seluruh sahamnya dimili
oleh pihak asing (luar negeri).

atang.
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AnalisisRasio Keuangan CAR_Modal Inti+Modal Pelengkap x 100%
Menurut Simamora (2000 dalam Nugroho) ATMR
analisis rasio menunjukkan hubungan di antaReturn On Asset (ROA)
pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio ini digunakan untuk mengukur
Rasio memperlihatkan hubungan matematis Keémampuan manajemen bank dalam
antara satu kuantitas dan kuantitas lainnysnemperoleh keuntungan atau laba, semakin
Hubungan ini dinyatakan dalam presentasbesar nilai Return On Asset (ROA) suatu bank,
tingkat, maupun proporsi tunggal. Analisis rasieemakin besar pula tingkat keuntungan yang
merupakan bentuk atau cara yang umugicapai bank tersebut dan semakin baik pula
digunakan dalam analisis laporan finansiaposisi bank tersebut dari penggunaan aset
Rasio merupakan alat yang dinyatakan mhala(Dendawijaya,2005:116). Return OnAsset (ROA)
artian relatif maupun absolut untuk menjelaskatapat dirumuskan sebagai berikut:

hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan _Laba Sebelum Pajak .
faktor yang lain dari suatu laporan finansial. ROA=— ot X 100%
Loan To Deposit Ratio (LDR) Non Perfoming Loan (NPL)
Loan to Deposit Ratio (LDR) vyaitu Non Perfoming Loan (NPL) merupakan

perbandingan antara kredit yang diberikaperbandingan antara kredit bermasalah terhadap
dengan dana pihak ketiga (Taswan,2010ptal kredit (Taswan, 2010:166), sedangkan
Menurut Dendawijaya (2009.0an to Deposit menurut Darmawan,2004 dalam Pahlevie NPL
Ratio (LDR) menunjukkan rasio antara selurufdalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur
jumlah kredit yang diberikan bank dengan daremampuan bank dalam menutup risiko
yang diterima oleh bank. LDR menyatakakegagalan pengembalian kredit oleh debitur.
seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar  gank Indonesia menetapkan nilai NPL

kembali penarikan dana yang dilakukan deposgfksimum adalah sebesar 5%. Menurut Surat

dengan mengandalkan kredit yang diberikaByaran Bank Indonesia rasio Non Perfoming
sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tingglpandapat dirumuskan sebagai berikut :
LDR menunjukkan semakin riskan kondisi

likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR pp; :]umlahkreditbermasalahx 100
menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam totalKredit
menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank beradgengertian Pasar M odal

pada standar yang ditetapkan oleh Bank  pasar modal (capital market) merupakan
Indonesia, maka return yang diperoleh oleh baplgsar untuk berbagai instrumen keuangan jangka
tersebut akan meningkat. Standar yanganjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat
digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDRtang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana,

adalah 80% hingga 110%. Menurut ketentugRAstrumen derivatif maupun instrumen lainnya.
Bank Indonesia rasio Loan To Deposit Ratig

: el it Pengertian Saham
dapat d k b berikut:
apat dirumuskan sebagal berikut Saham (stock atau share) dapat

Kredit yang diberikan

LDR = : , x 100% didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau
_ D‘ma’_’lhak ketiga pemilikan seseorang atau badan dalam suatu
Capital Adequacy Ratio (CAR) perusahaan atau perseroan terbatas. Saham

Menurut Dendawijaya (2005:115) Capitaberwujud selembar kertas yang menerangkan
Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yangahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan
memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiyang menerbitkan surat berharga tersebut.
bank yang mengandung risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank
lain ikut dibiayai dari sumber-sumber diluar banReturn Saham
seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan Return merupakan hasil yang diperoleh
lain-lain. dari investasi (Jogiyanto,2003:199). Menurut

CAR dapat dirumuskan sebagai berikut: Samsul (2006: 291) return adalah pendapatan
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yang dinyatakan dalam persentase dari modaksebut (Sugiyono, 2013). Pemilihan sampel
awal investasi. dalam penelitian ini dilakukan dengan

Menurut Jogiyanto (2003) Return saham dapg{enggunakan metode purposive samplingLyait

s el it metode pengambilan sampel dari populasi
ihitun ngan rum I berikut:
dihitung dengan rumus sebagai berikut berdasarkan kriteria tertentu dan tujuan untuk

_Pt—P(t-1) . mendapatkan sampel presentatif. Kriteria yang
T P(t-1) x 100% harus dipenuhi dalam pengambilan sampelnya
adalah:
Keterangan: a) Perusahaan perbankan yang terdaftar di
Rt : Return saham Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-
Pt : Harga saham pada periode tertentu t 2012
Pt1 :Harga saham pada periode t-1 b) Perusahaan perbankan yang
mempublikasikan laporan keuangan tahunan
METODOLOGI PENELITIAN secara konsisten dan disampaikan kepada
Populasi dan Sampling Bank Indonesia selama periode 2008-2012.

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah
keseluruhan dari sekumpulan elemen atau obje
dan subjek yang mem!llkl sejumiah Kgratenshk rasio yang dibutuhkan dalam penelitian
umum yang d_|r_n|nat| oleh pe_nel|t| l.th.Jk selama periode 2008-2012.
dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah ~ Berdasarkan kriteria  tersebut, maka
seluruh perusahaan perbankkan yang terdaftardgiperolen sampel sebanyak 19 bank selama
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sammegriode 2008-2012, sehingga jumlah sampel
dengan 2012. Sampel adalah bagian dari juml¥@ng akan diteliti selama 5 tahun sebanyak 95.
dan karateristik yang dimiliki oleh populasi

E) Perusahaan perbankan yang menyajikan
secara lengkap laporan keuangan dan rasio-

Tabd 1
Prosedur pemilihan sampel
Kriteria Bank Sampel
Bank yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia o5
dengan tanggal IPO sebelum tahun 2008
— Bank yang tidak menerbitkan Laporan Keuang: (6)
Tahunan secara lengkap
Jumlah sampel bank dalam 1 tahun 19
Periode pengamatan 5 tahun = 5 x 19, sehingga jum| 95

amatan

Jumlah bank yang sesuai dengaWariabel Penelitian
karakteristik sampel ada 19 bank sehingga
selama periode tahun 2008-2012 sampel yaogna
digunakan dalam penelitian ini adalah 95, yan
didapat dari perhitungan bank dikalikan perlodé) Variabel Dependen

tahun yang akan diteliti, yakni 19 bank dikalikan Variabel dependen atau variabel terikat

5 tahun, sehingga dihasilkan sampel sebanygkiam penelitian ini yaitu return saham. Return

95. saham adalah hasil investasi surat berharga
(saham) yang berupa capital gain (loss) yaitu
selisih antara harga saham saat ini dengan harga
saham periode sebelumnya.

Dalam penelitian ini digunakan dua (2)
bel, yaitu sebagai berikut :

p-ISSN: 20 -7 X | e-ISSN: 2540-9 4 | DOI 10.249 4/ja.v5i1.25 7



JURNAL AKUNTANSI VOL. 5 NO. 1 TAHUN 2017

b) Variabel Independen berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai
dari dana modal sendiri bank disamping
memperoleh dana-dana dari sumber-sumber
di luar bank, seperti dana dari masyarakat,
pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya,
2005116).

Return On Asset (ROA) mengindikasi
kemampuan bank menghasilkan laba dengan
menggunakan asetnya, semakin besar rasio
ROA maka semakin baik pula kinerja bank
2. Capital Adequacy  Ratio (CAR) tersebut (Taswan,2010:167).
merupakanrasio  yang  memperlihatkag, Non Perfoming Loan (NPL) merupakan
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang perbandingan antara kredit bermasalah
mengandung risiko ( kredit, penyertaan, surat dengan total kredit (Taswan,2010:166).

Variabel independen dalam penelitian ini
adalah rasio keuangan yaitu Loan To Deposit
Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR),
Return On Asset (ROA), dan Non Perfoming
Loan (NPL) :

1. Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakans'
perbandingan antara kredit yang diberikan
dengan dana pihak ketiga.

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel
Indikator Definisi Indikator Pengukuran
Return Hasil investasi surat berharga (saham) yang be Persen

Saham (Y) capital gain (loss) yaitu selisih antara harga sal
saat ini dengan harga saham periode sebelumny
Loan To Rasio perbandingan antara kredit yang diberi Persen
Deposit dengan dana pihak ketiga.Perhitungan rasio |
Ratio(x2) sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank
dipublikasikan.
Capital Rasio antara modal terhadap Aktiva Tertimb: Persen
Adequacy  MenurutRisiko.Perhitungan rasio CAR ses
Ratio (x1) dengan rumus di laporan keuangan bank 'y
dipublikasikan.
Return On Rasio antara laba sebelum pajak yang disetahu Persen
Asset (x3) dibagi dengan total asset. Perhitungan rasio |
sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank
dipublikasikan
Non Rasio antara jumlah kredit yang bermasalah der Persen
Perfoming total kredit. Perhitungan rasio NPL sesuai den
Loan (x4) rumus di laporan keuangan bank ye
dipublikasikan.

Tehnik Analisis Data Keterangan :

a) Uji Regresi Y : Return saham

a : Konstanta

B -b4 : Koefisien regresi variabel independen
: Loan To Deposit Ratio (LDR)

Penelitian ini  bertujuan  menguiji
pengaruh hubungan antara variabel-variab
independen terhadap variabel dependen den : . )
menggunakan analisis regresi linier bergan :gatpltalgdiiuagyggzo (CAR)
(Ghozali, 2011). Statistik untuk mengujix4 :Neulr:)n fn _seL( IiIPL
hipotesis dalam penelitian ini menggunakaﬁ ) E??orer oming Loan (NPL)

metode regresi linier berganda dengan rumus :
Y=a+ blxl + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e
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b) Uji Hipotesis HO2 : Tidak ada pengaruh antara Capital

1) Uji Determinasi (R?) Adequacy Ratio terhadap returnsaham
Dalam uji linier berganda, koefisienHa2 : Ada pengaruh antara Capital Adequacy

determinasi digunakan untuk mengetahui Ratio terhadap return saham

presentase sumbangan pengaruh serentd®3 : Tidak ada pengaruh antara Return On

variabel-variabel bebas Loan To Deposit Ratio Asset terhadap return saham

(LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), ReturnHa3 : Ada pengaruh antara Return On Asset

On Asset (ROA), dan Non Perfoming Loan terhadap return saham

(NPL)) terhadap variabel terikat return sahandO4 : Tidak ada pengaruh antara Non

Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai Perfoming Loan terhadap return saham

koefisien determinasi R2 yang merupakaHa4 : Ada pengaruh antara Non Perfoming

besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien Loan terhadap returnsaham

determinasi adalah antara nol sampai dengan 1.
Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan
antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada Jika t hitung >t tabel , maka HO tidak
hubungan sama sekali. Bila r = +1, atadidukung, Ha didukung atau

mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel  jjy5 1 hitung <t tabel , maka HO didukung,
dikatakan positif dan sangat kuat (Ghozalj,; tigak didukung, atau

2011). - _
Berdasarkan probabilitas yaitu dengan

2) Uji Pengaruh Simultan (Uji F) , membandingkan niladengan a (0,05)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel independen yang Yaitu:

dimasukkan kedalam model, mempunyai  Jika sig < 0,05 maka HO tidak didukung,
pengaruh secara bersama-sama terhadap varigpgldidukung.

dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk . . .
menguji Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital J|_ka sig > 0,05 maka HO didukung, Ha
Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA)'[,'dak didukung.
dan Non Perfoming Loan (NPL) secara bersama)y Uji Asums Klasik
sama terhadap return saham. Hipotesis akan diuji M ultikolinieritas
dengan menggunakan tingkat signifikansi (o) Menguji apakah pada model regresi
sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atditemukan adanya korelasi antar variabel
penolakan hipotesis akan didasarkan pada niladependen. Jika terjadi korelasi, maka
probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitasdinamakan terdapat problem multikolonieritas.
signifikansi < 0.05, maka hipotesis diterima. HaHasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat
ini berarti model regresi dapat digunakan untuberdasarkan nilai Variance Inflation Factor
memprediksi  variabel  independen  daf(VIF) (Ghozali, 2011:105).
sebaliknya.
3) Uji Statistik t

Uji t (t-test) dilakukan untuk menguiji
apakah secara terpisah variabel independen
mampu menjelaskan variabel dependen secara

Dasar pengambilan keputusan:

Dasar pengambilan keputusan:

a) Besaran VIF dan tolerance, suatu model
regresi dikatakan bebas dari
multikolonieritas adalah:

baik. 1) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1.
Penyusunan hipotesis sesuai bab Il adal@h Mempunyai angka tolerance mendekati 1.
sebagai berikut: Uji Autokorelas

HO1 : Tidak ada pengaruh antara Loan To  Menguji apakah dalam sebuah model
Deposit Ratio terhadap return saham regresi linier ada korelasi antara kesalahan

Hal : Ada pengaruh antara Loan To Depogdengganggu pada periode t dengan kesalahan
Ratio terhadap return saham pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi
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yang baik adalah regresi yang bebas dari Pengambilan keputusan ada atau tidaknya

autokorelasi (Ghozali, 2011:111). autokorelasi:
Hipotesis nol keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif ~ Tolak 0<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif ~ Tidak ada keputusar dl <d <du
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-di<d-4
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusar 4-du <d <4-dI
Tidak ada autokorelasi positif ~ Tidak ditolak du <d<4-du
dan negatif

Uji Heter okesdatisitas Uji Normalitas

Menurut Udayana (2008) Uji Menguji apakah dalam sebuah model

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguggresi, variabel dependen, variabel independen
apakah dalam sebuah model regresi, terjaaliau keduanya mempunyai distribusi normal
ketidaksamaan variance residual dari saataukah tidak. Model regresi yang baik adalah
pengamatan ke pengamatan yang lain. Moddiktribusi data normal atau mendekati normal.
regresi yang baik adalah tidak terjadi

Heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Descriptive Statistics
Std.
N Minimum Maximum  Mean Deviation
Return Saham 95 -1524.00 460.00 6.0662 174.30718
LDR 95 5.46 102.20 76.7046 15.59355
CAR 95 4,42 2024.00 181.9098 501.58222
ROA 95 .07 711.00 28.7378 109.50521
NPL 95 12 178.00 14.5349 37.51857

Valid N (listwise) 95

Berdasarkan tabel statistik deskriptif dapatilaimaksimum 2024,00,sementara nilai standar
dilihat bahwa dengan N= 95 waktu amatarmeviasi (standard deviation) sebesar501,58222
variabel Return saham mempunyai nilagdan nilai rata-rata (mean) sebesar 181,9098. ROA
minimum -1524,00 dan nilai maksimummempunyai nilai minimum 0,07 dan nilai
460,00,sementara nilai deviasistandar (standamthksimum 711,00, sementara nilai standar
deviation) sebesar 174,30718 dan nilai rata-rati@viasi (standard deviation) sebesar109,50521
(mean) sebesar 6,0662.Loan To Deposit Raftitan nilai rata-rata (mean) sebesar 28,7378. NPL
(LDR) mempunyai nilai minimum 5,4@an nilai mempunyai nilai minimum 0,12 dan nilai
maksimum 102,20, sementara nilai standamaksimum 178,00,sementara nilai standar
deviasi (standard deviation) sebesarl5,5938®viasi (standard deviation) sebesar37,51857dan
dan nilai rata-rata (mean) sebesar 76,7046. CARai rata-rata (mean) sebesar 14,5349.
mempunyai  nilai  minimum 4,42 dan
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Uji Asums Klask
a. Uji Multikolinieritas

Tabd 4
Coefficients?
Collinearity Statistics
Model Tolerance VIF
(Constant)
LDR .945 1.059
CAR .262 3.819
ROA .502 1.993
NPL .294 3.398

a. Dependent Variable: Return Saham

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwdisimpulkan bahwa dalam model ini tidak
tidak terdapat hubungan multikolinieritas padterdapat masalah multikolinearitas antara
variabel LDR,CAR, ROA dan NPL karena MFvariabel bebas karena nilai tolerance berada di
tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidakawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10.
ada yang kurang dari 0,10. Oleh karena itu, dapat

b). Uji Autokorelasi
Tabel 5
Model Summary®
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate  Durbin-Watson
1 7672 .589 571 114.21717 2.216
a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR
b. Dependent Variable: Return Saham
Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel, dapabtuk dapat dinyatakan bebas autokorelasi
diketahui bahwa nilai Durbin-Watson2,216 lalladalah du<d<(4-du), dari hasil nilai hitung
hasil ini dibandingkan dengan nilai dl dan dtersebut maka tidak terjadi autokorelasi pada
pada tabel Durbin-Watson. Penelitian inmodel regresi yang digunakan dalam penelitian
menggunakan jumlah sampel 95, dengani.
variabel independen 4 maka diperoleh nilai du
sebesar 1,566 dan dl 1,726. Syarat penelitian

¢) Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: Returnsaham

Regression Studentized Residual

Regr: n Standar Pr Value

Berdasarkan gambar scatter plot terlihaumbu Y. Hal ini berartitidak terjadi
bahwa titik-titik menyebar secara acak sertaeteroskidastisitas pada model regresi, sehingga
tersebar di atas maupun di bawah angka O padadel regresi layak dipakai untuk prediksi
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pengaruh return saham berdasarkan masukdatio (CAR), Return On Asset (ROA)dan Non
Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacyerfoming Loan (NPL).

¢) Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: RS

Expected Cum Prob

f T T T T T
o.0 o.2 o.a o.e o.s 1.0
Observed Cum Prob

Berdasarkan gambar P-P plot standardizegris diagonal dan mengikuti arah garis diagonal,
residual menunjukkan pola data terdistribushaka model regresi memenuhi asumsi
normal, terlihat titik-titik menyebar disekitarnormalitas.

Tabd 6
Uji Regres
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant)  65.634 31.738 107 .915
LDR 143 T77 .013 184  .855
CAR .944 546 715 3.141 .002
ROA 1.331 152 .836 8.762 .000
NPL -.643 579 -.484 -.294 .160

a.Dependent Variable: Return saham
Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel, dengan memperhatikan angkavariabel Loan To  Deposit Ratio
yang berada pada kolom Unstandardized (LDR)memiliki nilai koefisien regresi yang
Coefficient Beta, maka dapat disusun persamaannegatif yaitu sebesar (+) 0,143. Nilai koefisien
regresi berganda sebagai berikut: positif menunjukkan bahwa LDR terhadap
return saham berpengaruh positif. Hal ini
Return Saham = 65,634 + 0,143 LDR + 0,944 menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan
CAR + 1,331 ROA - 0,643 NPL LDR sebesar 1%, maka return saham pada
bank akan naiksebesar 0,143 dengan asumsi
Dari persamaan regresi di atas maka dapatvariabel independen lain dianggap konstan.
disimpulkan sebagai berikut: c) Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR
a) Nilai konstanta persamaan di atas adalah memiliki nilai koefisien yang positif yaitu
sebesar 65,643. Angka tersebut menunjukkan sebesar (+) 0,944. Nilai koefisien positif
return saham yang diperoleh oleh bank menunjukkan bahwa CAR terhadap return
sebesar 65,643bila LDX 1), CAR(X2), ROA saham berpengaruh positif. Hal ini
(X3) dan NPL(X4) dianggap konstan. menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan
CAR sebesar 1%, maka return saham akan
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menyebabkan kenaikan nilai return pada bank variabel independen yang lain dianggap
sebesar 0,944 dengan asumsi variabel konstan.
independen yang lain dianggap konstan.  e) Variabel Non Perfoming Loan (NPL)
d) Variabel Return On Asset(ROA) memiliki memiliki nilai koefisien regresi yang negatif
nilai koefisien regresi yang positif yait  yaitu sebesar -0,643. Nilai koefisien yang
sebesar(+)1,331 Nilai koefisien yang negatif negatif ini menunjukkan bahwa NPL
ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh berpengaruh negatif terhadapreturn saham
positif terhadap return saham. Hal ini berarti Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat NPL
setiap kenaikan tingkat ROA sebesar 1% maka sebesar 1% maka return saham pada bank
return saham pada bank akan mengalami akan mengalami penurunan sebesar 0,643
kenaikan sebesar 1,331 dengan asumsi bahwadengan asumsi bahwa variabel independen
yang lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis
a) Uji Koefisien Determinasi (R?)

Tabe 7
Model Summary®

Adjusted R Std. Error of  Durbin-

Model R R Square  Square the Estimate = Watson
1 767 .589 571 114.21717 2.216

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR
b. Dependent Variable: Return Saham
Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai adjusteDeposit Ratio (LDR), Capital Adequacy
R? adalah 0,571. Hal ini menunjukkan bahw®atio(CAR), Return On Asset (ROA)dan Non
sebesar 57,1% return sahamdari barkerforming Loan(NPL), sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variasi dari keempat variabslebesar 42,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor
independen yang digunakan, yaitu Loan Twin di luar model penelitian.

b) Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 8
ANOVAP
Model SSum of df Mean Squart F Sig.
quares
1 Regression 1681900.79C 4 420475.197 32.231 .000%
Residual 1174100.62¢ 90 13045.563
Total 2856001.415 94

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR
b. Dependent Variable: Return Saham
Sumber : Data sekunder diolah

Pada tabel menunjukkan angka hasierdukung, dengan tingkat signifikansi 0,000
pengujian model menghasilkan F hitung sebesgauh lebih kecil dari 0,05) artinya antara
32,231,sementara itu nilai pada tabel distribusDR,CAR, NPL dan ROA berpengaruh secara
nilai F dengan derajat bebas (4:95) pada tarsilmultan terhadap return saham pada perusahaan
signifikansi 5% adalah 2,472927. Oleh karena fperbankan.
hitung 32,231> F tabel 2,472927 maka hipotesis
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¢) Uji Statistik t

Tabe 9
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

(Constant) 65.634 31.738 107 915
LDR 143 T77 .013 .184 .855
CAR .944 .546 715 3.141 .002
ROA 1.331 152 .836 8.762 .000
NPL -.643 579 -.484 -.294 .160

a.Dependent Variable: Return saham
Sumber : Data sekunder diolah

1) Berdasarkan pengujian parsial ()i mendukung penelitian Khaddafi (2008),
diperoleh hasil bahwa Loan To Deposit Ratio Wongso (2012), Khaddafi (2008), Zulbetti
(LDR) berpengaruh positif dan tidak (2011) dan Gunawan (2012) bahwa Capital
signifikan terhadap return saham. Hal ini Adequacy Ratio (CAR) pengaruh positif dan
ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesay (+ signifikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa
0,184 dengan tingkat signifikansi 0,855 lebih Semakin tinggi CAR, maka bank semakin
besar dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t solvable. Bank yang memiliki CAR yang
hitung<t tabel (0,184<1,986674), maka tinggi, berarti bank memiliki modal yang
hipotesis pertama yang menyatakan Loan To cukup kuat guna menjalankan usahanya
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif, sehingga akan meningkatkan keuntungan
terdukung. Hasil penelitian ini mendukung yang diperolehnya. Capital Adequacy Ratio
penelitian yang dilakukan oleh Padli (2011), (CAR) yang tinggi berarti bank mempunyai
Zulfa (2013) dan Anisma (2012) bahwa LDR kemampuan untuk mengatasi kemungkinan
tidak mempunyai pengaruh signifikan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan
terhadap return saham. Dalam penelitian surat-surat berharga. Selain itu, masyarakat
Padli (2011), Loan To Deposit Ratio tidak dan investor akan percaya terhadap
berpengaruh  terdapat return  saham kemampuan permodalan bank dan dana yang
dikarenakan bank tidak menggunakan LDR diserap dari masyarakat meningkat yang
sebagai dasar  pertimbangan  dalam akhirnya akan meningkatkan return saham
pengambilan keputusan untuk menyalurkan (Siamat,2005:254).

dana dalam perkreditan, sehingga tidag) Berdasarkan pengujian  parsial (i

Bw;nrﬂpengaruhl naik turunnya return pada diperoleh hasil bahwa Return On Asset (ROA)
' berpengaruh positif dan signifikan terhadap
2) Berdasarkan pengujian parsial )i return saham. Hal ini ditunjukkan dengan
diperoleh hasil bahwa Capital Adequacy nilait hitung sebesar 8,762 dengan tingkat
Ratio berpengaruh positif dan signifikan signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf
terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan signifikansi 0,05 dan nilai t hitung<t tabel
dengan nilai t hitung sebesar (+) 3,141 dengan (8,762>1,986674), maka hipotesis ketiga
tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari taraf yang menyatakan Return On Asset (ROA)
signifikansi dan nilai t hitung>t tabel berpengaruh positif, terdukung. Penelitian ini
(3,141>1,986674), maka hipotesis kedua yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh
menyatakan Capital Adequacy Ratio Widodo (2007) , Khaddafi (2008), Zulfa
berpengaruh positif, terdukung. Penelitian ini (2013) , Wongso (2012), Gunawan (2012),
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Gantino dan Maulana (2012) yand.oan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy
menyatakan bahwa ROA mempunyaRatio (CAR), Retun ON Asset (ROA)), dan Non
pengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuaPerfoming Loan (NPL) yang ada berpengaruh
dengan teori bahwa Bank dalam memberikasecara bersama-sama terhadap variabel return
return berdasarkan alokasinya pada tingkahham pada perusahaan perbankan. Hasil
ROA yang diperoleh dari tahun lalu, karen@engujian secara parsial Loan To Deposit Rasio
tingginya ROA menunjukkan laba bank yangLDR) memiliki pengaruh positif dan tidak
stabil dengan kualitas aktiva sudah baik dasignifikan terhadap return saham. Capital
manajemen laba yang baik, hal ini yanddequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang
membuat bank lebih banyak memberikapositif dan signifikan terhadap return saham
return. Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh
) positif dan signifikan terhadap return saham.Non
ﬁerfoming Loan (NPL)memiliki pengaruh

(NPL)berpengaruh negatif dan tidak signifikaﬁ'egat'f dan tidak signifikan terhadap return
terhadap return saham. Hal ini ditunjukkaﬁaham pada perusahaan perbankan.

dengan nilai t hitung sebesa) (3,294 dengan IMPLIKASI

tingkat signifikansi 0,160 lebih besar dari taraf Berdasarkan perhitungan analisis regresi
signifikansi 0,05 dan nilai t hitung<t tabel (-berganda, variabel yang memiliki pengaruh
0,294<1,986674), maka hipotesis keempat yasgnifikan terhadap return saham perusahaan
menyatakan Non Perfoming Loanperbankan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR
(NPL)berpengaruh negatif, terdukung. Hasidlan Return On Asset (ROA), maka variabel
penelitian ini mendukung dari hasil penelitiatersebut dapat dijadikan pertimbangan nala
Khaddafi (2008), Gunawan (2012), Kuspitanenilai kondisi bank dalam memperoleh laba.
(2011) dan Zulbetti (2011) yang menyatakadika permodalan bank meningkat dan manajemen
bahwa NPL mempunyai pengaruh negatferusahaan dapat memaksimalkan tingkat
terhadap return saham. Dalam penelitian Zulbekemampulabaan yang berasal dari asetnya
(2011) menyebutkan bahwa NPL menunjukkafkualitas aktiva produktif), maka laba yang
nilai yang cukup tinggi namun bank memilikidiperoleh  perusahaan dapat meningkat.
Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukugPeningkatan laba tersebut mempengaruhi
tinggi dan melebihi dari batas minimum yangkspektasi investor dalam membeli saham
ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga CAperusahaan bank, sehingga berdampak pada
masih dapat membantu menutup risiko kredimeningkatnya return saham yang diperoleh
yang diakibatkan oleh kredit macet. Oleh kareriavestor.

itu kenaikan NPL secara langsung tida%ARAN

mengakibatkan  menurunnya return dan Setelah melakukan penelitian

6H)‘bmbahasan, dan merumuskan kesimpulan dari
hasil penelitian, maka penulis memberikan
beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian
KESIMPULAN yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan

Berdasarkan  hasil  penelitian  damdan bahan pertimbangan yang berguna bagi
pembahasan mengenai pengaruh Loan TPpdhak-pihak yang berkepentingan, antara lain
Deposit Ratio,Capital Adequacy Ratio, Retursebagai berikut:

On Asset dan Non Perfoming Loan terhada:[)_ Bagi pihak bank, berdasarkan hasil penelitian
Return Sahampada perusahaan perbankan Yang,i variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) dan

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode N . -
. : on Perfomingg Loan NPL) menunjukkan
2008-2012, baik regresi berganda, secarapengaruh yang tidak signifikan terhadap

simultan maupun parsial. Hasil pengujian .
L . i _ return saham, makabank dapat mengevaluasi
analisis regresi berganda LDR= 0,143, CAR= penyaluran kredit yang berasal dari dana

0,944, ROA= 1,331 dft‘n NPL= OEE'S E'aﬁ’” pihak ketiga dan kredit yang bermasalah agar
pengujian secara simuitan menunjukkan bahwa biaya kerugian atas kredit bermasalah tersebut

Berdasarkan pengujian parsial
diperoleh hasil bahwa Non Perfoming Loa

menaiknya return (Nasser,2003).
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tidak terlalu besar dan portofolio penyalurairdiani, Anita. 2007. AnalisaPengaruh Kinerja

kredit  dapat  dikoreksi  berdasarkan
kemampuan keuangan pihak debitur sehingga
bank masih dapat mengoptimalkan kinerjanya
tersebut untuk memperoleh laba. Peningkatan
laba akan mempengaruhi ekspektasi investor
untuk membeli saham bank tersebut sehing%
akan berpengaruh pada return saham yang
diperoleh investor.

2. Bagi pihak investor, berdasarkan penelitian
ini bahwa variabel Capital Adequacy Ratio
(CAR) dan Return On Asset (ROA)
menunjukkan pengaruh yang signifikarBr
terhadap return saham, maka investor yang
akan berinvestasi saham di perusahaan
perbankan agar dapat mempertimbangkan

besarnya nilai Capital Adequacy Ratio (CARPendawijaya,

dan Return On Asset (ROA) vyang

Keuangan Terhadap Perubahan
Harga Saham pada Perusahaan
Perbankan Di Bursa Efek Jakarta
(BEJ). Skripsi: UNNES.
Dipublikasikan

dialim,Giovanni. 2013. Pengaruh Kinerja dan

Resiko Terhadap Return Saham
Perusahaan Consumer Good Di BEI
Periode 2007-2011. Jurnal:
Ekonomika dan Bisnis. Universitas
Surabaya.Vol.2.No.1

igham, Eguene F dan Joel F. Houston. 2006

Manajemen keuangan. Edisi
Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Lukman. 2005. Manajemen

Perbankan. Ghalia Indonesia. Bogor.

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia daparmadji dan Fakhruddin, Hendy. 2006. Pasar

Bank Indonesia dalam memulai berinvestasi

_ Modal Di Indonesia Pendekatan
saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Tanya Jawab. Salemba Empat
Bursa Efek Indonesia, karena variabel Jakarta.
tersebut secara empiris terbukti _ _
mempengaruhi return saham pada perusahdadnawan,Tri.2012. Pengaruh Rasio Camel,
perbankan . Inflasi dan Nilai Tukar Uang

Terhadap Return Saham (Studi

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk
memperbanyak sampel yang digunakan agar
hasilnya lebih baik terhadap sampel yang
dipilih, serta menambah periode penelitian.

KETERBATASAN PENELITIAN Ghozali
Penelitian ini hanya diwakili oleh empat

variabel yaitu Loan To Deposit Ratio (LDR),

Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset

(ROA) dan Non Perfoming Loan (NPL)sebagai

indikator untuk mengetahui pengaruhreturn

Empiris Bank Yang Terdaftar Di

BEI). Skripsi:
UniversitasDiponegoro Semarang.
Dipublikasikan.

Imam. 2011.Aplikasi  Analisis
Multivariate Dengan  Program
SPPS.Cetakan  Kelima. Badan
Penerbit: Universitas Diponogoro
Semarang.

saham pada perusahaan perbankan, sedang@é&ﬁ‘tino Rilla Dan Maulana Fahri.2012.Pengaruh

masih ada beberapa faktor lain yang
mempengaruhi return saham, seperti inflasi, nilai
tukar uang dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
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